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ABSTRAK 
M. Bahri, E 131 12 008, Skripsi berjudul : Kebijakan Freedom of Navigation 
Amerika Serikat di Laut China Selatan, dibawah bimbingan Muhammad Nasir 
Badu, Ph.D selaku pembimbing 1 dan Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si selaku 
pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kebijakan 
Freedom Of Navigation (FON) Amerika Serikat  di Laut China Selatan dan lebih 
detailnya dijabarkan melalui pemahaman terhadap kebijakan FON, kepentingan 
atas ketetapan dari kebijakan tersebut serta implikasi dari kebijakan tersebut. 
Adapun untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode 
deskriptif analitik dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan 
library research serta teknik analisis data secara kualitatif. Sedangkan metode 
penulisan yang digunakan adalah deduktif .  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan freedom of navigation 
Amerika Serikat di Laut China Selatan sebagai upaya penolakan terhadap klaim 
Republik Rakyat China (RRC) di kawasan tersebut. Hal ini karena klaim tersebut 
tidak berdasar pada hukum internasional dan telah mengancam keamanan di 
kawasan tersebut. Keterlibatan AS juga karena didasarkan atas permintaan 
Negara-negara di Asia Tenggara yang juga mengklaim kawasan tersebut seperti 
Vietnam dan Filipina. Kepentingan nasional Amerika Serikat selalu 
mengumandangkan penegakkan freedom of navigation di kawasan tersebut dan 
hal ini berlaku bagi seluruh negara sebagaimana mandat dalam isi hukum 
internasional. Sebagai implikasi dari kebijakan tersebut maka gerak China dalam 
melanjutkan pembangunan dan atau eksploitasi di kawasan tersebut menjadi 
terbatas.  
Kata Kunci : Amerika Serikat, China, Freedom of Navigation, Laut China 
Selatan, Sengketa, military operation, klaim 
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ABSTRACT 
M. Bahri, E 131 12 008, This thesis be entitled is Policy of Freedom of 
Navigation US in South China Sea, under guidances of Muhammad Nasir Badu, 
Ph.D as first counselor and Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si as second 
counselor, at International Relations Department, Social and Political Faculty, 
Hasanuddin university. 
Purpose of this research are knowing and understanding policy of Freedom Of 
Navigation (FON) United States in South China Sea and more detail explained 
with knowledge of FON policy, interest on provisions of policy as well as 
implications of it‟s policy. As to achieve these objectives, the author was using 
analytic descriptive method with method of data collection through interview and 
research library and qualitative data analysis techniques. While method process of 
writing was used by deductive.  
Results of this research had indicated that policy of freedom of navigation United 
States in South China Sea as type rejection of claims of People's Republic of 
China (PRC) in it‟s region. This situation because claims is not basing of 
international law and threatens security in the region. Involvement  US also 
because it is based by request of States in Southeast Asia which also claims the 
region such as Vietnam and Philippines. National interests of United States has 
always proclaimed rule of freedom of navigation in the region and this things was 
true for all countries, as mandated by body of international law. As implications of  
policy, China motion in continuing development and exploitation in the region 
become limited. 
Keywords : United States, China, Freedom of Navigation, South China Sea, 
Dispute, Military operations, Claims 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Masalah Laut China Selatan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan 
berbagai agenda internasional dalam beberapa waktu ini, terutama negara-negara 
di Regional Asia Pasifik. Hal ini terjadi setelah tindakan Republik Rakyat China 
(RRC) dengan melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan berbagai 
infrastruktur serta pemasangan teknologi canggih di kawasan yang masih 
berstatus sengketa tersebut. Tentu hal ini mendapat kecaman dari berbagai pihak 
terutama negara yang bersengketa dengan China yakni Filipina, Vietnam, Taiwan, 
Malaysia dan Brunei Darussalam
1
. Memang belum ada solusi yang tepat untuk 
menyelesaikan sengketa di kawasan tersebut dengan memberikan mutual 
adventage bagi setiap negara yang bersengketa.  
Beberapa unsur yang menjadi alasan tidak selesainya masalah sengketa ini 
yakni akibat benturan masalah hukum laut wilayah antar negara. Malaysia, Brunei 
Darussalam dan Filipina mengklaim Laut China Selatan berdasarkan pada 
ketentuan dalam pasal 57 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 
yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk memperluas luas 
wilayahnya tidak lebih dari 200 mil yang disebut Zona Ekonomi Eksklusif
2
. 
Sedangkan China, Vietnam dan Taiwan mengklaim Laut China Selatan 
berdasarkan sejarah peninggalan kekuasaan dinasti atau kerajaan mereka (China) 
serta peninggalan negara penjajahnya (Vietnam dan Taiwan). Sebenarnya seluruh 
                                                             
1 S M Noor, Sengketa Laut China dan Kapulauan Kuril, Cetakan 1, Makassar, Pustaka Pena Press, 
2015, h. 202 
2
 UNCLOS 1982 diakses melalui 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf pada tanggal 
19 Maret 2016 
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negara yang bersengketa dan tergabung dalam organisasi regional ASEAN telah 
sepakat membawa permasalahan ini ke arbitrase internasional akan tetapi 
anggapan berbeda datang dari China yang menginginkan penyelesaian secara 
bilateral karena akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. 
Klaim tumpang tindih (overlapping) ini merupakan salah satu tantangan 
untuk mencari penyelesaian atas sengketa ini. Unsur lain yang menjadi tantangan 
selanjutnya ialah kompetisi negara-negara yang saling bermusuhan secara turun 
temurun bahkan pertentangan ideologi komunisme disatu pihak dengan liberalism 
nasionalisme dipihak lain
3
. Kebangkitan China juga berdasar pada kepentingan 
nasionalnya sebagai negara komunis untuk dapat survive dengan perkembangan 
negara liberal yang pesat pasca kemenangan diperang dingin. Kemudian belum 
lahirnya keputusan-keputusan Mahkamah Peradilan Internasional yang dapat 
dijadikan sebagai landasan yurisprudensi internasional juga menjadi alasannya. 
Bahkan hal ini semakin kompleks dengan beberapa deklarasi sepihak oleh negara 
yang bersengketa berakibat meningkatkan konstelasi di kawasan tersebut.  
Akhirnya upaya untuk mengakomodasi semua keinginan pihak yang 
bersengketa terealisasi dengan keterlibatan ASEAN. Demi menarik minat dan 
keterlibatan secara langsung setiap negara sengketa dalam upaya penyelesaian 
konflik di Laut China Selatan, maka ASEAN dan China melakukan negosiasi 
yang cukup panjang hingga melewati beberapa tahun dan menghasilkan sebuah 
Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea (DOC) yang 
diratifikasi pada November 2002 di kamboja
4
. Namun DOC ini masih memiliki 
                                                             
3 S M Noor, Op. Cit., h. 248 
4
 Mingjiang Li. 2014. Mengelola Isu Keamanan Di Laut China Selatan : Dari DOC Ke COC. Diakses 
melalui http://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/mengelola-isu-keamanan-di-laut-cina-selatan-
dari-doc-ke-coc/ pada tanggal 19 Maret 2016 
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kekurangan yang kompleks untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan 
hingga penyusunan Code of Conduct (COC) sebagai bagaian dari tujuan 
pembentukan DOC. Penyusunan COC saat ini berupaya menutupi segala 
kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan DOC serta diharapkan mampu 
menyelesaikan konflik di kawasan tersebut. Namun hal ini diakui bersama bukan 
merupakan impian yang mudah  karena kehadiran COC diharapkan mampu 
mengikat secara hukum seluruh negara anggota yang menyepakati penyusunan 
COC. 
Setelah tindakan sepihak yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan 
dengan penempatan rudal dan radar serta landasan pacu untuk penerbangan 
pesawat yang dibangun di Pulau Spartly tanpa ada keterlibatan negara sengketa 
lainnya. Membuat negara-negara ASEAN yang bersengketa dengannya (Malaysia, 
Brunei, Filipina, Vietnam dan Taiwan) di Laut China Selatan memiliki keyakinan 
bahwa China telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Di sisi lain, China 
membela diri bahwa yang dilakukannya tersebut merupakan hal wajar untuk 
melindungi dan mengawasi kawasan tersebut. Akhirnya perseteruan muncul 
ketika kepala negara yang bersengketa dengan China memintanya untuk 
menghentikan segala eksploitasi dan eksploirasi yang dilakukannya di Laut China 
Selatan akan tetapi hal tersebut tidak dipenuhinya. 
Hal ini sesungguhnya wajar dilakukan oleh China, sebagai negara yang 
telah bangkit kembali sebagai negara yang patut diperhitungkan dalam dinamika 
dunia. Kekuatan China jika dilihat dari anggaran pertahanannya jauh lebih besar 
dari kelima negara lainnya yang bersengketa dengannya. China menghabiskan 
lebih dari $ 100 miliar untuk anggaran militernya dengan jumlah anggota militer 
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hingga 2.285 personil sedangkan kelima negara yang bersengketa dengannya 
sekalipun digabungkan hanya mencapai lebih dari $ 15 miliar dengan jumlah 
anggota militer 1.145 personil
5
. Hal ini tentu sangat disadari bagi semua pihak 
baik China maupun negara yang bersengketa dengannya bahkan aktor eksternal 
seperti AS. Oleh karena itu, pemanfaatan power yang dapat digunakan sebagai 
alat dalam mewujudkan kepentingan nasional terimplikasikan oleh tindakan 
China.   
Kesadaran setiap negara atas sensitifitas yang dimiliki Laut China Selatan 
sering kali menimbulkan perang urat saraf bahkan rival teknologi perang di 
kawasan maritime tersebut, seperti perseteruan Taiwan-China (1988) dan China-
Filipina (1996). Perseteruan lainnya dengan skala yang lebih kecil juga sering 
terjadi seperti tabrakan kapal, penangkapan nelayan, pengusiran atau bahkan 
sekedar tembakan peringatan disaat kapal negara lain mulai mendekati kawasan 
yang disengketakan tersebut
6
. Bahkan tidak hanya melibatkan keenam negara 
yang bersengketa secara de facto di wilayah tersebut tetapi juga pemain global 
yang selalu terlibat dalam berbagai permasalahan dunia sebagai tujuan dari 
negaranya demi menciptakan perdamaian, kemakmuran dan kebebasan yakni 
Amerika Serikat
7
.  
Amerika Sendiri telah beberapa kali berkonflik secara langsung dengan 
China di Laut China Selatan seperti pada penabrakan jet tempur China J8II 
dengan pesawat intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat (2001) atau pengusiran 
                                                             
5 Karmin Suharna, “Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan 
Nasional”, Majalah Tannas edisi 94, 2012, h. 6 
6 Cristopher Harres, South China sea dispute timeline: a history of Chinese and US involvement in 
the costested region, diakses melalui http://www.ibtimes.com/south-china-sea-dispute-timeline-
history-chinese-us-involvement-contested-region-2158499 pada 19 Maret 2016 
7 Kim R Holmes, Agenda kebijakan Luar Negeri AS: internasionalisme Amerika, h. 6 
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pesawat pengintai Amerika Serikat boeing P-8 oleh China di wilayah Laut China 
Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Amerika Serikat telah turut andil dalam 
sengketa wilayah perairan di Laut China Selatan sejak dulu. Selain dikarenakan 
Amerika memiliki sekutu yang bersengketa di wilayah tersebut (Filipina dan 
Vietnam), Amerika juga khawatir terhadap kemajuan China saat ini yang akan 
menyaingi Amerika Serikat yang telah menjadi satu-satunya negara adidaya pasca 
kemenangannya di Perang Dingin. Tujuan Amerika sebagai actor central dalam 
upaya mencari penyelesaian berbagai masalah yang ditimpa oleh negara lain akan 
bergeser secara perlahan dengan kebangkitan ekonomi dan teknologi China.  
Pada dasarnya Laut China Selatan memang memiliki keuntungan yang 
sangat berpotensi untuk meningkatkan power suatu negara. Secara eksplisit, Laut 
China Selatan memiliki letak posisi geografis yang sangat strategis, 
menghubungkan negara-negara bagian barat dunia dengan negara bagian timur. 
Hal ini terlihat bahwa Laut China Selatan merupakan rute tersibuk didunia karena 
lebih dari setengah perdagangan dan pelayaran dunia melalui Laut China Selatan 
dengan tiga pemain negara besar yaitu Amerika Serikat, China dan India
8
. 
Sedangkan secara implisit, Laut China Selatan diperkirakan memiliki kandungan 
minyak bumi 213 milyar barel (10 kali lebih banyak dari persediaan minyak 
Amerika Serikat) dan gas alam yang jumlahnya sama dengan cadangan gas alam 
milik Qatar (negara ke-3 yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia)
9
. 
Selain itu, Wilayah Laut China Selatan juga memiliki sumber daya perikanan 
yang berlimpah.                                                                        
                                                             
8
 Karmin suharna, Op. Cit., h. 3 
9 S M Noor, Op. Cit., h. 200 
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 Kebangkitan China juga sangat disadari oleh negara superpower, Amerika 
Serikat yang memiliki anggaran pertahanan 8 kali lipat dari China
10
. Keadaan 
makin memihak untuk melibatkan Amerika Serikat di Laut China Selatan setelah 
adanya kesepakatan bersama Amerika dan ASEAN dalam sebuah forum bersama 
di California, Amerika Serikat. Permintaan negara-negara Asia Tenggara yang 
tidak dihiraukan oleh China untuk menghentikan eksploitasi dan eksplorasi di 
Laut China Selatan menjadi isu yang tepat dan selaras dengan kepentingan AS. 
Keseriusan Amerika untuk membantu negara ASEAN yang bersengketa dengan 
China dibuktikan dengan pernyataan langsung presiden Barack Obama yang akan 
mengeluarkan dana sebesar US $119 Juta (anggaran tahun 2015) untuk membantu 
meningkatkan pertahanan keamanan negara-negara yang bersengketa di Asia 
Tenggara bahkan berjanji akan menambahkan US $140 juta pada tahun 
berikutnya
11
. 
 Upaya penyelesaian sengketa Laut China Selatan yang belum 
mendapatkan solusi yang tepat dan telah berlalu cukup lama mengakibatkan 
berbagai kepentingan politik terlibat didalamnya. Bahkan aktor yang tidak ikut 
bersengketa dalam wilayah tersebut turut menanggapi berbagai kejadian yang 
terjadi di kawasan tersebut. Mulai dari berbagai saran yang ditujukan kepada 
negara bersengketa untuk penyelesaian masalah tersebut, upaya mediasi pihak-
pihak yang bersengketa, inisiasi pembahasan masalah sengketa Laut China 
Selatan di forum internasional hingga tanggapan kritik terhadap tindakan china 
yang beberapa waktu ini mengambil perhatian masyarakat internasional. Hal ini 
                                                             
10 Ibid, h. 7.  
11 Kathleen Hennessey dan josh loderman. 2015. Obama heads for asia with eyes on Middle East. 
Associated press diakses melalui http://www.businessinsider.com/ap-obama-heads-for-asia-with-
eyes-on-middle-east-2015-11?IR=T&r=US&IR=T pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 22.37 Wita 
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sangat disadari dengan posisi strategis Laut China Selatan yang akan 
mempengaruhi ekonomi dan perpolitikan global. Di sisi lain, berbagai pihak 
mengupayakan kepentingan nasionalnya dalam perselihan di wilayah tersebut, 
tidak terkecuali Amerika Serikat.  
 Keadaan yang sedang terjadi di regional tersebut  telah mengundang 
berbagai tanggapan dari berbagai negara dalam tatanan masyarakat internasional. 
Tentunya bagi negara-negara yang bersengketa dengannya, mereka menganggap 
bahwa tindakan China tersebut telah memprovokasi negara sekitarnya untuk 
mengambil kebijakan atas konflik Laut China Selatan dengan mempertahankan 
wilayah teritori mereka yang menjadi klaimnya. Eksploitasi sumber daya mineral 
dan pengembangan pulau buatan China di wilayah Laut China Selatan tentunya 
mendapat tanggapan kritis dari negara yang bersengketa dengannya seperti 
anggapan pemerintah Vietnam
12
. Tidak hanya itu, China diperkiran telah 
mengembangkan teknologi di wilayah tersebut untuk meningkatkan pengawasan 
dan pengamatan terhadap kapal-kapal asing atau bahkan pesawat yang melintas di 
wilayah tersebut. 
 Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan memiliki 
tujuan yang sangat mempengaruhi eksistensi Amerika Serikat. Hal ini didasarkan 
karena geostrategis kawasan tersebut dimana Amerika Serikat sangat ditopang 
dalam menjalin interaksi global. Oleh karenanya, Amerika Serikat akan 
mempertahankan status kawasan tersebut yang menguntungkan baginya dalam 
mempermudah berbagai kerjasama lintas negara bahkan hegemoninya. Tentunya 
hal ini akan mempersulit bahkan menghilangkan akses menuju rute tersebut bagi 
                                                             
12
 Mike Ives, Vietnam Objects to Chinese Oil Rig In Disputed Waters, diakses melalui 
http://www.nytimes.com/2016/01/21/world/asia/south-china-sea-vietnam-china.html?_r=0 
pada tanggal 20 Maret 2016  
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Amerika Serikat jika kepemilikan Laut China Selatan dikuasai penuh oleh China. 
Hal ini dikarenakan baik China maupun AS memiliki sejarah yang kurang baik 
dalam hal kerjasama bahkan menjadi catatan sejarah sangat penting.  China yang 
merupakan negara komunis memiliki ideologi yang bertentang dengan Amerika 
yang berideologi liberal. Oleh karena itu, keadaan ini merupakan konflik yang 
telah dimulai sejak dulu diantara negara  yang menginisiasi adanya penerapan 
konsep pandangan dalam perumusan kebijakan demi menciptakan masyarakat 
yang  adil dan sejahtera. 
 Demi tujuan tersebut AS telah mengupayakan strategi untuk mengimbangi 
kekuatan China di Laut China Selatan dengan meningkatkan pertahanan dibidang 
maritime di Asia Tenggara dimulai dari Filipina seperi kapal dan atau kapal 
selam. Di sisi lain, Amerika juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang 
terjadi di Laut China Selatan termasuk pembangunan sarana dan prasarana militer 
China di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai 
tindakan untuk melawan perilaku China melalui dominasi sepihak di Laut China 
Selatan. Dengan ini AS dapat mengidentifikasi secara langsung mengenai segala 
pembangunan di kawasan yang kiranya hanya digunakan sebagai tempat 
pengawasan terhadap lalu lintas di jalur tersebut. 
Di sisi lain Amerika Serikat juga ingin mempertegas standing pointnya 
terhadap wilayah sengketa Laut China Selatan. Bagaimanapun Amerika akan 
tetap menganggap bahwa wilayah Laut China Selatan merupakan wilayah laut 
lepas. Sekalipun China akan menjadi pengawas di wilayah tersebut dengan 
kemajuan teknologi yang patut diperhitungkan, namun dalam hukum internasional 
wilayah tersebut masih dalam status sengketa. Hal ini juga untuk menunjukkan 
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kepada masyarakat internasional bahwa Laut China Selatan bukan merupakan 
wilayah teritori China sekalipun telah terjadi berbagai pembangunan infrastruktur 
oleh china di kawasan tersebut. Karena apabila wilayah tersebut telah menjadi 
kedaulatan bagi negara China maka setiap navigasi yang melalui jalur tersebut 
harus melalui izin China. Tindakan Amerika Serikat ini sangat ditentang oleh 
China bahkan China menganggap tindakannya tersebut adalah provokasi.  
Baik AS maupun China saling menyatakan tindakan rivalnya tersebut 
sebagai tindakan provokasi yang justru akan memicu konflik yang lebih besar. AS 
yang secara jelas tidak terlibat dalam sengketa tersebut. Namun dengan 
kehadirannya akan menambah catatan sejarah panjang konflik di kawasan 
tersebut. Di sisi lain AS menganggap tindakan China di Laut China Selatan telah 
mengubah statusquo dan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Keadaan 
ini tentunya menciptakan instabilitas di regional tersebut dan akan sangat 
berdampak pada perekonomian global. Hal ini tentu sebagai akibat dari 
geostrategi kawasan tersebut yang mencatat dirinya sebagai jalur terpadat dunia. 
AS tentu memiliki dukungan lebih dangan alasan keterlibatan oleh negara-negara 
di Asia Tenggara.  
Dalam pertemuan selingan diantara kepala negara China dan AS pada Maret 
2016, Amerika mengungkapkan bahwa keterlibatannya di kawasan Laut China 
Selatan hanya ingin memastikan adanya aktivitas FON yang berlaku di kawasan 
tersebut. Amerika juga mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini merupakan 
rutinitas AS sebagai penjaga perdamaian dunia sebagimana prinsip dalam politik 
luar negerinya. AS telah melakukan operasi FON sejak tahun 1991 dan mulai 
mengimplementasikannya di wilayah Laut China Selatan setelah satu tahun 
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berikutnya seperti laporan US Departemen of Defense . Namun dalam intensitas 
yang minim jika dibandingkan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan 
tersebut sejak tahun 2014.  
Kebijakan FON AS tentu didasari atas kepentingan nasionalnya untuk 
melakukan pelayaran melalui jalur tersebut. Sejak pertama kali pelaksanaannya 
tercatat bahwa kebijakan FON AS diperuntukkan terhadap wilayah perairan yang 
termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif hingga Laut Teritorial suatu negara. 
Latar belakangnya dimulai dari penarikan batas yang berlebihan, klaim yang tidak 
berdasar hingga perseteruan terkait izin masuk pelayaran kapal perang. Keadaan 
ini tentu selaras dengan kepentingan nasional AS yang ingin dicapai. Misalnya 
pada pelarangan kapal perang AS dalam melintasi perairan 12 mil oleh Iran. 
Mendukung sekutu dalam perseturuan dengan negara lain, mengupayakan 
pemberantasan kejahatan transnasional seperti perampokan dan terorisme melalui 
perairan hingga pembajakan merupakan beberapa kepentingan kebijakan FON 
AS. 
Kebijakan FON AS tersebut tentu mendapat tantangan dari negara lain 
terutama negara yang memiliki atau mengakui kedaulatan di wilayah perairan 
tersebut. Kawasan Timur Tengah hingga Eropa tercatat sebagai rute jantung 
dalam pelayaran internasional. Oleh karena itu, menjadi wajar bila kawasan 
tersebut menjadi wilayah perseteruan yang cukup intens bagi AS terkait perairan 
utamanya jalur navigasi. Djibouti, Republik Dominika, Kongo, Liberia hingga 
Iran tercatat menjadi negara yang mengalami perseteruan dengan AS terkait FON 
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atau izin pelayaran pada tahun 1993 sebagaimana laporan US Departemen of 
Defense
13
.  
Sebagai sebuah negara yang memiliki identitas atas pemenang perang dunia 
II dan perang dingin, AS telah menjadikan dirinya sebagai negara paling kuat. 
Karenanya AS memiliki kepentingan nasional di lingkungan yang lebih luas 
dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Selaras dengan keadaan tersebut 
maka AS membutuhkan akses yang lebih untuk merealisasikan kepentingannya 
dalam melakukan kontak. Oleh karena itu, penentuan kebijakan FON AS sangat 
berpengaruh pada strategi dalam memperluas hegemoninya. Kebijakan FON AS 
juga memiliki relasi terhadap kepentingan politiknya untuk menjalin hubungan 
kerjasama bahkan dapat berperan menjadi sekutu untuk menjadi basis pertahanan 
dan keamanan AS.  
Selain itu juga didasarkan pada kebutuhan AS dalam distribusi minyak 
dunia, perdagangan bahkan pelayaran internasional. Dalam perdagangan global 
kapal-kapal komersil AS menginginkan kepastian keamanan menuju Samudera 
Hindia. Sedangkan dalam distribusi minyak, AS mengupayakan jalur laut paling 
efektif dimana kemungkinan kapal tanker milik AS yang mengangkut minyak dari 
Teluk Persia mengambil rute pelayaran melalui teluk suez masuk ke mediterania 
terus ke atlantik dan akhirnya menuju pantai-pantai barat Amerika Serikat. 
Sedangkan operasi armada-armada angkatan laut Amerika Serikat lebih 
mendominasi di wilayah Pasifik dan Samudera Hindia. Tidak dapat dipungkiri 
bahwa dua basis angkatan laut Amerika Serikat di Guam untuk kontrol terhadap 
Samudera Pasifik dan Diego Garcia untuk pengontrolan di Samudera Hindia. 
                                                             
13 http://policy.defense.gov/OUSDPOffices/FON.aspx diakses pada tanggal 30 April 2016 
132 
 
Dimana armada-armada tersebut dapat berbobot hingga 300.000 DWT sehingga 
tetap mengandalkan Laut China Selatan sebagai jalur pelintasan militer (sealane 
on the military passage) yang terdekat
14
.  
AS seyogyanya telah melakukan operasi untuk penegakkan FON secara 
rutin diseluruh wilayah laut yang secara hukum internasional bukan merupakan 
kedaulatan suatu negara. Dibalik penegakkan jalur FON untuk seluruh negara di 
Laut China Selatan, AS seyogyanya memiliki kepentingan lain. Di Laut China 
Selatan misalnya, AS tentu sangat menyadari petensi dari kepemilikan kawasan 
tersebut. Saat ini China dan AS merupakan negara paling kuat. Dengan 
kepemilikan China di kawasan tersebut maka secara otomatis makin 
meningkatkan kekuatan bahkan pengaruh China terhadap negara-negara di Asia 
Pasifik. Negara-negara di Asia Tenggara atau Asia Barat memiliki pengaruh 
terhadap kestabilan di kawasan tersebut. Tidak terkecuali Jepang yang ditopang 
oleh rute di kawasan tersebut dalam distribusi produksi barang manufakturnya. 
Keterlibatan AS dalam sengketa di kawasan telah dimulai sejak dulu dengan 
adanya berbagai persinggungan kedaulatan diantara negara yang mengklaim 
kawasan tersebut. Namun yang paling terlihat adalah China. Selanjutnya 
kebangkitan China membawa kekhawatiran kepada negara yang juga mengklaim 
kawasan tersebut. Akhirnya kekhawatiran itu menjadi nyata ketika upaya 
reklamasi dan pembangunan China makin meningkat di kawasan tersebut. Negara 
yang bersengketa dengan China tentu menyadari perimbangan kekuatan diantara 
mereka saat itu. Oleh karena itu, untuk mencegah penguasaan wilayah tersebut 
oleh China maka negara lainnya menerapkan kebijakan containment policy. 
                                                             
14
 S M Noor, Sengketa Internasional di Kawasan Perairan Laut China. Diakses melalui 
http://www.negarahukum.com/hukum/sengketa-internasional-di-kawasan-perairan-laut-
cina.html pada tanggal 30 April 2016 
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Dengan konsep balance of power mereka berharap adanya penghentian 
pembangunan dengan melibatkan negara yang paling kuat yakni Amerika Serikat. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Catatan sejarah yang panjang dalam konflik di Laut China Selatan telah 
melahirkan berbagai fenomena baik/buruk bagi setiap negara yang berkepentingan 
di kawasan tersebut.  Demi untuk menjamin keselamatan bagi seluruh pihak yang 
melakukan aktivitas di wilayah maritim maka sejumlah aturan ditetapkan dibawah 
organisasi internasional dalam penegakannya. Tidak terelakkan oleh kehadiran 
IMO (international maritime organization), sebuah lembaga dibawah naungan 
PBB yang dibentuk untuk mengupayakan keselamatan dan keamanan di wilayah 
maritim. Disatu sisi PBB juga menerbitkan konvensi internasional tentang hukum 
laut sebagai rules bagi setiap negara yang berada di wilayah perairan.  
Akan tetapi rezim yang telah dibentuk tersebut seolah tidak berperan 
penting dalam pencarian solusi atas sengketa di kawasan ini.  China yang 
merupakan aktor yang berkepentingan sangat besar dalam sengketa merupakan 
anggota dewan keamanan PBB yang memiliki hak veto untuk segala keputusan 
yang tidak menguntungkan baginya. China memiliki metode dan strategi sendiri 
untuk mengupayakan pencapaian solusi di kawasan tersebut. China lebih 
mementingkan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemanfaatan potensi 
Laut China Selatan dibandingkan penyelesaian melalui lembaga peradilan 
internasional yang telah diajukan oleh beberapa negara yang menjadi lawan 
sengketanya seperti Filipina. 
Eksistensi AS sebagai negara adidaya diharapkan mampu menekan seluruh 
kepentingan individual setiap aktor yang bersengketa dan mengupayakan 
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pencapaian kepentingan umum. Hal ini untuk mewujudkan dan menjaga 
perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. China saat ini ternyata 
telah memperluas ekspansinya diseluruh dunia tidak terkecuali bagi negara AS. 
Hubungan dagang kedua negara cukup terpaut kuat. Oleh karena itu, tindakan AS 
lebih mementingkan perwujudan perdamaian dunia sebagai alasan dari 
kebijakannya. Mengupayakan penyelesaian secara damai sebagai solusi terbaik 
dalam penyelesaian masalah. Hal ini juga sesungguhnya merupakan permintaan 
negara-negara di Asia Tenggara untuk tidak menggunakan militer atau teknologi 
perang AS dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan tersebut. 
Namun AS tetap menjadi sebuah negara adidaya yang seyogyanya memiliki 
pengaruh kuat dalam menekan setiap negara atau meletakkan kepentingannya 
diatas kepentingan negara lain. Hal ini tetap diperlihatkan AS dalam menanggapi 
tindakan China yang menurutnya tidak memiliki dasar atas klaimnya di kawasan 
tersebut. Oleh karena itu, China sesungguhnya tidak bisa melegalkan klaimnya 
tersebut dengan alasan apapun. Apalagi ketika ingin menduduki kawasan atau 
pulau yang memiliki jarak kurang dari 200 mil dari negara-negara yang 
bersengketa dengannya seperti Filipina dan Vietnam.  
Kehadiran AS diharapkan mampu menyadarkan China atas ambisinya yang 
ingin menguasai Laut China Selatan. Mengingatkan atas kehadiran hukum atau 
lembaga penegak hukum serta lembaga internasional yang hadir untuk mengatur 
dan mengendalikan tingkah laku negara dalam hubungan internasional. Sebagai 
upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap tindakan anarkis dalam interaksi 
sebagai sesuatu hal yang wajar dalam mengejar tuntutan kepentingan setiap 
negara. Setiap negara tentu memahami akan konsep ini karenanya akan ada 
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berbagai upaya dalam pemenuhannya. Tidak terkecuali bagi kepentingan nasional 
yang berlaku sama bagi beberapa negara sehingga upaya perwujudannya akan 
bersinggungan dengan upaya oleh negara lain. Karenanya komunikasi yang tepat 
dan berkesinambungan akan mencegah perseturuan diantara negara. Hal ini 
menjadi kondisi ideal dalam upaya penyelesaian konflik yang belum berakhir 
tersebut.  
Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis membatasi penelitian ini 
melalui batasan masalah dengan mengacu pada tiga rumusan masalah berikut: 
1. Bagaimana kebijakan  FON  Amerika Serikat di Laut China Selatan? 
2. Apa kepentingan Amerika Serikat dalam kebijakan FON di Laut China 
Selatan? 
3. Bagaimana Implikasi kebijakan FON di Laut China Selatan? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan batasan dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian 
yang diharapkan dari tulisan adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui dan memahami bentuk FON Amerika Serikat di Laut China 
Selatan. 
2. Mengetahui dan memahami kepentingan Amerika Serikat dalam kebijakan 
FON di Laut China Selatan 
3. Mengetahui dan memahami implikasi kebijakan FON Amerika Serikat di 
Laut China Selatan 
Adapun kegunaan penilitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini 
adalah: 
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1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi 
kalangan akademisi khusunya bagi mahasiswa dan dosen ilmu hubungan 
internasional ataupun masyarakat pada umumnya yang menyukai dan 
mengkaji tentang kebijakan Freedom of Navigation Amerika Serikat di Laut 
China Selatan. 
2. Diharapkan mampu menjadi referensi bagi aktor internasional baik dilevel 
individu hingga organisasi internasional dalam menyikapi masalah sengketa 
laut terutama klaim di Laut China Selatan. 
3. Menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan terutama menanggapi 
masalah keamanan dan pertahanan terkait masalah klaim wilayah 
D. Kerangka Konseptual 
Kebijakan Amerika Serikat untuk menentang tindakan egois China di Laut 
China Selatan dituangkan melalui tindakan pembendungan dengan kehadirannya 
secara langsung di kawasan tersebut. Hal dilakukan sebagai upaya terbaik untuk 
menghindari konflik secara terbuka dengan China, bukan karena kekhawatiran 
terhadap kekuatan atau pengaruh China melainkan strategi AS menjaga citranya 
di mata dunia. Hal ini karena China belum mengambil tindakan destruktif 
terhadap negara lawan sengketanya yang melakukan perseturuan di wilayah 
tersebut. Selain itu, AS selalu menunjukkan bahwa negaranya merupakan contoh 
bagi negara lain yang selalu memperjuangkan perdamaian dunia, keadilan, 
kebebasan, kemakmuran serta menghargai martabat setiap manusia. Selain itu, 
konflik secara terbuka melalui agresi militer ke China merupakan tindakan illegal. 
Hal ini justru dapat menyerang balik posisi AS dalam menggalang dukungan 
negara lain serta mampu menciptakan konflik berskala besar (perang dunia). 
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Oleh karenanya untuk menganalisis permasalahan ini maka penulis 
menggunakan konsep politik luar negeri ( foreign policy) dan konsep geopolitik. 
Konsep ini dijabarkan dalam Paradigma Realisme sebagai salah satu paradigma 
dalam ilmu hubungan internasional. Kaum Realisme hanya mengakui entitas 
negara sebagai satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Dalam konsep 
politik luar negeri, negara menjadi satu-satu aktor dalam menjalin hubungan lintas 
negara melalui kebijakan oleh kepala negara atau lembaga terkait yang 
merepresentasikan dirinya sebagai negara. Hal ini juga dijelaskan dalam konsep 
geopolitik, dimana background geografi dalam penetapan haluan negara 
ditentukan kepala negara atau lembaga terkait yang juga merepresentasikan 
dirinya sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dalam 
menganalisis permasalahan ini akan menfokuskan pada setiap negara yang terlibat 
dalam isu ini.  
Dengan konsep foreign policy diharapkan masalah ini dapat dianalisis 
dengan mengetahui latar belakang, proses hingga pelaksanaan kebijakan luar 
negeri AS di Laut China Selatan untuk memahami bentuk dan kepentingan politik 
luar negeri tersebut. Bahkan dalam penerapan politik luar negeri tersebut, konsep 
ini masih akan mampu membantu menganalis kepentingan nasional AS untuk 
mencapai tujuan nasionalnya. Adapun konsep geopolitik digunakan untuk 
memahami output dari perumusan kebijakan tersebut sebagai tujuan dari politik 
luar negeri AS. Dengan ini akan memudahkan penulis dalam meninjau implikasi 
dari kebijakan tersebut bahkan memahami lebih jauh kepentingan AS di Laut 
China Selatan.  
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Skema 1. Kerangka Konseptual Pembahasan Kebijakan FON Amerika 
Serikat di Laut China Selatan 
 
Kebijakan FON Amerika Serikat di Laut China Selatan 
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Ada beragam defenisi politik luar negeri dari berbagai ahli misalnya K.J. 
Holsti mendefenisikan foreign policy as the analysis od decisious of a state 
toward the external environmental the condition usually domestic under which 
there action are formulated
15
. Menurut plano dan olton, politik luar negeri 
merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat 
keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unik politik internasional 
yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan secara lebih sederhana 
Goldstein mengungkapkan bahwa politik luar negeri adalah strategi yang 
digunakan pemerintah sebagai pedoman dalam hubungan internasional. Dengan 
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 Catatan Mata Kuliah Politik Luar Negeri Indonesia Oleh Patrice Lumumba Pada Tanggal 3 April 
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kata lain bahwa politik luar negeri merupakan taktik atau strategi pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang tidak dapat dipenuhi dengan 
mengandalkan keadaan internalnya. 
Dua domain penting dalam pembahasan politik luar negeri yakni national 
power dan national interest. Eksistensi dan citra sebuah negara sangat 
mempengaruhi proses perumusan politik luar negeri hingga pada pelaksanaannya, 
karenanya cakupan sebuah kebijakan dapat ditinjau melalui aktor pembuatnya. 
Perumusan kebijakan luar negeri didasarkan pada kebutuhan dalam negeri yang 
kurang atau bahkan tidak terpenuhi oleh keberadaan sumber daya dalam negeri itu 
sendiri, oleh karenanya prosesnya harus melalui strategi yang objeknya berada 
diluar wilayah kedaulatan suatu negara dimana kebutuhannya tersebut dapat 
terpenuhi. Selanjutnya eksistensi suatu negara dengan indikator national power 
bisa menjadi ukuran alat dalam mencapai tujuan nasional atau dengan kata lain 
national power menentukan sulit tidaknya pencapaian tujuan politik luar negeri 
tersebut. Sedangkan national interest bisa membawa sebuah negara pada 
peningkatan national power.  
Jadi proses input hingga output sebuah kebijakan memiliki alur yang 
berputar atau input yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan 
demi pencapaian sebuah output yang sesungguhnya akan kembali pada kebutuhan 
dalam negeri dan kemudian akan menjadi acuan kembali dalam perumusan politik 
luar negeri berikutnya.  Politik luar negeri juga sangat dipengaruhi oleh kondisi 
eksternal (external environment) sebagai media pelaksanaan kebijakan (action to 
implementary). Oleh karena itu, maksimalisasi dari tujuan (goal) dari politik luar 
negeri juga dipengaruhi oleh tantangan perubahan kondisi dan tatanan dunia. 
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Penting bagi setiap negara dalam menganalisis berbagai respon cepat terhadap 
keadaan dinamis dunia. 
16
 
Skema 2. Input-Output Analytical Schema Poreign Policy 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idealnya hubungan antar negara selalu mengarah pada keuntungan kedua 
belah pihak (simbiosis mutualisme). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri yang 
mengarah pada adanya kebutuhan kerjasama diantara subyeknya perlu 
memperhatikan alat tukar yang menjadi latar belakangnya. Walaupun seyogyanya 
dipahami bahwa keuntungan yang didapatkan setiap negara akan berbeda 
tergantung bargaining dan diplomasi masing-masing aktor. Hal ini telah menjadi 
konsekuensi bagi setiap negara dalam menjalin hubungan interaksi lintas negara. 
Keadaan dunia yang tidak tercipta secara alami melainkan bergantung pada usaha 
dan kualitas aktornya. Karenanya jika berdasar pada dasar ini maka negara yang 
kuat sejatinya akan selalu menjadi negara yang lebih kuat begitupun sebaliknya. 
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Akan tetapi pelaksanaan politik luar negeri hanya merupakan salah indikator 
untuk meningkatkan atau mempertahankan kekuatan negara. Peningkatan 
kekuatan suatu negara sangat mungkin terjadi dalam peningkatan kualitas dalam 
negeri. 
Kombinasi antara sebuah negara dengan politik luar negerinya dijelaskan 
lebih detail melalui teori Geopolitik. Hal ini berelasi dengan pemahaman atas 
hasil analisis dari teori kebijakan luar negeri. Teori geopolitik akan memberikan 
pemaknaan terhadap pengaruh geografi suatu wilayah dengan latar belakang 
pengambilan kebijakan. Mulai dari penentuan pokok-pokok haluan negara, 
kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan kondisi negaranya serta bentuk dan 
corak politik yang didasarkan pada keadaan alam. Aspek geografi yang dapat 
ditinjau dari teori ini dapat dilihat dari peran dan fungsi suatu wilayah, interaksi, 
lingkup wilayah bahkan kekuatan pemerintahan dalam wilayah yang lebih kecil 
(negara bagian). 
Ada tiga unsur dalam pembentukan geografi yakni udara, tanah dan air. 
Oleh karena itu, konsep geopolitik dalam pembahasan ini akan mengacu pada 
keadaan air (perairan atau maritime) yang sesuai dengan obyek pembahasan 
dalam penelitian ini. Ada berbagai defenisi geopolitik menurut beberapa ahli 
seperti yang diungkapkan oleh Walter Raleigh dan Afred Thayer Mahan bahwa 
siapa yang menguasai lautan maka ia akan menguasai jalur perdagangan dunia 
yang merupakan inti kekuatan dunia oleh karena itu seyogyanya ia juga telah 
menguasai dunia. Secara lebih sederhana kita dapat memahami bahwa dengan 
menguasai laut maka kita akan menguasai perdagangan yang merupakan dasar 
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kebutuhan manusia, karenanya jika kita menguasai perdangan maka 
sesungguhnya kita telah menguasai dunia. 
Lebih jauh Alfred mengungkapkan bahwa lautan merupakan sumber 
kehidupan dimana sumber daya alam melimpah terdapat didalamnya karenanya 
untuk mempertahankannya harus memiliki armada laut. Ungkapan ini 
sesungguhnya dilatar belakangi oleh strategi negara dalam melihat poros dan inti 
dari kebutuhan dasar manusia melalui mobilisasi yang lebih efektif. Awalnya 
negara-negara kuat memperluas kekuasaanya melalui penjajahan atau 
perampasaan wilayah sebagai tuntutan kemakmuran rakyatnya. Negara seperti 
makhluk hidup (organisme) yang terus tumbuh dan berkembang sedangkan 
wilayah hanya benda yang bersifat statis (Frederick Ratzel). Oleh Karena itu, 
hidup sebuah negara harus ditandai dengan perluasan wilayah sebagai jaminan 
keberlangsungan hidupnya. Daratan-daratan yang berada di pusat dunia menjadi 
target utama negara-negara kuat untuk memperluas wilayahnya karena dengan itu 
akan memudahkan untuk menguasai wilayah lainnya, karena menguasai daerah 
jantung berarti menguasai dunia (Halford Mackinder). 
Kemajuan teknologi Inggris dan Belanda dibidang perkapakalan dan 
pelabuhan menjadi awal pemikiran ini. Hal ini juga semakin didorong oleh 
keinginan mereka yang tidak mengutamakan lagi perburuan terhadap emas. 
Kesadaran akan urgensitas wilayah laut sebagai akses atau jalur perdagangan 
dunia yang merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam distribusi pangan 
karenanya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Keadaan dunia dimana 
seluruh daratan tidak terhubung dalam satu kesatuan menyebabkan jalur laut 
sebagai alternatif selanjutnya. Keadaan makin memaksa negara-negara kuat saat 
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kebutuhannya berada di luar daratannya. Oleh karena itu, menguasai laut sebagai 
jalan menguasai dunia harus melalui armada militer yang paling kuat. Selanjutnya 
pemikiran ini membuat masyarakat internasional khawatir terhadap konflik di 
wilayah perairan. Oleh karena itu, organisasi internasional PBB menetapkan 
hukum internasional yang mengatur laut yang kemudian disebut UNCLOS.  
Ruang adalah inti dari geopolitik, sebagaimana didefenisikan oleh 
Houshofer bahwa ruang adalah dinamika dari politik dan militer
17
. Hal ini 
menjelaskan bahwa konsep geopolitik tidak terelakkan oleh adanya kekuasaan 
ruang. Namun dalam konteks kekinian, ruang masih teraplikasikan dalam aktivitas 
kebebasan bergerak atau berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya tanpa 
melalui gangguan dari pihak lain. Dalam lingkup internasional, negara yang dapat 
memanfaatkan wilayah bebas berdasarkan hukum internasional secara maksimal 
untuk kepentingan nasionalnya merupakan karakter sebuah negara kuat. Negara 
yang menetapkan kepentingannya melalui interaksinya dengan negara lain dalam 
pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Akhirnya, kehadirannya tersebut  
terkadang sangat dibutuhkan oleh suatu negara dalam menyelesaikan berbagai 
masalah dalam negeri. 
Dengan ini, penerapan konsep geopolitik akan diarahkan pada unsur laut 
sebagai salah satu dalam bagian pembentuk bumi (geo). Wilayah laut yang 
menjadi akses utama selain udara dalam menjalin hubungan lintas negara. Akan 
tetapi dalam perdagangan internasional, laut menjadi akses yang paling penting 
dalam proses impor ekspor barang. Di sisi lain, perdagangan merupakan tindakan 
utama dalam transaksi ekonomi yang signifikan. Signifikansi perdagangan dapat 
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 Sri hayati dan ahmad yani, “geografi politik”, (cetakan kedua, Bandung, PT. Refika Aditama, 
2011), h. 165 
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menjadi kebutuhan dasar sebuah negara yang tidak memiliki atau tidak mampu 
memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakatnya. Kebutuhan dasar akan 
dipengaruhi oleh arus perdagangan internasional apalagi di era saat ini, kemudian 
perdagangan internasional sangat mengandalkan laut sebagai jalurnya. Karenanya 
menjadi sangat wajar bahwa penguasaan wilayah laut bisa menjadi dasar untuk 
menguasai dunia. 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan penulis  dalam tulisan ini adalah deskripstif-
analitik yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta  
empiris disertai argument yang relevan. Kemudian dari hasil uraian tersebut 
dilanjutkan dengan analisis yang akan berujung pada kesimpulan yang bersifat 
analitik. Tipe penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 
kasus atau fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut relevan dengan masalah 
penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta 
mengenai aktivitas FON Amerika Serikat di Laut China Selatan.  
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan 
menelaah sejumlah literatur (library research) yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dalam berbagai media, baik 
internet maupun surat kabar harian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa 
tempat yang telah penulis kunjungi dan selanjutnya dipilih sesuai dengan judul 
tulisan.  
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Adapun tempat penelitian yang penulis kunjungi untuk memperoleh data-
data terkait kebijakan FON AS di Laut China Selatan adalah: 
1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
Langkah-langkah observasi dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati 
dan menganalisis perkembangan kebijakan FON AS di Laut China Selatan 
melalui media cetak dan elektronik selain mengunjungi tempat diatas.  
3. Jenis Data 
Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur. Seperti buku, jurnal, 
artikel, majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. Adapun, 
data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan langsung dengan penelitian 
penulis tentang kebijakan FON Amerika Serikat di Laut China Selatan 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 
hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Dalam menganalisis 
permasalahan akan digambarkan berdasarkan data-data deskriptif serta data lain 
yang mendukung untuk menunjukkan adanya tindakan FON Amerika Serikat di 
Laut China Selatan. Sedangkan, data kuantitatif akan memperkuat analisis 
kualitatif 
5. Metode Penulisan 
Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, yaitu 
menjelaskan Kebijakan FON Amerika Serikat di Laut China Selatan secara 
146 
 
umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dengan menampilkan data 
disertai analisis penulis.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Konsep Politik Luar Negeri 
Politik luar negeri adalah sekumpulan kepentingan nasional yang diarahkan 
pada suatu negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Hal ini menandai bahwa 
setiap negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi sebagian dari 
kepentingan nasionalnya. Karenanya, setiap negara akan merumuskan kebijakan 
dalam menjalin hubungan lintas negara dengan konsekuensi negara lainpun akan 
menerapkan kebijakannya di negaranya (hubungan aksi-reaksi). Pendapat lain 
datang dari Lloyd Jensen (1982) yang mengungkapkan bahwa “foreign policy is a 
pattern of attitude and behavior, which a state adopts to interact with the 
international community”18. Dalam hal ini tindakan atau sikap sebuah negara 
dalam menjalin interaksi dalam sistem internasional merupakan cerminan atas 
kepentingan nasionalnya.  
Politik luar negeri berasal dari dua konsep yaitu policy (kebijakan) dan luar 
negeri (foreign). Kebijakan adalah suatu bentuk yang meliputi; pertama, 
pemilihan objektif atau tujuan (selection of objectives). Kedua, mobilisasi sarana-
sarana dalam upaya dalam pencapaian tujuan tersebut. Ketiga, implementasi atau 
penggunaan upaya dan sumber daya dalam pencapaian tujuan yang dipilih
19
. 
Sedangkan luar negeri (foreign) merupakan aspek atau obyek dari kebijakan 
tersebut. Obyek dari politik luar negeri akan selalu berdasar pada kebutuhan atau 
kepentingan di negara lain atau diluar negeri. Karenanya pembahasan mengenai 
                                                             
18 Sadia mushtaq dan Isthiaq ahmad Choudhry, “conceptualization of foreign policy an analytical 
analysis”, Berkeley journal of social science vol. 3, 2013, h. 3. 
19
 Yanuar Ikbar, “Metodologi dan Teori Hubungan Internasional”, (Cetakan kesatu, Bandung. 
Refika Aditama, 2014), h. 207  
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politik luar negeri akan mengantarkan tiap stakeholder pada dua wilayah yang 
saling terpaut yakni keadaan dalam negeri dan luar negeri. 
George modelski menambahkan bahwa politik luar negeri merupakan 
sistem dari aktivitas masyarakat yang terus berkembang untuk mengubah perilaku 
negara lain dan menyesuaikan tindakan mereka sendiri dalam lingkungan 
internasional. Dalam interaksi lintas negara, keberadaan suatu negara tak dapat 
dielakkan sebagai obyek dalam pelaksanaan politik luar negeri. Politik luar negeri 
sesungguhnya merupakan alat untuk mencapai kebutuhan yang tak terpenuhi. 
Seperti penganalogian Parkash Chandra terhadap negara tanpa politik luar negeri 
sebagai kapal tanpa radar yang dapat melayang tanpa tujuan dan dapat 
dihancurkan oleh badai saat kapanpun. Perumusan sebuah politik luar negeri 
bukan hanya menjadi alat pencapaian kepentingan melainkan juga menjadi 
identitas sebuah negara terhadap negara lain. 
Frederick S. Dunn mengatakan bahwa hubungan internasional itu dapat 
dilihat sebagai suatu hubungan aktual yang melewati batas-batas negara yang 
aman subject matter terdiri atas pengetahuan apapun dari sumber apapun 
yang mungkin dapat membantu jika ditemukan masalah-masalah 
internasional yang baru atau memahami permasalahannya yang lama
20
.  
 
Pemaknaan tentang arti politik luar negeri tentu tidak dapat lepas dari teori 
perumusan (pembuatan) kebijakan luar negeri. Sebagaimana diungkapkan oleh 
William D. Coplin bahwa untuk mengenal dan memahami kebijakan luar negeri 
terdapat tiga jenis tipologi yaitu: 
 
 
                                                             
20 Ibid., h. 213 
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1. Kebijakan luar negeri yang bersifat umum 
Kebijakan luar negeri yang bersifat umum seyogyanya terdiri atas 
pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan yang tidak secara  
langsung biasanya banyak menyangkut pernyataan umum serta biasanya 
pernyataan tersebut tidak mengungkapkan kebijaksanaan yang sebenarnya tetapi 
merupakan suatu cara yang sering kali digunakan dalam hubungan lintas negara. 
2. Kebijakan luar negeri administrative 
Kebijakan luar negeri yang bersifat administratif dibuat oleh anggota-
anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar 
negerinya. Dalam hal ini departemen luar negeri yang merupakan lembaga 
birokrasi utama walaupun ada badan-badan pemerintah yang lain dinas militer, 
intelejen atau departemen perdagangan. Seperti yang ketentuan yang pernah 
dilakukan oleh Amerika Serikat dibawah administrasi Presiden George Walker 
Bush dengan menetapkan politik luar negeri berupa Global War On Terorisme 
(GWOT). 
3. Kebijakan luar negeri yang bersifat krisis 
Kebijakan luar negeri yang bersifat krisi merupakan kombinasi dari kedua 
tipe kebijakan luar negeri diatas, administratif dan umum. Tipe kebijakan ini 
merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan secara cepat dalam situasi 
darurat. Umumnya kebijakan ini dapat berdampak luas bagi kebijakan luar negeri 
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yang bersifat umum pada suatu negara. Disisi lain, mampu menguatkan kebijakan 
luar negeri yang telah ada. 
Dalam pengimplementasiannya politik luar negeri hanya akan melahirkan 
dua kemungkinan yaitu kerjasama (corporation) atau perang (conflict) sebagai 
hasil dari implementasinya. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyesuaian 
politik luar negeri terhadap kondisi atau keadaan ekternal. Dalam hal ini politik 
luar negeri akan mengalami kontuinitas atau perubahan. Secara lebih detailnya 
politik luar negeri akan mengalami adaptasi atau transformasi untuk merespon 
segala kemungkinan yang terjadi pada kondisi eksternal. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh kekuatan diplomasi setiap negara sebagai upaya untuk 
mewujudkan kepentingan nasional secara menyeluruh. Politik luar negeri suatu 
negara juga tidak bersifat statis sebagai upaya untuk mempertahankan arah tujuan 
nasional. Oleh karena itu, ada beberapa alasan terhadap perubahan politik luar 
negeri suatu negara diantaranya
21
: 
1. Faktor eksternal, meliputi penyesuain kebijakan terhadap perubahan kondisi 
yang terjadi diluar negara baik ditingkat global maupun regional.  
2. Faktor internal, kondisi dan keadaan yang terjadi dalam internal suatu 
negara yang terdiri dari pelaksanaan sistem pemerintahan, public opinion, 
interest group dan media. 
3. Personality, kualitas individu seorang pengambil kebijakan 
                                                             
21 Catatan mata kuliah politik luar negeri indonesia 
151 
 
4. Black Box, keluarga seorang pengambil kebijakan (istri/suami atau mertua) 
Menurut Modelski, konsep politik luar negeri dapat dipahami melalui 
beberapa aspek yaitu hubungan antara input dan output dalam perumusan politik 
luar negeri, proses pembuatan kebijakan, maksud dan tujuan politik luar negeri 
dan peran kekuasan dalam pembuatan kebijakan
22
. Penjelasan input dan output 
dalam politik luar negeri, input adalah tuntutan dan keinginan masyarakat yang 
berasal dari dalam domestik sedangkan output merupakan keputusan yang diambil 
oleh pengambil kebijakan sebagai representative dari rakyat. Oleh karena itu, 
untuk memahami konsep politik luar negeri diperlukan upaya mendalam untuk 
menganalis segala unsur yang terkait dalam perumusan politik luar negeri hingga 
pelaksanaanya. Elit politik yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab 
sebagai pengambil kebijakan harus memiliki kualitas yang baik dalam memahami 
kondisi negaranya dan kebutuhan atas masyarakatnya. 
Ada tiga elemen yang menentukan keberadaan dan keberhasilan politik luar 
negeri yaitu kedaulatan negara, saling ketergantungan dan keadaan domestik dan 
internasional
23
.  Kedaulatan merupakan hak eksklusif bagi sebuah negara untuk 
mengatur dan menentukan arah kebijakannya sendiri tanpa intervensi atau 
gangguan negara lain. Oleh karena itu, apabila kedaulatan sebuah negara 
diintervensi oleh negara lain maka tindakan wajib bagi negara tersebut untuk 
menetapkan kebijakan yang bersifat destruktif. Unsur saling ketergantungan 
diantara negara mengharuskan setiap negara melakukan bargaining untuk 
menentukan keuntungan maksimum dalam setiap keadaan. Keadaan domestik 
                                                             
22 Sadia mustaq dan isthiaq ahmad choudry, Op. cit., h. 3-4 
23
 Chapter 1: Foeign policy: a conceptual understanding. pdf diunduh melalui 
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/27735/5/05_chapter-1.pdf pada tanggal 25 
Maret 2016 
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maupun internasional akan menentukan strategi setiap negara dalam merespon 
berbagai masalah politik. 
Menurut Russet, politik luar negeri memiliki tujuan terhadap negara yang 
melaksanakannya, diantaranya: 
1. Penilaian secara umum terhadap posisi negara dalam sistem internasional 
dan dengan hubungan negara lain (tetangga, saingan dan sekutu) 
2. Pelaksanaan prinsip luar negeri yang dijunjung tinggi setiap negara dan 
sebagai pendukung dalam urusan luar negeri. 
3. Tujuan dan kepentingan nasional, diwujudkan dalam hubungan luar negeri 
atau dunia secara umum 
4. Sebuah penilaian dari kemampuan negara seperti keberanian, hati-hati, 
mandiri serta kemampuan hubungan politik, ekonomi dan militer.  
5. Strategi, komitmen dan taktik yang berelasi dengan tujuan serta kepentingan 
suatu negara 
Berdasarkan pada perhitungan waktunya tujuan politik luar negeri 
dibedakan atas tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Dalam hal ini 
tujuan jangka panjang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat atau memiliki 
skala yang lebih kompleks sebagai cita-cita sebuah negara. Karenanya tujuan 
jangka panjang politik luar negeri meliputi keamanan, kesejahteraan dan 
kekuasaan. Sedangkan tujuan jangka pendek dari politik luar negeri meliputi hal-
hal yang bersifat real yang dibutuhkan saat itu, seperti pemenuhan kebutuhan 
primer untuk menunjang aktivitas masyarakatnya. Dalam jangka pendek sebuah 
negara biasanya sadar akan kebutuhannya melalui distribusi barang dan jasa lintas 
negara serta pencegahan atau pemberantasan tindakan kriminal lintas Negara.  
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Namun pada umumnya politik luar negeri hanya didasarkan pada dua tujuan 
yaitu kepentingan nasional dan tujuan nasional. Tujuan nasional merupakan 
kepentingan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan suatu negara. 
Karenanya kepentingan nasional bersifat statis sedangkan strategi dan metode 
perwujudannya bersifat dinamis. Seyogyanya kepentingan nasional dirumuskan 
melalui proses agregasi kepentingan. Penentuan politik luar negeri setidaknya 
melalui tiga tahap. Tahap pertama, penentuan prioritas terhadap kebijakan yang 
paling penting dan mendesak sebagai sebuah kebutuhan nasional. Berbagai 
pilihan dalam pengusulan kebijakan selanjutnya akan menghasilkan penilaian 
masing-masing terhadap setiap kebijakan. Kedua, seleksi terhadap berbagai 
kebijakan yang akan menentukan arah pelaksanaan yakni kerjasama atau konflik. 
Ketiga, pelaksanaan kebijakan oleh berbagai elemen terkait seperti diplomat, 
birokasi terkait, militer, propagandist, ahli ekonomi atau ilmuan. 
Akhirnya politik luar negeri akan menghasilkan kebijakan yang secara 
umum akan menghantarkan pada tiga keadaan yaitu isolasionis, internasionalis 
dan intervensionis. Hal ini tentu akan berpengaruh pada hubungan Negara tersebut 
dengan Negara lain dalam pelaksaan sistem internasional. Keadaan akan 
menciptakan tiga hubungan diantara Negara yakni sebagai sekutu, lawan atau 
bertindak netral. Setiap aktor dalam pengambilan kebikan akan menetukan 
kondisi sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, keadaan apapun 
yang dipilih oleh stakeholder akan menjadi pilihan terbaik bagi negaranya 
sekalipun kecaman atau kritikan buruk datang dari negara lain atas keputusan 
tersebut.  
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Menurut Bandyopadhaya, geografi, ekonomi, sistem politik baik domestik 
dan internasional, kekuatan militer dan karakter bangsa merupakan faktor yang 
terlibat dalam proses penetapan politik luar negeri. Rosenau juga menambahkan 
beberapa faktor lain yaitu budaya dan sejarah, teknologi, struktur pemerintahan, 
kepribadian pemimpin dan kondisi internal dan eksternal sebagai faktor dalam 
pengambilan kebijakan luar negeri. Namun melihat kondisi kekinian maka faktor 
utama yang menjadi dasar politik luar negeri baik  sebagai pertimbangan negara 
pembuat kebijakan maupun negara lain adalah kekuatan ekonomi dan militer. 
Elemen ini seolah telah menjadi representative bagi keseluruhan elemen yang 
mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh stakeholder.  
Politik luar negeri Amerika Serikat juga sangat disadari memanfaatkan 
pengaruhnya dalam ekspansi ekonomi dan kekuatan militernya. Sejarah telah 
mencatat perubahan dan kemajuan Amerika Serikat sebagai sebuah negara 
adidaya setelah kemenangan pasca perang dingin. Citra Amerika telah 
menstimulus para pengambil kebijakan dinegara lain untuk menjalin hubungan 
dengan negara kuat tersebut. Menjalin hubungan dengan negara kuat seperti AS 
maka sesungguhnya negara tersebut telah tergabung dalam aliansi terkuat untuk 
mengantisipasi berbagai ancaman global.  Stigma ini menjadi panduan Amerika 
serikat dalam menyebarkan pengaruhnya didunia. Bahkan hingga saat ini, 
Amerika masih menjadikan salah satu pilar politik luar negerinya melalui upaya 
perluasan hegemoninya.   
Politik luar negeri Amerika Serikat telah menyentuh seluruh tatanan dunia 
bahkan hingga menyusup kedalam perumusan politik luar negeri negara lain. 
Pengaruh Amerika Serikat terhadap negara lain telah mendominasi terhadap 
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kekuatan kuat lainnya. Ambisi Amerika Serikat adalah dengan mempertahankan 
posisinya saat ini sebagai penggerak kekuatan dunia. Perilaku Amerika dalam 
percaturan dunia tidak selalu digambarkan dengan kehadiran kepentingannya 
secara eksplisit namun melalui berbagai agenda serta tata kelola yang baik demi 
menuju pada kepentingan yang sesungguhnya.  
Dalam perjalanannya, politik Amerika Serikat telah menggambarkan upaya 
internasionalisasi dengan berbagai agenda seperti penjaga keamanan dunia, 
perluasaan hak kebebasan dan demokratisasi dalam sistem politik, pemberantasan 
tindakan kerjahatan internasional serta perlindungan hak asasi manusia di seluruh 
dunia. Tindakan-tindakan yang memiliki skala yang sangat besar sebagai upaya 
dalam pembangunan tata dunia baru dibawah pengaruh kepentingan Amerika. 
Menjadikan dirinya sebagai sumber rujukan bagi negara lain dalam membawa 
cita-cita dunia yakni damai, aman dan sejahtera. Kompleksitas kekuatan Amerika 
memberikan ruang yang lebih besar dalam mengikuti setiap aktivitas di lingkup 
intenasional. Dengan tujuan mengambil setiap celah dari peluang yang mampu 
memberikan kebebasan bergerak demi kepentingan nasionalnya. 
Keterlibatan Amerika Serikat dalam setiap agenda internasional merupakan 
wujud dari upaya realisasi  program pembangunan negerinya. Konsep peletakan 
kebijakan Amerika Serikat selalu mengarah pada dunia internasional, hal ini telah 
menjadi karakter AS yang teraplikasikan kepada negara lain. Oleh Karena itu, 
kepentingan Amerika Serikat dalam perumusan politik luar negerinya juga 
mencakup skala tersebut. Hal ini merupakan bentuk kemampuan negara adidaya 
yang memiliki jaringan global. Di seluruh penjuru dunia telah diletakkan berbagai 
aktor yang berperan dalam upaya memperluas pengaruh doktrin Amerika. 
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Melibatkan Amerika dalam setiap pembahasan politik luar negara lain serta 
menjadi pertimbangan sebagai aktor yang sangat berperan dalam mengubah 
kondisi politik global. 
Amerika serikat telah menjadi salah satu obyek pembahasan dalam 
perumusan politik luar negeri lain. Hal ini dikarenakan Amerika merupakan aktor 
yang sangat menentukan kondisi internasional. Sebagaimana yang dijelaskan 
sebelumnya bahwa bentuk politik luar negeri ditentukan oleh dua elemen yakni 
kondisi internal dan eksternal suatu negara. Organisasi internasional yang lahir 
sebagai upaya pengintegrasian seluruh negara dalam mencapai setiap kepentingan 
mereka yang berbeda. Karenanya organisasi internasional menjadi payung seluruh 
negara dalam menjalin hubungan internasional yang memiliki aturan dalam 
pelaksanaannya sebagai upaya untuk menghindari konflik. Bahkan organisasi 
internasional telah menjadi lembaga penegak keadilan bagi setiap negara yang 
melanggar aturan atau hukum internasional. Organisasi internasional telah 
mengubah dirinya menjadi sebuah lembaga dimana rakyatnya merupakan 
keseluruhan negara yang memiliki aktivitas lintas negara. 
Amerika Serikat menduduki sebagian besar posisi penting dalam 
pelaksanaan program dan tujuan organisasi internasional tersebut. Oleh karena itu, 
Amerika memiliki keterkaitan kuat dalam mengatur arah percaturan global sesuai 
dengan kepentingannya. Mengubah bentuk dan model pelaksanaan sistem politik 
internasional yang condong terhadap sistem politik yang diinginkannya. Hal ini 
kemudian menciptakan keselarasan dalam pembuatan kebijakan sehingga 
memudahkan dalam kerjasama diantara negara. Menghindari perseturuan atas 
dasar perbedaan pembuatan kebijakan sehingga sulit dalam melakukan kerjasama 
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lintas negara. Keseluruhan ini merupakan satu agenda yang merupakan tujuan 
politik luar negeri Amerika Serikat dengan menyelaraskan seluruh kepentingan 
negara lain dengan kepentingannya.  
Bahkan untuk menciptakan keadaan ini Amerika Serikat dapat melakukan 
segala kebijakan untuk menarik perhatian negara tersebut bahkan sekalipun 
melalui tindakan koersif. Kepala negara atau kepala pemerintahan sesungguhnya 
merupakan otak dari perumusan dan pelaksanaan sistem politik suatu negara 
karenanya subyek tersebut menjadi sasaran utama bagi negara yang memiliki 
kontradiksi dengannya. Penerapan sistem politik Amerika Serikat juga sangat 
cerdas dalam mempengaruhi opini publik baik diinternal negara maupun ekternal 
dengan propaganda atas nama kesejateraan, keadilan dan kebebasan setiap 
individu. Setiap aspek kehidupan sosial telah menyusup berbagai aktor untuk 
mengarahkan tatanan sosial sekitarnya pada kehidupan sosial di Amerika. 
Merujuk pada tatanan kehidupan masyarakat Amerika yang menjadi kiblat bagi 
kehidupan masyarakat lainnya. 
Pengaruh Amerika dalam sistem politik internasional menjadi referensi bagi 
negara dalam merumuskan politik luar negerinya. Mempertimbangkan segala 
kepentingan nasionalnya yang diupayakan melalui politik luar negeri yang selaras 
dengan arah perpolitikan dunia. Melihat segala kecenderungan dan arah 
perpolitikan global sebagai komando dalam penyusunan politik luar negeri. 
Menyusun segala strategi dan mekanisme pelaksanaan politik luar negeri untuk 
mewujudkan kepentingan nasional yang sesuai dengan multi agenda global. 
Melakukan hubungan lintas negara melalui operasi yang selaras dengan para 
penentu tata perpolitikan global. Mengimplementasikan segala kebijakan dengan 
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aturan lembaga internasional untuk menjamin pelaksanaan yang tidak chaos. Serta 
melibatkan aktor yang berperan signifikan dalam pemenuhan segala kepentingan 
nasional demi mewujudkan kebutuhan dalam negeri secara maksimal. 
2. Konsep Geopolitik 
Geopolitik secara sederhana dapat diartikan sebagai kajian politis mengenai 
makna suatu wilayah. Kajian dalam konsep geopolitik meliputi aspek geografi, 
demografi, sumber daya, ekonomi, populasi, kekuasan yang secara keseluruhan 
berperan dalam perumusan politik luar negeri. Konsep geopolitik diawali dengan 
perhatian para ilmuan mengenai keterkaitan manusia dengan alam. Kemampuan 
manusia untuk memahami alam agar dapat terus melangsungkan kehidupannya. 
Bahkan dalam perkembangannya manusia disebut sebagai makhluk politik yang 
hidup dalam suatu lingkungan terletak di berbagai area geografis untuk mencapai 
kehidupan yang baik. Dalam kaitannya dalam hubungan internasional, geopolitik 
dapat digunakan sebagai sudut pandang dalam melihat suatu fenomena dalam 
kaitannya dengan perpolitikan dunia. 
Penerapan konsep geopolitik dimulai dengan keinginan negara untuk 
melakukan perluasan wilayah sebagai suatu kebutuhan masyarakatnya. Hal ini 
yang diungkapkan oleh frederich ratzel mengenai geopolitik. Frederich 
mendefenisikan geopolitik sebagai sebuah konsep dengan menganalogikan sebuah 
negara dengan organisme yang kemudian dikenal dengan organic theory. 
Frederich menunjukkan bahwa negara merupakan sebuah organisme yang dapat 
tumbuh dan mati serta tidak dapat diam
24
. Konsep ini sering kali disebut sebagai 
lebensraum (living space) yang menjelaskan perkembangan kehidupan manusia 
                                                             
24 Puja mondal, Biography of Friedrich Ratzel: geographer. Diakses melalui 
http://www.yourarticlelibrary.com/geography/biography-of-friedrich-ratzel-geographer/24576/ pada 
tanggal 28 Maret 2015 
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sehingga selaras dengan hal tersebut karenanya membutuhkan ruang yang lebih. 
Keadaan ini kemudian memungkinkan negara melakukan ekspansi terhadap 
negara lain melalui penerapan kekuatan suatu negara.  
Halford Mackinder mengungkapkan konsep geopolitik dengan menekankan 
pada heartland (daerah jantung) untuk menguasai dunia. Heartland memiliki 
posisi yang sangat menguntungkan dengan berada di wilayah pusat dunia, 
karenanya jika dapat menguasai heartland maka dapat menguasai dunia. 
Mackinder melanjutkan bahwa daerah yang menjadi pusat dunia adalah benua 
Eurasia ( Eurasia continent)
25
. Kontrol terhadap wilayah dalam lingkaran 
konsentris akan memberikan kekuatan yang sangat berpengaruh melalui kendali 
pada mobilisasi bagi negara lain. Setiap negara superior sangat memahami posisi 
mereka terhadap geopolitik dunia yang mempengaruhinya. Jepang yang menjadi 
representative di kawasan Asia Timur sangat menyadari geostrategis wilayah 
dalam mempengaruhi perluasan kekuasan di dunia.  
Akhirnya Afred Thayer Mahan dengan pernyataannya yang sangat terkenal 
mengatakan „ control of the sea by maritime commerse and naval supremacy 
means predominant influence in the world… and is the chief among the merely 
material elements in the power and properity of nations‟26. Nyatanya laut 
memang memiliki nilai ekonomi dan politik sangat signifikan dalam hubungan 
lintas negara. Bahkan ungkapan ringkas Alfred mengatakan bahwa siapa yang 
menguasai laut maka dia menguasai dunia. Latar belakang atas ungkapan tersebut 
                                                             
25 The heartland theory and the present day geopolitical structure of central eurasia. Diunduh 
melalui http://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/1006Rethinking-4.pdf pada 
tanggal 28 Maret 2016 
26
 Llias lliopoulos, Srategy and Geopolitics of sea power throughout history. Diunduh melalui 
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/118061/ichaptersection_singledocument/c60efa
94-14d5-4ada-957b-c679d296b955/en/1.pdf pada tanggal 28 Maret 2016 
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dikarenakan kekayaan sumber daya alam di laut yang menjadi sumber kehidupan 
serta jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, Alfred melanjutkan bahwa untuk 
menjaga laut maka diperlukan angkatan laut yang kuat.  
Alfred memang merupakan sosok yang berkecimpung dalam dunia militer 
khususnya angkatan laut. Awal pandangannya dimulai dengan dominasi inggris di 
dunia baik dalam bidang militer, ekonomi bahkan pengaruh politiknya
27
. Wilayah 
laut yang merupakan salah satu elemant pembangun dalam geopolitik 
mengandung nilai strategis dalam perumusannya. Laut menciptakan sebuah 
jembatan dalam menjamin hubungan luar negeri dalam skala yang kompleks. 
Eksistensi wilayah laut sebagai sebuah sarana dalam pergerakan di antara 
berbagai unsur dalam pembangunan hubungan lintas negara menjadi sangat 
signifikan. Bahkan kepentingan atas wilayah laut mulai menjadi agenda dalam 
perumusan kebijakan luar negeri. 
Pandangan geopolitik terhadap wilayah kontinental sebagai indikator dalam 
penguasaan dunia mulai bergeser dan bergerak menuju dua elemen lainnya. 
Geopolitik merupakan konsep yang memiliki asumsi dasar terhadap pengaruh 
keadaan geografi dan letaknya bahkan unsur yang ada didalamnya dalam 
menentukan kebijakan suatu negara. Konsep ini selalu mengarahkan pada 
penguasaan dunia oleh tindakan negara superior yang mengarahkan politik luar 
negerinya melalui ekspansi. Perluasan kekuasaan yang dinilai sebagai tindakan 
alamiah dalam pemenuhan keinginan manusia. Menghalalkan segala cara untuk 
menguasai dan mempertahankan wilayah kekuasaan termasuk melalui politik adu 
                                                             
27
 Mahan’s The Influence of Sea Power upon History: Securing International Markets in the 
1890s. Diakses melalui https://history.state.gov/milestones/1866-1898/mahan pada tanggal 28 
Maret 2016 
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domba. Hal ini mengarahkan pada pemikiran internal negara secara penuh sebagai 
tuntutan para pengambil kebijakan. 
“Sea power theory” yang diusulkan oleh Alfred terus berkembang seiring 
dengan kemajuan teknologi dibidang maritime. Hal ini membuktikan bahwa kuasa 
atas wilayah laut sangat memainkan peran penting dalam penguasaan wilayah. 
Pemaknaan terhadap pilihan atas laut sebagai jalur pelayaran merupakan alternatif 
terbaik bagi negara untuk menjalin kontak secara langsung. Hal ini dikarenakan 
daratan telah menjadi kuasa penuh setiap negara dan hanya berupa batasan 
diantara mereka yang menjadi celah dalam akses bebas. Di sisi lain, wilayah laut 
masih tersisihkan dalam pemaksaan kekuasaan untuk membendung pengaruh 
negara lain. Oleh karena itu, hanya melalui pembangunan konstruksi sarana dan 
prasanan laut menjadi penghantar pada pengendalian kedaulatan. 
Setelah sea power theory, Giulo Douchet dan William Michael 
menganjurkan teori dirgantara yang menyebutkan bahwa dalam perang modern 
suatu kemenangan dapat dicapai dengan adanya kerjasama yang erat antara 
kekuatan di darat, laut dan udara
28
. Kekuatan udara tidak dapat dinafikkan dalam 
sebuah perang, udara merupakan kawasan yang sangat mendukung dalam 
penyerangan. Kekuatan udara dapat melumpuhkan secara total kawasan yang 
diinginkan melalui penyerang yang tak henti-hentinya. Di sisi lain, kekuatan darat 
dapat dimanfaatkan sebagai system defensive untuk mengantisipasi penyerang 
kembali oleh lawan. Disamping itu, tak terlupakan angkatan laut yang dapat 
digunakan sebagai pertahanan yang signifikan dalam menghentikan pergerakan 
                                                             
28
 Sri Hayati dan Ahmad Yani, geografi politik, (cetakan kedua, Bandung, PT. Refika Aditama), h. 
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lawan. Intinya kombinasi ketiga instrument tersebut jika berkoordinasi dengan 
baik maka kemenangan dapat diprediksi. 
Perihal perkembangan teori diatas nyatanya sangat memiliki peran penting 
dalam penentuan kebijakan negara saat ini. Konsep geopolitik dengan pemahaman 
dasar pada keadaan geografi sebuah negara dapat digunakan sebagai rujukan 
dalam penentuan obyek atau sasaran dalam pencapaian kepentingan. Menjadi 
sangat nyata bahwa negara membutuhkan ruang lebih atas tuntutan kehidupan 
yang lebih baik dan menjamin keberlangsungan hidup yang layak dimasa depan. 
Keserasian dan keselarasan terhadap keinginan manusia yang selalu memimpikan 
kehidupan yang lebih dari hari kemarin. Mengupayakan segala usaha dan 
kemampuan untuk mencapai segala tujuan yang belum tercapai serta 
memanfaatkan segala kemungkinan yang dapat dijadikan peluang dalam 
meningkatkan kekuatan demi merealisasikan tujuan nasional. 
Ruang hidup seyogyanya tidak dapat berkurang atas aktivitas manusia 
dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi, perkembangan dan pertumbuhan 
manusia yang mengungkapkan anggapan kepada setiap individu atas ruang yang 
hilang. Tentu kehilangan ruang akan mempengaruhi psikologis setiap individu. 
Daya eksplor dan kreatifitas setiap individu dibatasi oleh keterbatasan gerak 
dalam mengupayakan segala keinginanya. Keadaan ini menjadi tuntutan bagi 
pengambil kebijakan sebagai sebuh tanggungjawab yang dimandatnya. Mereka 
bertindak atas tuntutan dan kebutuhan rakyatnya karenanya segala cara akan 
menjadi metode dalam pemenuhan tuntutan tersebut. Hal ini juga menjadi 
pertimbangan rakyat atas mandat mereka pada seorang pemimpin yang dipilihnya. 
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Pemberian sebagian hak mereka agar dapat dimanfaatkan para wakilnya untuk 
mengambil kebijakan sebagaimana yang diharapkannya. 
Unsur pembangun konsep geopolitik akan difokuskan pada unsur laut 
sebagai kekuatan inti dalam penguasaan dunia sebagai wujud dari tulisan ini. 
Afred Thayer mahan sebagai pencetus teori kekuatan laut akan menjadi perspektif 
dalam menganalisis masalah ini. Sebagaimana yang diungkapakan Mahan bahwa 
laut adalah “all that tends to make a people great upon the sea or by sea”29. Ada 
berbagai pengaruh yang menjadi indikator kekuatan laut dalam penentuan konsep 
geopolitik. Diantaranya meliputi bentuk negara kepulauan dengan barisan 
pulaunya yang beraneka ragam. Hal ini dapat dinilai sebagai potensi kekuatan 
pertahanan bila kekuatan setiap pulau memadai dan saling terkoneksi dengan 
sangat baik dalam meningkatkan pertahanan dan menjaga keamanan. Namun 
keadaan ini juga dapat menjadi kelemahan melalui perpecahan kepentingan setiap 
wilayah. Apalagi jika kawasan tersebut memiliki demografi yang bervariasi 
sehingga sulit menuntut pengintegrasian diantara wilayah. 
Dalam kenyataannya keadaan laut memang sangat jarang diperhitungkan 
dalam perumusan politik luar negeri. Kebijakan selalu terkonsentrasi pada 
kebutuhan dan pembangunan di wilayah daratan. Padahal laut bisa menjadi 
instrument kemajuan negara dibidang ekonomi dan politik sekaligus dengan 
memanfaatkan pelabuhan. Keuntungan lain dari laut adalah seperti ungkapan “the 
sea is all one” artinya bahwa laut tidak dapat dipagari, diduduki dan 
dipertahankan sebagaimana daratan
30
. Sehingga penguasaan atas laut hanya dapat 
                                                             
29 Adityo Nugroho, 2015, “Membedah Gagasan A.T Mahan Tentang Sea Power”. Diakses melalui 
http://jurnalmaritim.com/2015/04/membedah-gagasan-a-t-mahan-tentang-sea-power/ pada 
tanggal 24 Mei 2016 
30 Adityo Nugroho, Ibid 
164 
 
direalisasikan melalui pemenuhan kekuatan kapal laut, pangkalan serta armada 
laut yang memadai.  
Kehadiran Mahan sebagai seorang Amerika dengan latar belakang dunia 
pendidikan dilingkungan keluarganya memberikan pengalaman yang sangat 
membantu. Dengan memberikan beberapa kajiannya mengenai kekuatan laut 
membawa Amerika pada eksistensinya didunia internasional. Berlanjut pada 
konsep Mahan yang diakui oleh negara-negara superior seperti inggris dan jepang 
yang mengimplementasikan konsep tersebut. Pada awalnya Amerika hanya 
mengembangkan kekuatan didaratan sebagai upaya perlindungan terhadap 
ekonominya. Hal ini dikarenakan geografi AS yang tidak memiliki wilayah 
startegis di lautan seperti inggris diterusan suez. Lebih lanjut Amerika dapat 
memenuhi kebutuhan dasarnya melalui pengembangan potensi dalam negeri. 
Namun dalam perkembangannya pemikiran Mahan mulai menyebar 
keseluruh lapisan masyarakat Amerika hingga kepada para pengambil kebijakan 
(kongres). Para stakeholder akhirnya melakukan penerapan terhadap konsep 
geopolitik Mahan tersebut dengan dukungan dari masyarakat serta keadaan 
negaranya. Saat itu merupakan moment yang sangat tepat dengan pertumbuhan 
ekonomi Amerika dan Eropa. Hal ini menjadi faktor penting dalam pembaruan 
arah kebijakan AS sebagaimana yang diungkapkan Mahan. Kesiapan ekonomi AS 
membawa pada revolusi dengan konsentarasi kekuatan darat untuk menjaga 
perekonomian Amerika sekaligus berfocus pada kebangkitan kekuatan laut 
Amerika yang siap perang. Pangkalan angkatan laut menjadi sebuah pijakan 
raksasa bagi teknologi-teknologi maju dengan komposisi senjata yang lengkap. 
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Beberapa tantangan pemerintah AS yang diusulkan oleh Mahan sebagai 
syarat kebangkitan laut AS terprogres dengan sangat signifikan. Beberapa 
tantangan itu berupa efisiensi pengangkutan barang niaga Amerika Serikat melalui 
terusan panama (Amerika Tengah) harus dibawah pengawasan langsung Amerika. 
Hal ini sebagai upaya penghematan energi yang melewati laut timur menuju laut 
barat. Mahan juga menjelaskan bahwa kawasan sentral dunia berada pada benua 
Eurasia. Kawasan eropa saat itu juga membuktikan kemajuannya melalui 
pertumbuhan ekonomi yang baik. Akan tetapi, kebangkitan militer di wilayah laut 
Amerika harus mendapat rintangan dengan terjadinya perang saudara. 
Keadaan geografi AS mengharuskannya memanfaatkan segala upaya untuk 
efisiensi pelayaran demi melakukan hubungan dengan negara lain. Untuk 
melintasi benua Asia, Amerika meletakkan Armada lautnya di kepulauan hawai 
sebagai jalur aksesnya. Revolusi kebijakan Amerika Serikat dalam peningkatan 
angkatan pertahanan laut mencapai tujuannya. Kekuatan laut sebagai peluang 
penguasaan dunia seperti diungkapkan Mahan akhirnya berhasil 
diimplementasikan AS. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan angkatan laut AS 
yang hingga perang dunia II menduduki posisi pertama paling kuat. Bahkan diera 
sekarang pengaruh Amerika telah menyebar keseluruh penjuru dunia melalui 
segala jalur alternatif. Kemampuan dalam meningkatkan percepatan pertumbuhan 
ekonomi telah mendorong kemajuan teknologi militernya dan kembali membawa 
pertumbuhan ekonomi yang makin baik. 
Perubahan tatanan dunia menjadi unipolar pasca perang dingin makin 
membuktikan kekuatan AS diatas negara lain. Namun konsep geopolitik Amerika 
yang pada masa perang menggantung kekuatan seutuhnya pada militer sebagai 
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offensive dan defensive mulai bertranformasi pada penyebaran ideologi. Hal ini 
sebagai rule dalam hubungan lintas negara yang melegalkan perang kecuali dalam 
keadaan terdesak. Menghapuskan segala bentuk imperealisme dan kolonialisme 
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian. Kebangkitan lembaga-lembaga 
internasional yang menjadi penegak keadilan dan hak bagi setiap individu. 
Keadaan ini hanya menjadi alternatif lain AS dalam menguasai dunia. Bukan 
menjadi penghalang melainkan menjadi strategi yang lebih mengandalkan soft 
diplomacy dalam pencapian segala kepentingannya. 
Pembuktian ini dapat ditinjau dari aktivitas AS yang memiliki agenda 
internasional setiap detiknya. Menjelajah keseluruh penjuru dunia setiap detiknya 
dalam berbagai urusan luar negeri. Keterlibatannya dalam setiap program dan 
tindakan internasional untuk menunjukkan eksistensinya didunia. Mengambil 
kebjiakan yang berpengaruh dalam menanggapi setiap permasalah dunia. 
Mengusulkan segala solusi terhadap musibah yang menimpa berbagai negara, 
kawasan hingga lembaga internasional. Inisiator dalam setiap forum internasional 
dalam menanggapi berbagai perkara internasional yang membutuhkan keterlibatan 
setiap negara. Serta menjadi pemberi bantuan baik finansial hingga fisik sebagai 
upaya keseluruhan kebijakan luar negeri demi menunjukkan pengaruhnya pada 
dunia. 
Konsep geopolitik dalam perkembangannya mengalami transformasi 
dengan tidak mengandalkan fisik sebagai instrumennya lagi melainkan bentuk 
kerjasama dalam berbagai bidang untuk menjamin pengaruhnya disetiap negara. 
Tidak secara penuh meningkatkan armada militer atau teknologi perang sebagai 
power negara namun juga peningkatan ekonomi serta keterlibatan dalam berbagai 
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agenda internasional yang bernilai kemanusian sebagai citra kemajuan negaranya. 
Penjajahan tidak ditandai lagi dengan penguasaan negara lain oleh suatu negara 
melalui eksploitasi melainkan perluasan pengaruh yang mengakibatkan 
dependensi. Membangun berbagai industri maju di negara superior dan membuat 
kebijakan yang beriorientasi pada produksi barang mentah di negara inferior 
sebagai modal transaksi dan kerjasama internasional. 
Namun dalam perjalanannya setiap elemen pembentuk negara telah mampu 
mengambil kedudukan dalam perumusan kebijakan. Keadaan ini kemudian 
melahirkan berbagai kritikan terhadap tindakan pemerintah serta urusan luar 
negeri yang mencakup kepentingan nasional. Berbagai media turut memberikan 
pemahaman atas pelaksanaan sistem politik demi kemajuan bangsa. Di setiap 
wilayah dengan beragam karakteristik memberikan usulan terhadap 
pengembangannya sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan setiap wilayah dapat 
melakukan kontak langsung dengan berbagai pemodal untuk menunjang dan 
meningkatkan ekonominya. Akan tetapi negara memiliki wadah tersendiri untuk 
merepresentasikan geopolitik sebagai sebuah rujukan dalam hubungan lintas 
negara. Negara memberikan pemahaman atas karakter setiap wilayah melalui 
pengintegrasian dalam pelaksanaan sistem politik yang sama.  
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BAB III 
ARTI FON, SENGKETA LAUT CHINA SELATAN  DAN UPAYA 
KETERLIBATAN AS 
A. Arti FON dan Hukum Internasional Mengenai FON 
FON (Freedom of navigation) atau kebebasan navigasi merupakan konsep 
dalam tatanan masyarakat internasional dengan kaitannya dalam menjalin 
hubungan luar negeri, dimana wilayah tersebut merupakan kawasan yang dapat 
dilintasi oleh setiap negara (tanpa izin) untuk mencapai kepentingan nasionalnya. 
FON merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional dan diakui secara 
global melalui pembentukan rezim internasional sebagai wujud realisasinya. FON 
telah dijamin melalui penulisan dalam bab „De mare Liberum‟ (on the freedom of 
the sea)
31
 yang diatur dalam lembaga peradilan internasional tentang hukum laut. 
Peraturan tentang hukum laut hadir sebagai pencegahan dan penghapusan segala 
tindakan yang membahayakan manusia serta menegakkan perdamaian dan 
keamanan diatas laut. 
FON secara sederhana dapat diartikan sebagai kebebasan pelayaran 
sedangkan kebebasan penerbangan diartikan sebagai freedom of overflight. Oleh 
karena itu, FON memiliki arti sangat sederhana dalam kebebasan mengakses 
wilayah laut untuk berinteraksi dengan negara lain atau hal lain yang menjadi 
kepentingan nasionalnya untuk dipenuhi. Hal ini menjadi begitu penting bagi 
setiap negara untuk menjamin kemudahan dan efisiensi dalam pencapaian 
kepentingan nasionalnya dalam pelaksanaan politik luar negeri. Keadaan ini juga 
memberikan kondisi psikologis suatu negara untuk menjalin hubungan lintas 
                                                             
31
 Rudiger Wolfrum, “Freedom of navigation: new challenges”, International tribunal for the law 
of the sea, h. 2 
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negara dengan negara manapun tanpa ada pengaruh atau tekanan dari negara 
lainnya. Oleh Karena itu makna kebebasan sangat memiliki arti penting dalam 
hubungan lintas negara. 
Menurut Frans Magnis suseno, kebebasan dapat dipahami dengan 
didasarkan pada dua bentuk yakni kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. 
Kebebasan eksistensial pada hakikatnya berada pada kemampuan manusia yang 
untuk menentukan tindakannya sendiri secara bebas. Kebebasan sosial muncul 
dari diri setiap individu dikarenakan keberadaannya ditengah-tengah manusia 
lainnya
32
. Dalam hal ini manusia berfikir untuk bertindak secara bebas dalam 
pemenuhan segala aktifitasnya Di sisi lain tidak bisa lepas dari lingkungan 
sosialnya yang saling membutuhkan. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini 
menjadi salah satu asumsi dasar dari liberty (kebebasan) yang merujuk pada 
kebebasan setiap individu dalam segala hak sebagaimana jaminan terhadap HAM.  
Oleh karena itu, kehadiran wilayah yang dapat digunakan sebagai jalur FON 
merupakan kawasan yang menjadi rute utama dalam menjalin hubungan lintas 
negara dengan terhindar dari segala kemungkinan intervensi atau  pengaruh 
negara disekitarnya. Meningkatkan peluang pemenuhan kepentingan nasional 
setiap negara secara maksimal sebagai tujuan politik luar negerinya. Hal ini 
dikarenakan pelaksanaan politik internasional yang hanya melibatkan negara yang 
bekerjasama atau hubungan dengan negara lain. Meminimalkan aktor 
internasional dalam pelaksanaan politik luar negeri merupakan perbandingan 
terbalik mengenai peluang pencapaian kepentingan nasional. Dengan kata lain, 
                                                             
32 Aprilia Dwi Paramita Fatah, Kebebasan dan Tanggung Jawab. Diunduh melalui 
https://www.scribd.com/document_downloads/direct/90496764?extension=doc&ft=146405637
1&lt=1464059981&user_id=289567399&uahk=Ra+ux149vCmng2ozreP5Sxvtja8 pada tanggal 24 
Mei 2016 
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Semakin sedikit negara terlibat dalam interaksi global maka semakin besar 
pencapaian kepentingan nasional. Hal ini dikarenakan pembagi dalam 
kepentingan nasionalnya juga sedikit.  
Menjamin adanya kebebasan navigasi berarti memberikan tanggung jawab 
kepada suatu negara untuk memberikan keamanan maritime dilingkup tersebut. 
Beberapa hal yang menjadi unsur pemenuhan keamanan maritime meliputi 
keamanan terhadap ancaman kekerasan di laut, bahaya navigasi, kesulitan dalam 
pemenuhan sumber daya alam dan pelanggaran hukum di wilayah laut
33
. Bebas 
dari ancaman kekerasan berarti wilayah laut tersebut telah terhindar dari berbagai 
invidu atau kelompok orang yang membahayakan aktivitas atau kegiatan 
maritime. Bahaya navigasi yang dapat timbul dari kondisi geografis dan 
geographical buruk atau tidak memadainya alat bantu navigasi yang dapat 
membahayakan kegiatan navigasi patut diperhitungkan. Kemudahan pemenuhan 
sumber daya alam dengan terhindar dari pencemaran laut atau bentuk-bentuk 
perusakan ekosistem laut. Serta penegakkan hukum di laut seperti ancaman 
penyelundupan, perdagangan manusia, illegal fishing dll. 
Melihat signifikasi FON dalam hubungan antar negara, maka untuk 
mengantisipasi segala pemikiran-pemikiran negatif mengenai keberadaan akses 
bebas di wilayah laut maka dibentuk aturan yang berkaitan akan hal tersebut. 
Sebagai kesepakatan setiap negara dalam forum internasional melalui organisasi 
perserikatan bangsa-bangsa (United Nations) maka lahirlah konvensi internasional 
tentang hukum laut yang kemudian disebut United Nations Convention on the law 
of the sea 1982 (UNCLOS). Konvensi ini bertujuan untuk mengatur hak dan 
                                                             
33
 http://dmc.kemhan.go.id/post-menhan-ri-menghadiri-dan-menjadi-pembicara-dalam-the-
shangri-la-dialogue-di-singapura.html diakses pada 4 April 2016 
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kewajiban setiap negara dalam penggunaan laut didunia serta menetapkan 
berbagai pedoman terhadap pemanfaatan sumber daya alam di lautan untuk bisnis, 
penelitian atau eksplorasi dan eksploitasi.  
Isi dalam konvensi ini secara kompleks telah mengatur berbagai hal 
mengenai aktivitas diatas laut dan upaya penanganannya serta laut itu sendiri. 
Aktivitas diatas laut termasuk FON menjadi salah satu prioritas utama sebagai 
ruang yang sensitif. Aturan FON ini terkait dengan batas wilayah laut yang 
menjadi laut bebas atau perairan internasional serta wilayah laut yang merupakan 
kedaulatannya (teritory). Dalam hal ini, high sea (laut lepas) sebagaimana 
dimaksud dalam part VII article 87  UNCLOS 1982 bahwa „The high seas are 
open to all States, whether coastal or land-locked‟. Secara sederhana wilayah high 
sea merupakan kawasan yang memiliki fungsi sama terhadap seluruh negara di 
dunia. Dalam arti bahwa setiap negara memiliki hak sama terhadap kawasan 
tersebut sebagaimana pemanfaatannya guna mencapai kepentingan nasionalnya. 
Wilayah high sea merupakan kawasan diluar zona ekonomi eksklusif 
sebagaimana dijelaskan pada article 86 “The provisions of this Part apply to all 
parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the 
territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of 
an archipelagic State”34. High sea merupakan kawasan dimana tidak ada negara 
yang bisa melakukan pelarangan atau aturan terkait di wilayah tersebut. Laut lepas 
didefenisikan dalam pasal 1 konvensi jenewa 1958 tentang laut lepas bahwa 
semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial diartikan sebagai 
                                                             
34 UNCLOS 1982, Op. Cit., h. 51  
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perairan internasional sebuah negara
35
. Kesimpulannya bahwa wilayah ini dapat 
dikategorikan sebagai kawasan FON yang berlaku bagi setiap negara.  
“In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, 
enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred 
to in article 87 of navigation and overflight…”.36 Namun sebagaimana dijelaskan 
bahwa kawasan ini diatur bagi negara pantai untuk pemanfaatan segala kegiatan 
eksploitasi dan eksplorasi diatas dasar laut, dasar laut hingga tanah dibawahnya. 
Selain itu negara pantai juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum 
internasional mengenai laut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin 
terjadi. Menjaga ekosistem laut seperti pencemaran lingkungan atau eksploitasi 
yang berlebihan. Di sisi lain, terdapat kawasan yang menjadi wilayah teritori 
berarti kedaulatan penuh bagi sebuah negara pantai sebagaimana dimaksud dalam 
article 2 (1). 
“The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and 
internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, 
to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea”37. Memiliki panjang 
tidak lebih dari 12 Mil diukur dari garis pangkal pantai. Kawasan ini merupakan 
wilayah teritory negara pantai untuk memberikan jaminan terhadap negaranya 
dengan menindas segala tindakan kriminal diatas laut serta mampu 
mempromosikan pelayaran dan perdagangan antar negara. Pada dasarnya kawasan 
ini memberikan hak kepada negara pantai dari ruang udara diatas laut, permukaan 
laut, dasar laut serta tanah dibawahnya. Akan tetapi sesungguhnya negara lainpun 
                                                             
35 Malcolm N. Shaw Qc, Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie dkk 
(bandung: Nusa Media, 2013), h. 583 
36
 UNCLOS, Op.Cit,. h. 38 
37 Ibid,. h. 21 
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masih dapat melakukan navigasi di kawasan ini sebagai dimaksud dalam pasal 17 
UNCLOS 1982 tentang “Right of innocent passage” namun dalam kondisi 
tertentu sebagaimana diatur dalam pasal ini.  
Hak kapal dagang Asing (berbeda dari kapal perang) untuk melintas tanpa 
hambatan melalui laut teritorial sebuah pantai telah menjadi prinsip yang diterima 
dalam hukum kebiasaan internasional, terlepas dari kedaulatan negara pantainya
38
. 
Negara pantai memang tidak akan melakukan hambatan terhadap lintas damai 
bahkan perlu mempublikasikan bahaya apapun bagi navigasi laut teritorial yang 
diketahuinya. Namun hal ini hanya berlaku untuk aktivitas “damai” tanpa 
menimbulkan ancaman bagi negara pantai sebagai yang penamaannya. Hal ini 
dapat dinterpretasikan tersendiri oleh setiap negara dalam prakteknya.  
Oleh karena itu, sejauh 12 mil dari garis pangkal pantai sebuah negara 
bukan merupakan lagi kawasan bebas navigasi (freedom of navigation). Laut 
teritorial merupakan wilayah laut yang termasuk dalam wilayah kedaulatan negara 
sebagaimana di daratan. Dalam pencapaian maksimal atas konvensi ini maka PBB 
membentuk badan dibawahnya sebagai pelaksana (operasional) yakni maritime 
international organization. Organsasi ini lahir sebagai badan koordinasi PBB 
untuk menjamin keselamatan di wilayah laut serta mempromosikan kerjasama 
antar negara melalui pelayaran serta menjaga ekosistem laut. UNCLOS telah 
menjadi landasan dasar dalam gerak organisasi ini. Sebagaimana telah dijelaskan 
bahwa FON berdasarkan hukum internasional tentang hukum laut (UNCLOS) 
meliputi wilayah diluar laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam konvensi 
tersebut.  
                                                             
38 Malcolm N. Shaw Qc, Op.Cit., h. 558 
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Hal yang hampir serupa dijelaskan dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif 
suatu negara dengan panjang tidak lebih dari 200 mil. Hak bagi negara atas ZEE 
dijelaskan dalam pasal 56 meliputi kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, konservasi 
dan pengelolaan sumber kekayaaan alam baik hayati maupun non hayati. 
Sedangkan bagi setiap negara asing memilik hak untuk melakukan aktivitas 
navigasi baik di darat maupun di laut namun tetap taat pada aturan  negara terkait 
seperti yang dijelaskan dalam pasal 58 bahwa “…States shall have due regard to 
the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and 
regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this 
Convention…”39.  
B. Sengketa Laut China Selatan 
Laut China Selatan telah menjadi kawasan yang mengalami konstelasi 
politik yang tidak stabil sepanjang sejarahnya. Kawasan yang selalu menjadi 
pertempuran negara disekitarnya dalam upaya rivalitas akan sumber daya alam 
hingga jalur pelayaran. Pasca penghapusan sistem kolonialisasi maka kawasan 
tersebut telah menjadi laut internasional dengan tanpa kepemilikan oleh suatu 
negara. Namun dalam eksploitasi dan eksplorasi terhadap kawasan yang memiliki 
luas ± 3,5 juta km
2 
tersebut dilakukan melalui kerjasama bilateral dan multilateral 
diantara negara. Hal ini dinilai sebagai jalan keluar terbaik dengan menghindari 
konflik diantara negara sekaligus dapat memenuhi kepentingan nasional antar 
negara. 
Hal ini juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H.,M.H. 
bahwa, 
                                                             
39 Ibid,. h. 38 
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Jika kita kembali pada norma hukum positifnya dengan didasarkan pada 
perjanjian internasional yakni Konvensi Jenewa (1958) atau UNCLOS 
(1982) yang bersifat multilateral maka sebagian besar Laut China Selatan 
merupakan perairan internasional yang berarti laut bebas. Artinya setiap 
negara memiliki hak kebebasan untuk bernavigasi, melakukan 
penerbangan, penelitian atau pemasangan kabel/pipa. Namun kebebasan 
ini tentu telah diatur sedemikian rupa seperti kebebasan navigasi dengan 
tetap mematuhi faktor keselamatan pelayaran
40
. 
 
Sengketa Laut China Selatan melibatkan 6 negara yakni China, Taiwan, 
Filipina, Brunei, Malaysia dan Vietnam. Perebutan wilayah di kawasan tersebut 
dilakukan melalui klaim wilayah bahkan untuk mendapatkan pengakuan atas 
klaimnya salah satu negara melakukan penerbitan peta nasional dengan 
memberikan batasan teritorinya pada sebagian atau seluruh wilayah Laut China 
Selatan. Berbagai alasan diungkapkan oleh setiap negara untuk melegitimasi 
klaimnya di Laut China Selatan. Namun alasan history setiap negara menjadi 
argument utama dalam sengketa tersebut. Tidak terkecuali China yang mengklaim 
hampir seluruh kawasan Laut China Selatan dengan alasan penguasaan dinasti 
Han (abad ke-2 SM) di wilayah tersebut. Alasan history juga diungkapkan oleh 
negara tetangganya yakni Vietnam yang telah melakukan penguasaan terhadap 
dua pulau inti di kawasan Laut China Selatan bahkan sebelum klaim China (abad 
ke-17) serta memiliki dokumen untuk membuktikannya. Sedangkan Filipina, 
Brunei dan Malaysia mengakui klaimnya melalui perluasaan wilayah 200 mil 
sebagaimana telah dirumuskan dalam UNCLOS 1982
41
.  
Laut China Selatan utamanya Kepulauan Paracel telah dikuasai China 
selama 40 tahun akan tetapi dibayang-bayangi oleh klaim Vietnam dan Taiwan. 
Setiap negara melakukan pengawasan terhadap kawasan tersebut sebagai bagian 
                                                             
40
 Wawancara dengan Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H.,M.H. dosen ilmu hukum internasional 
universitas hasanuddin yang mengkaji tentang hukum laut, 13 Mei 2016 
41 http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349 Diakses pada tanggal 7 April 2016 
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dari kedaulatan menurut mereka. Karenanya setiap negara yang melakukan 
aktivitas pelayaran di kawasan sengketa tersebut dituding sebagai pelanggaran 
kedaulatan dan merupakan bagian dari tindakan provokasi yang dapat memicu 
konflik. Selanjutnya negara dapat mengambil tindakan apapun sebagai wujud 
dalam mempertahankan keamanan negaranya. Kedaulatan wilayah merupakan 
instrument pembentuk negara. Oleh karena itu, mengganggu kedaulatan negara 
merupakan ancaman yang harus mendapat respon cepat (kebijakan krisis). 
Filipina dan Vietnam juga merupakan dua negara yang paling dominan 
dalam klaim di kawasan tersebut. Filipina memiliki klaim di Pulau Spartly yang 
juga diklaim oleh Malaysia, Vietnam, China, Taiwan dan Brunei. Sedangkan 
pulau lainnya yang juga menjadi sengketa adalah Pulau Paracel dengan klaim oleh 
China, Taiwan dan Vietnam. Seyogyanya terdapat Pulau Macclesfield dan Pulau 
Pratas yang juga menjadi sengketa di Laut China Selatan. Namun kedua pulau 
sebelumnya telah mendominasi pertikaian diantara negara tersebut dengan posisi 
yang sangat strategis sekaligus wilayah yang sensitif. Kedua pulau tersebut berada 
pada daerah central yang menjadi rute pelayaran internasional. Oleh karena itu, 
pendudukan kedua pulau tersebut akan menjadi representatif di kawasan tersebut.   
 
 
 
 
Peta 1. Perebutan wilayah melalui klaim di Laut China Selatan 
177 
 
 
Sumber : www.google.com/maps 
Ambisi agresif China untuk membangkitkan kajayaan imperium masa lalu 
mereka  telah menyebabkan eskalasi di Laut China Selatan. Klaim China yang 
ditandai dengan “nine line dash”42 dalam peta yang telah dipublikasikan 
mendapat respon negatif bagi negara yang juga mengklaim kawasan tersebut. 
Sebagai negara rivalnya, mereka menyadari bahwa tndakan agresif China telah 
didorong oleh kebangkitan China dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan 
beberapa tahun ini. Kekecewaan negara-negara di Asia Tenggara membuat 
mereka untuk melibatkan negara adidaya Amerika Serikat (containment policy). 
Hal ini bertujuan untuk membendung kekuatan China yang seyogyanya diatas 
kekuatan negara mereka yang bersengketa dengannya sekalipun digabungkan.  
  
                                                             
42 Nine line dash merupakan sembilan garis  putus-putus yang digunakan China untuk mengklaim 
wilayahnya di Laut China Selatan. Sebenarnya peta awal yang diterbitkan China berbentuk U 
dengan terdiri dari 11 garis segmen namun garis tersebut dikurangi dua atas permintaan Perdana 
Menteri China Zhou Enlai pada 1 Desember 1947. 
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Peta 2. Peta Klaim China di Laut China Selatan yang di tandai dengan nine 
line dash 
 
 
Sumber : https://si.wsj.net 
Sejak 1978, China telah menetapkan dirinya sebagai negara maritime 
dengan fokus pada pengembangan angkatan lautnya dengan bercita-cita menjadi 
sebuah kekuatan laut lintas samudera (Blue Water navy). Hal ini juga menjadi 
dasar China dalam memperluas klaimnya sebagai negara maritime. Dengan ini 
China telah memproklamasikan dirinya akan melakukan navigasi di wilayah 
perairan dalam pencapaian kepentingan nasionalnya. Hal ini sangat relevan 
dengan melihat tujuan politik luar negeri China menuju negara-negara maju di 
Eropa, Amerika dan seluruh penjuru dunia. Strategi China bahkan mampu 
merefleksikan dirinya sebagai negara dunia ke tiga dengan tujuan untuk 
membantu negara-negara dunia ketiga menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih 
baik. Begitu kompleks dalam memandang strategi China manjadi negara paling 
berpengaruh bahkan menjadi hegemon kuat menandingi eksistensi AS saat ini.  
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Keadaaan ini membawa secara perlahan China menuju penguasaan di Laut 
China Selatan. Jika China berhasil mewujudkan kepentingannya di wilayah 
perairan tersebut maka China memiliki hak untuk memberlakukan hukum 
negaranya di kawasan tersebut. Berdasarkan hukum China, bahwa setiap kapal 
negara asing yang ingin memasuki wilayah China termasuk di wilayah Zona 
Ekonomi Eksklusif harus mendapat izin dari China. Hal ini wajib bagi negara 
asing berdasarkan hukum internasional (UNCLOS) untuk mematuhi hukum 
negara pantai. Tentu hal ini menjadi kekhawatiran terbesar bagi setiap negara 
yang memiliki kepentingan bahkan bergantung atas kawasan tersebut. Setiap 
negara harus melakukan “pra-kondisi” kepada China sebelum mengakses kawasan 
tersebut. 
Berbagai anggapan dari masyarakat internasional mengkritik China atas 
tindakannya di Laut China Selatan saat ini. China telah mengubah status quo di 
kawasan tersebut dan melakukan tindakan provokasi seperti yang diungkapkan 
dalam pernyataan resmi beberapa kepala negara seperti Filipina. Tindakan China 
dengan melakukan reklamasi pulau, aktivitas pembangunan dan militerisasi di 
Laut China Selatan telah meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. China 
bahkan diduga telah melanggar perjanjian internasional yang diprakarsai oleh 
ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan tersebut. Menghindari 
segala tindakan konfrotatif untuk mencegah perang dan mengutamakan kerjasama 
dalam upaya menciptakan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Code of 
Conduct ASEAN+China. 
China tentu tidak membenarkan sepenuhnya anggapan tersebut, bahkan 
China mengungkapkan bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang wajar 
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sebagai wilayah yang diklaimnya. Dalam hal ini, China mengambil tindakan 
inisiatif untuk menjadi aktor pengawas dalam lalu lintas pelayaran dijalur tersebut. 
Nyatanya jalur di kawasan tersebut memang merupakan jalur navigasi tersibuk di 
dunia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan tindakan 
kriminal diatas laut dimana China mengakui kawasan tersebut sebagai bagian dari 
ZEE-nya maka hal ini menjadi tanggung jawabnya. Jadi tindakan China di Laut 
China Selatan sebagaimana anggapan lawan sengketa lainnya bahkan negara lain 
merupakan hal legal sesuai hukum internasional. 
Seyogyanya dalam hukum internasional telah menawarkan berbagai cara 
dalam penyelesaian sengketa internasional. Untuk tetap menjaga keamanan dan 
perdamaian di regional kawasan maka seluruh pihak terkait sepakat menempuh 
cara damai. Ada beberapa alternatif pilihan dalam penyelesaian sengketa 
internasional secara damai meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, 
mediasi, konsiliasi, arbitrase atau melalui pengadilan internasional. Dalam hukum 
internasional pilihan tersebut memang memungkin untuk menjadi solusi bagi 
penyelesaian suatu sengketa. Akan tetapi, pihak yang terlibat dalam sengketa juga 
diberikan kebebasan untuk memilih cara tersebut atau tidak sesuai dengan 
kesepakatan. Oleh karena itu, konflik di Laut China Selatan juga tidak selesai 
karena belum adanya kesepakatan yang mengikat seluruh negara yang 
bersengketa.  
Upaya kerberlanjutan COC akan mengalami penundaan seiring dengan 
ketegangan di kawasan tersebut. Namun hal ini mungkin dapat menjadi tonggak 
untuk segera menyelesaikan konvensi tersebut. Tindakan inisiatif China memang 
sangat disadari akan potensi keuntungan yang dimiliki di kawasan tersebut. China 
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menyadari kebutuhannya melalui penguasaan kawasan tersebut. Sebagai sebuah 
negara yang saat ini terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat 
signifikan dan berhasil mendorong segala unsur pembentuk kekuatan sebuah 
negara. Keadaan ini mempengaruhinya untuk mengambil tindakan inisiatif 
tersebut. Namun dibalik keadaan tersebut china tentu masih menginginkan 
perluasan pengaruhnya diseluruh penjuru dunia ini. Oleh karena itu, kepemilikan 
wilayah di Laut China Selatan sangat menjanjikan untuk mewujudkan cita-cita 
tersebut.  
Peta 3. Peta Ekspansi Angkatan Laut China di Dunia 
 
Sumber : http://www.zerohedge.com/ 
Hanya terhitung dari tahun 2008 China telah mengadakan berbagai operasi 
kapal laut “naval operation” diberbagai penjuru dunia terutama di kawasan yang 
strategis. Tidak terkecuali di teluk aden dimana pertama kalinya China terlibat 
langsung dalam antipiracy patrols sejak 600 tahun. Bahkan lebih dari itu, China 
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juga telah melanjutkan operasinya di Afrika, Libya, Hawai hingga Indonesia 
dalam berbagai kegiatan seperti latihan militer, operasi angkatan laut, patroli 
kapal selam dan kegiatan pengawasan terhadap berbagai pulau yang 
disengketakan
43
. Hal ini menunjukkan kemajuan China dalam angkatan lautnya 
untuk melakukan berbagai kegiatan maritim diseluruh penjuru dunia. Selanjutnya 
China akan mudah menjalin hubungan dengan negara lain atau eksploitasi di 
wilayah untuk pencapaian kepentingan nasionalnya.  
Selain itu, sesungguhnya China juga memiliki kapal selam rudal balistik 
dengan tenaga nuklir (kelas JIN) yang telah mulai dioperasikannya di kawasan 
tersebut. Karenanya beberapa pengamat internasional beranggapan bahwa 
pendudukan Laut China Selatan oleh China telah menyiapkan pertahanan yang 
mapan untuk menghadapi lawannya. Bahkan perkembangannya China 
memungkinkan untuk memanfaatkan kawasan tersebut untuk melindungi kapal 
selam miliknya di bawah laut dengan kedalaman lebih dari 1,5 mil. Anggapan ini 
menjadi ril karena China telah melakukan operasi kapal selam ke Samudera 
Hindia di tahun 2014 atas upaya pemberantasan pembajakan. Geostrategi Laut 
China Selatan sangat memungkinkan akses lebih efektif dalam pelaksanaan 
operasi selanjutnya.  
Selain itu, China juga telah melengkapi perangkat militernya di Laut China 
Selatan dengan Rudal. Hal ini yang diungkapkan Taiwan‟s Ministry of National 
defense dengan menyatakan bahwa “grasped that Communist China had 
deployed”, dengan memasang sistem rudal di Woody Island Kepulauan Paracel 
                                                             
43
 Jeremy page dan Gordon Lubold, 2015, Chinese navy ships came within 12 nautical miles of U.S. 
coast. Diakses melalui http://www.wsj.com/articles/chinese-navy-ships-off-alaska-passed-
through-u-s-territorial-waters-1441350488 Pada tanggal 19 April 2016 
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yang menandai meningkatnya ambisi penguasaan China
44
. Persenjataan perang 
tersebut dapat menyerang dan menghancurkan pesawat yang sedang melintas 
diatasnya serta kapal di laut sekalipun. Negara-negara di sekitarnya 
mengungkapkan keprihatiannya karena sangat berpotensi dalam meningkatkan 
ketegangan di kawasan tersebut. Namun, Taiwan tetap memperingatkan agar 
pihak yang bersengketa tidak mengambil tindakan sepihak sebagai respon atas 
kekhawatiran tersebut. Namun bagi AS keadaan tersebut tidak memberikan 
kekhawatiran untuk tetap menentang segala pembangunan di kawasan tersebut. 
Keinginan China tersebut tentu sangat disadari akan menimbulkan 
tantangan dari berbagai negara yang saat ini telah memiliki pengaruh yang cukup 
besar. Kehadiran China telah menjadi saingan negara kuat lainnya dalam 
memperluas ekspansinya di belahan dunia ini. Hal ini tidak hanya terkait 
mengenai percaturan politik dunia tetapi juga bentuk kerjasama internasional 
diantara negara. Seyogyanya ini menjadi tujuan setiap negara dengan melakukan 
ekspansi di suluruh penjuru dunia. Hal inilah yang diungkapkan oleh berbagai 
analis politik dunia bahwa kolonialisasi telah bertransformasi menjadi sebuah 
tindakan non-fisik dengan metode persuasif. Pendekatan yang didasarkan pada 
berbagai unsur dari sejarah hingga budaya bahkan kehidupan sehari-hari 
masyarakat antar negara dapat menjadi peluang dalam mendorong pengaruh 
kerjasama.  
Perumusan politik luar negeri setiap negara didasarkan pada dua hal pokok 
yakni kepentingan nasional dan kekuatan nasional sebagaimana dijelaskan pada 
                                                             
44 Simon Denyer, US to Have ‘very serious conversation’ with China Over Suspected South China 
Sea Missile Deployment. Diakses melalui https://www.washingtonpost.com/world/china-
deploys-missiles-in-south-china-sea-as-obama-meets-rivals/2016/02/17/83363326-3e1b-4461-
b97f-13406f6d104c_story.html pada tanggal 1 Mei 2016 
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bab ii tentang konsep politik luar negeri. Asumsi ini sangat selaras dengan 
tindakan inisiatif China di Laut China Selatan. Memutuskan untuk mengambil 
tindakan lebih dulu dibanding negara lawan sengketanya dalam pemanfaatan Laut 
China Selatan. Tindakan ini tentu bukan tanpa dasar, bahwa China menetapkan 
tindakannya tersebut dengan berdasar pada segala kemungkinan yang akan 
muncul. China tentu juga sangat menyadari kekuatan negaranya dan kekuatan 
negara-negara lawan sengketanya sebagai alat politik dalam pelaksanaan 
kebijakannya. Oleh karena itu, kekuatan China telah menjadi unsur utama 
pembentuk politik luar negerinya di Laut China Selatan.  
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Tabel 1. 
Perbandingan kekuatan militer China dan gabungan (Taiwan, Filipina, Brunei, 
Malaysia dan Vietnam) 
 
No. 
Data Militer China 
Gabungan (Taiwan, 
Filipina, Brunei, 
Malaysia dan Vietnam) 
1 Anggaran Pertahanan $ 100.000.000.000 $ 15.380.000.000 
2 Anggota Militer 
a. Aktif 
b. Cadangan 
 
2.285.000 
800.000 
 
1.145.870 
900.000 
3 Angkatan Darat 
a. Tanks 
b. APCs/iFVs 
c. Towed Artillery 
d. SPGs 
e. MLRSs 
f. Montars 
g. Anti Tank 
h. AA weapons 
i. Kendaraan Logistik 
 
2.295 
7.470 
5.000 
2.950 
2.475 
2.600 
1.050 
750 
5.850 
 
1.778 
4.627 
4.622 
0 
1.288 
1.702 
1.624 
1.033 
12.739 
3 Angkatan Laut 
a. Kapal Perang 
b. Kapal Induk  
c. Kapal Perusak 
d. Kapal Selam  
e. Frigates 
f. Kapal Patroli 
g. Ranjau Anti Kapal 
Laut 
h. Kapal Penyerang 
Amphibi 
 
562 
1 
26 
55 
58 
937 
400 
 
544 
 
354 
0 
26 
12 
19 
937 
391 
 
1993 
4 Angkatan Udara 
a. Pesawat Tempur 
b. Helokopter 
 
4.092 
1.398 
 
1.096 
478 
Sumber : Karmin Suharna, Konflik Laut China Selatan dan Dampaknya Bagi 
Ketahanan Nasional, Majalah Tannas edisi 94, 2012, h.6 
 
Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan Taiwan sangat menyadari akan 
perbandingan kekuatannya dengan negara China. Selain itu, Mereka juga telah 
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memiliki pengalaman dalam perseturuan diatas laut bersama China. Oleh karena 
itu, strategi politik luar negeri bersifat dinamis sesuai dengan geopolitik dan 
kepentingan nasional setiap negara. Filipina misalnya, masih mengupayakan 
keterlibatan arbitrase internasional untuk menyelesaikan konflik di kawasan 
tersebut. Tindakan Filiphina tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan 
bahwa China tidak sendirian atas hak di kawasan tersebut.  
Perluasan pembangunan infrastruktur disertai dengan teknologi perang yang 
tinggi membuktikan keseriusan China untuk melegitimasi kawasan tersebut 
sebagai bagian dari wilayahnya. Berbagai kritikan dan aksi dari lawan 
sengketanya di kawasan tersebut seolah tidak begitu dihiraukan. Hal ini 
dikarenakan tindakannya tersebut menurutnya merupakan hal legal sehingga tak 
perlu di khawatirkan. Tapi Di sisi lain negara-negara anggota ASEAN yang 
berseteru dengannya mengecam tindakan China yang melanggar kesepatan 
mereka bersama. 
Dalam perkembangannya, Laut China Selatan seolah telah menjadi bagian 
dari wilayah teritori kekuasaan China. China menjadi negara satu-satunya yang 
paling dominan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur di kawasan 
tersebut. Bahkan menambahkan berbagai teknologi perang dengan kemampuan 
yang sangat tinggi untuk mengawasi berbagai perilaku negara asing di kawasan 
tersebut. Sedangkan negara lain yang bersengketa dengan China hanya 
memanfaatkan kapal laut serta pesawat untuk melakukan pengawasan di kawasan 
tersebut sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusifnya. Tindakan tersebut juga 
untuk menentang tindakan China di kawasan tersebut yang sesungguhnya masih 
berstatus sengketa. Sebagai kesimpulannya dilihat dari aktvitas di kawasan 
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tersebut maka China mengungguli negara lainnya untuk menjadi penanggung 
jawab atau penjaga perdamaian di kawasan tersebut. 
China telah membuktikan dirinya sebagai negara yang kuat dan mampu 
bertanggungjawab atas kawasan tersebut untuk menegakkan hukum internasional 
diatas laut demi keselamatan navigasi dan pencegahan tindakan kriminal 
sebagaimana tanggung jawab sebuah negara diatas teritorinya. Keadaan ini 
mendorong citra China dimata dunia sebagai sebuah negara kuat dan patut 
diperhitungkan dalam mempengaruhi stabilitas dunia. Kepercayaan dunia akan 
China sebagai penanggungjawab dalam penegak perdamaian akan meningkat. 
Oleh karena itu, sebagaian negara tentu mempercayai keberadaan China di Laut 
China Selatan untuk menjaga kawasan tersebut dari tindak kriminal. 
Keadaan ini mendukung China untuk memberlakukan Air Defense 
Identification Zone (ADIZ) yang akan diperluasnya dari utara hingga selatan 
dimana mencakup kawasan Laut China Selatan diatasnya. Dengan ini China tentu 
akan mengokohkan penguasaannya di kawasan tersebut. Melalui laut hingga 
udara diatasnya. Hal ini jelas sebagai upaya untuk melindungi wilayah 
kedaulatannya dari negara yang dapat menjadi ancaman keamanan nasionalnya. 
Sekaligus mendeskripsikan kemenangan China di Laut China Selatan dan 
memaksana negara lain untuk menerima statusquo baru tersebut. Impian tersebut 
tentu belum berlaku saat ini melihat segala upaya dari berbagai pihak 
mengusahakan tujuan yang sama.  
Namun jelasnya untuk mengokohkan ambisinya, China perlu memaksa 
negara-negara maritime di Asia dan Amerika untuk menerima statusquo baru di 
Laut China Selatan. Tercatat bahwa China tidak pernah melakukan tindakan 
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seagresif ini untuk melakukan klaim terhadap suatu wilayah. Namun, pembangun 
landasan pacu, radar dengan frekuensi tinggi bahkan rudal merupakan rancangan 
pembangunan kekuatan militer yang besar. Kepemimpin Xi jinping telah 
membawa psikologis baru bagi China melihat kebangkitan negaranya. 
Kepemimpinan Xi seolah membawa China untuk menduduki posisi kuat dalam 
mempengaruhi sistem politik global. Hal ini memiliki relasi terhadap Konflik 
Laut China Selatan yang sarat akan kepentingan politik dalam jangka panjang. 
Mereka sangat menyadari kekuatan China namun hal ini bukan berarti 
penyerahan wilayah yang dipersengketakan tersebut. Bagi negara-negara yang 
juga terlibat klaim dengan China di Laut China Selatan tetap mempersiapkan 
angkatan militernya untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap 
segala aktivitas yang terjadi di kawasan yang juga diklaimnya. Setiap negara 
memiliki kepentingan atas kepemilikan Laut China Selatan yang memilki 
potensial bagi kebangkitan sebuah negara. Oleh karena itu, negara yang memiliki 
klaim yang sama dengan China di Laut China Selatan tersebut akan tetap 
melanjutkan ambisinya sebagai prinsip negara yang telah lama diperjuangkannya.    
Seyogyanya sejak klaim tumpang tindih (overlapping) di Laut China 
Selatan dimulai. Negara-negara yang mengklaim kawasan tersebut telah 
membangun pos-pos dan pulau buatan di sekitar perairan mereka kecuali Brunei 
Darussalam. Filipina dan Vietnam misalnya, telah aktif melakukan pembangunan 
dan menepatkan pasukan militernya sejak tahun 2000-an di beberapa pos-pos di 
sekitar perairan mereka yang berbatasan dengan Laut China Selatan. Akan tetapi 
hal ini jelas tidak ada bandingannya dengan pembangunan China dengan luas 
sekitar 2.000 hektar di kawasan tersebut. Tujuh pulau buatan dan tiga lapangan 
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terbang di Kepulauan Spartly telah usai direalisasikan. Bahkan dalam 
perkembangannya China telah melakukan kegiatan signifikan terkait kapasitas 
teknis, ruang lingkup dan modernitas. 
Selain hal diatas, negara-negara di Asia Tenggara yang juga mengklaim 
kawasan Laut China Selatan telah memahami berbagai sengketa internasional 
yang telah terjadi. Oleh karena itu, demi mencegah makin tingginya peluang 
China menguasai kawasan tersebut maka mereka juga telah mengupayakan 
“diplomasi beton”. Saat diplomasi buntu maka satu-satunya cara untuk 
mengokohkan klaim wilayah adalah dengan membangun sesuatu. Oleh karena itu, 
beberapa negara telah melakukan pembangunan terhadap pulau-pulau yang 
diklaimnya di Laut China Selatan
45
. Hal ini juga menjadi dasar pendirian pos-pos 
yang telah dikembangkan di wilayah yang diklaim masing-masing negara.  
C. Upaya Keterlibatan Amerika Serikat di Laut China Selatan 
Amerika Serikat secara legitimasi memang sesungguhnya tidak terlibat 
dalam sengketa di Laut China Selatan. Perairan Laut China Selatan berada diluar 
batas teritori AS yang cukup jauh. Akan tetapi hal ini tidak berarti bahwa AS tidak 
turut andil dalam konflik di kawasan tersebut. Bahkan saat ini AS merupakan 
salah satu aktor penting dalam perseturuan di kawasan tersebut. Telah berulang 
kali Amerika Serikat mengalami perseturuan dengan berbagai negara di kawasan 
yang disengketakan tersebut terutama China. Hal ini dikarenakan AS sangat 
bergantung pada kawasan tersebut sebagai jalur navigasi pelayaran internasional 
untuk menjalin hubungan dengan negara di benua lain.  
 
                                                             
45 www.dw.com/id/as-gandeng-asean-hadang-hegemoni-cina/a-19049145 diakses pada tanggal 
6 April 2016 
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Peta 4. Rute Pelayaran Internasional di Laut China Selatan 
 
Sumber : http://www.abc.net.au/ 
AS telah disadari memiliki beberapa peluang untuk ikut terlibat langsung di 
kawasan tersebut. Diantaranya karena AS memiliki sekutu yang memiliki posisi 
kuat dalam sengketa di kawasan tersebut. Filipina dimana “military based” AS 
akan menjadi peluang besar untuk membantu negara tersebut dalam meningkatkan 
kekuatan pertahanannya sehingga sangat membantu dalam mengupayakan 
tujuannya. Vietnam juga memiliki hubungan erat dalam kerjasama ekonomi 
dengan AS. Akhirnya secara umum ASEAN sebagai organisasi regional di Asia 
Tenggara mendorong tindakan AS di kawasan tersebut sebagai upaya membangun 
keamanan di kawasan tersebut.  
Keterlibatan AS di Laut China Selatan tidak hanya didasari pada 
kepentingan nasionalnya di kawasan tersebut. Sebagaimana pada konsep politik 
luar negeri bahwa domain selain kepentingan nasional adalah kekuatan nasional.  
Kekuatan nasional menjadi alat yang berfungsi sebagai bargaining dalam 
menjalin kontak dengan negara lain. Keterlibatan AS di kawasan tersebut juga 
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didasari pada kepercayaan dirinya dengan kepemilikan kekuatannya. AS meyakini 
kepemilikan kekuatan yang lebih besar dibanding China dalam sebuah 
kemungkinan terjadinya konflik senjata. Oleh karena itu, AS sangat mampu 
menjadi penyeimbang China di regional tersebut demi membendung segala 
bentuk perluasan wilayahnya.  
Tabel 2. 
Perbandingan Alutsista utama antara Amerika Serikat dan China 
 
No. 
Amerika Serikat China 
Jenis Jumlah Jenis Jumlah 
1 Tanks 9.573 Tanks 2.295 
2 APC/IFV 26.653 APC/IFV 7.470 
3 Pesawat tempur 18.234 Pesawat tempur 4.092 
4 Helikopter 6.417 Helikopter 1.398 
5 Kapal perang 2.384 Kapal perang 562 
6 Kapal Induk 11 Kapal Induk 1 
7 Kapal Selam 75 Kapal Selam 55 
8 Rudal / Senjata Nuklir 2.500 Rudal / Senjata Nuklir 478 
Sumber : Karmin Suharna, Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan 
Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional, Majalah Tannas edisi 94, 2012, h. 6 
 
Perseturuan AS dengan China di Laut China Selatan bukan dikarenakan 
perebutan wilayah atau sumber daya alam di kawasan tersebut. Amerika Serikat 
sering kali memasuki kawasan yang sudah mengalami reklamasi yang dilakukan 
oleh China. Bahkan sesekali kedua aktor tersebut bertabrakan baik di laut maupun 
di udara saat sedang bernavigasi. Keadaan ini membawa kedua aktor saling 
memberikan kritikan untuk waspada dalam melakukan tindakan di kawasan 
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tersebut. AS sering kali mendapat peringatan dari China untuk menghormati 
wilayah teritori China sekalipun kawasan tersebut masih berstatus sengketa. 
Bahkan dalam perkembangannya China telah mengajukan permintaan kepada 
Amerika Serikat untuk tidak ikut campur atas konflik di kawasan tersebut. 
AS telah dikenal sebagai negara adidaya yang memiliki keterlibatan dalam 
berbagai masalah global. Politik luar negeri AS memang telah mengagendakan 
kepentingan nasionalnya diseluruh penjuru dunia. Bahkan AS telah memiliki 
wibawa dalam memberantas berbagai kejahatan internasional diseluruh penjuru 
dunia terutama terorisme. Oleh karena itu, kebijakan tersebut seyogyanya 
membutuhkan akses yang efektif dan efisien untuk menunjang pencapaian 
kepentingan nasionalnya secara maksimal. Kebebasan untuk mengakses jalur 
tersebut merupakan salah satu keuntungan dari setiap negara dengan melakukan 
setiap kegiatan tanpa intervensi negara lain. Bahkan kebebasan bernavigasi 
merupakan unsur penting dalam pencapaian kepentingan nasional dengan 
melakukan aktivitas tanpa batas. 
Oleh karena itu, sangat jelas kepentingan AS dalam menentang segala 
bentuk klaim di Laut China Selatan. AS seolah mewakili negara lain untuk 
bersuara dan bertindak demi mengakui adanya kebebasan navigasi di kawasan 
tersebut yang telah dimulai sejak dulu hingga saat ini. AS tidak akan pernah 
mengakui kepemilikan oleh negara manapun di kawasan tersebut. Hal ini tentu 
akan mempengaruhi berbagai aktivitas di kawasan tersebut dengan tunduk pada 
hukum internasional sebagai negara asing.  
Keterlibatan Amerika Serikat dalam perseturuan di kawasan Laut China 
Selatan mendapat banyak dukungan dari negara-negara ASEAN terutama 5 
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negara yang bersengketa dengan China. Bahkan AS bersama pemimpin ASEAN 
telah duduk bersama membahas penyelesaian konflik di kawasan tersebut
46
. 
Melalui Barack Obama, Amerika menyerukan penghentian reklamasi, 
pembangunan infrastruktur dan militerisasi dalam upaya pencipataan perdamaian 
di kawasan tersebut. Melalui dukungan bersama, Amerika maupun negara 
ASEAN akan selalu berkomitmen untuk memelihara perdamaian, keamanan dan 
stabilitas di kawasan tersebut. Kekuatan AS diharapkan mampu menjaga 
perdamaian di kawasan tersebut dengan menghindari konflik terbuka diantara 
negara. 
AS akan merespon segala bentuk permintaan dari negara-negara di Asia 
Tenggara dalam upaya penanganan konflik Laut China Selatan. AS telah 
mendorong peningkatan kekuatan pertahanan militer negara-negara yang 
bersengketa dengan China terkhusus di laut sebagai upaya pembendungan 
kekuasaan China di kawasan tersebut. Sedangkan China akan melakukan segala 
cara untuk mewujudkan keinginannya menguasai kawasan tersebut termasuk 
menjalin dan mendorong upaya kerjasama yang saling menguntungkan. Hal ini 
terlihat saat China pertama kali melakukan pertemuan bersama pemimpin Taiwan 
di Singapura sejak tahun 1949
47
.  Sebuah catatan sejarah baru bagi kedua negara 
tersebut. Pertemuan yang dilakukan tahun lalu tersebut tentu tak lepas dari 
pembahasan mengenai ketegangan yang meningkat di perairan mereka. China 
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mention of China. Diakses melalui 
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menginginkan upaya kerjasama diantara kedua belah pihak dalam mengamankan 
kawasan tersebut.  
Kekhwatiran AS datang setelah pertemuan kedua kepala negara tersebut. 
Hal ini dapat meningkatkan dukungan China untuk memperluas pengaruhnya di 
Asia Tenggara. Strategi China untuk menjalin hubungan dengan negara 
tetangganya tersebut dalam upaya koalisi membuktikan keseriusannya untuk 
melakukan ekspansi di kawasan tersebut. Di sisi lain, AS menentang segala 
bentuk tindakan Taiwan di kawasan tersebut dalam upaya penyelesaian konflik. 
Bahkan sebaliknya, keterlibatan Taiwan secara langsung di kawasan tersebut 
justru akan menimbulkan ketegangan yang lebih melalui upaya pemanfaatan 
secara individual. AS menginginkan kebebasan di kawasan tersebut sebagai jalur 
FON dan menunjang perekonomian dunia.  
AS akan membendung segala bentuk hegemoni China di Asia Tenggara dan 
Asia Timur sebagai aktor oposisi. Dengan meningkatkan kepercayaan negara-
negara di Asia melalui berbagai aktivitas untuk mendorong perdamaian serta 
mencegah konflik di kawasan tersebut. Melindungi dan mendukung segala bentuk 
tindakan untuk mencegah adanya kepentingan sepihak diantara negara. Menjadi 
penyeimbang diantara negara-negara superpower yang menginginkan perwujudan 
kepentingan nasionalnya secara egois. AS akan menghentikan segala bentuk 
hegemoni negara lain dengan mempertahankan hegemoninya di dunia. 
Kebijakan luar negeri AS di kawasan tersebut selalu menjatuhkan posisi 
China walau beberapa kali tidak menyebutkan China secara spesifik. Namun 
kepentingan China bertolak belakang dengan kepentingan AS. AS yang terlebih 
dulu menanamkan hegemoninya di kawasan tersebut tentu tak ingin digeser oleh 
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China. Di sisi lain, untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan China 
diperlukan perluasan pengaruh atau kekuasaan di kawasan lain. Kedua aktor 
tersebut memiliki posisi yang signifikan saat ini sebagai pelopor perdagangan 
dunia. Di sisi lain mereka juga sangat berperan dalam menjalin hubungan 
kerjasama dunia dalam upaya kesejahteraan masyarakat global.  
AS akan selalu mendorong upaya aktif setiap negara yang bersengketa 
dengan China untuk memperjuangkan kedaulatannya di kawasan tersebut. 
Mengupayakan segala cara untuk membendung segala bentuk ekspansi negara 
lain di wilayahnya. Menunjukkan kekuatan keamanannya dalam melindungi 
seluruh wilayah kekuasaannya. Sebagai sebuah negara berdaulat dengan menjaga 
keutuhan negaranya. Hal inilah yang mendoktrin setiap negara di kawasan untuk 
melawan China. Dengan bantuan AS yang mendukung setiap negara di Asia 
Tenggara yang bersengketa dengan China dalam upaya penghentian segala 
tindakan China di kawasan tersebut. 
Keterlibatan AS dalam konflik Laut China Selatan akan diperkuat dengan 
memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara yang bersengketa dengan 
China untuk memperkuat pertahankan mereka dan membendung ekspansi China. 
Hal ini merupakan salah satu strategi AS dalam meningkatkan kepercayaan 
ASEAN untuk menanggapi ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut. 
Bahkan Amerika Serikat akan terus meningkatkan keterlibatannya untuk 
mengupayakan pencegahan konflik di kawasan tersebut. AS akan mengajukan 
permintaannya kepada kongres untuk merealisasikan bantuannya tersebut melalui 
anggaran nasionalnya. Bahkan bantuan tersebut juga akan berbentuk pemberian 
kapal perang dengan teknologi canggih untuk menyeimbangi kekuatan china. 
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Kepercayaan ASEAN dan AS harus terus terjaga dan berjalan baik demi 
untuk menemukan solusi atas sengketa di kawasan tersebut. Tidak akan ada pihak 
yang akan mengalah dalam sengketa di kawasan tersebut kecuali melalui 
penegakkan hukum internasional. Dengan kata lain, tidak akan ada satu pihak 
yang dapat menguasai dan menduduki kawasan tersebut tanpa melalui lembaga 
peradilan internasional atau melalui suatu kesepakatan bersama. Setiap negara 
yang bersengketa di kawasan tersebut sangat menyadari akan keadaan ini akan 
tetapi kepentingan nasional mereka berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, 
Perseteruan ini akan terus berlangsung diantar negara yang bersengketa bahkan 
Amerika serikat selama tidak ada penghentian pembangunan (moratorium) oleh 
China. 
Amerika Serikat akan terus terlibat secara langsung untuk menolak 
perubahan status kawasan bebas di wilayah maritime tersebut. Selain sebagai 
upaya mempertahankan aksesnya di wilayah tersebut, juga mendukung sekutunya 
yang terlibat sengketa dengan China di kawasan tersebut. AS juga akan 
membendung segala bentuk intervensi China di kawasan Asia pasifik. Kawasan 
ini sangat disadari oleh setiap negara memiliki keuntungan geografis dalam 
memperluas pengaruhnya. Berbagai kepentingan nasional dapat ditunjang dengan 
adanya kawasan ini. Selain itu, Asia Tenggara juga merupakan pasar yang sangat 
menjanjikan dalam pemenuhan produksi negara industri seperti AS. 
Kepentingan AS di Asia Tenggara memiliki peran penting dalam menopang 
pertumbuhan ekonominya dan mempertahankan hegemoninya. Demi 
mempertahankan citra negaranya sebagai satu-satunya negara adidaya dan 
menjadi kiblat bagi perkembangan negara lainnya. Maka dari itu, AS akan 
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membendung segala bentuk perluasan pengaruh negara lain yang mencoba 
menggeser pengaruhnya di kawasan tertentu. Memanfaatkan pengaruhnya disetiap 
kawasan yang telah menjadi sekutunya untuk mendukung segala bentuk 
tindakannya demi kepentingan nasionalnya. Berupaya menjadi sosok yang baik 
dalam setiap pemecahan masalah untuk mengangkat kepercayaan setiap negara 
terhadap dirinya. Selanjutnya dengan cara persuasif mendorong adanya kerjasama 
diantara negara dengan hasil saling menguntungkan. 
China menganggap kebijakan AS untuk melakukan operasi militer di Laut 
China merupakan keputusan yang salah. Tindakan tersebut tidak akan 
menyelesaikan sengketa di kawasan tersebut akan tetapi justru makin 
meningkatkan ketegangan. Namun hal ini di tolak oleh para analis AS dengan 
menyatakan bahwa ada beberapa alasan, mengapa AS tidak dapat dipojokkan atas 
meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Pertama, kebijakan FON atau 
freedom of navigation operations (FONOPs) merupakan kebijakan angkatan laut 
AS yang telah di lakukan sejak dulu setidaknya dimulai sejak tahun 1979. China 
bukan satu-satunya negara yang harus menerima operasi militer tersebut. Pada 
tahun 2014, AS melakukan FONOPs untuk menentang klaim maritime berlebihan 
di beberapa negara seperti Argentina, Brazil, Equador, India, Indonesia, Iran, 
Libya, Malaysia, Maladewa, Nikaragua, Oman, Peru, Filipina, Srilanka, Taiwan, 
Venezuela dan Vietnam
48
. 
Kedua, FONOPs AS bertujuan untuk menegaskan adanya “freedom of 
navigation” yang akan terus dan terus dilakukan sebagai upaya penegakkan 
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hukum internasional diatas laut lepas (high sea). UNCLOS memberikan hak 
kepada setiap negara untuk melakukan navigasi di laut teritorial selama tidak 
mengancam perdamaian, keamanan dan ketertiban negara pantai. Tindakan AS 
dengan hanya melakukan operasi militer di kawasan tersebut telah merupakan 
upaya diplomatik untuk mempertimbangan penyelesaian di kawasan tersebut.  
Peta 5. Perbandingan klaim China dan negara lainnya dengan pembagian wilayah 
berdasarkan hukum internasional (UNCLOS) 
 
 
Sumber : www.bbc.com 
Oleh karena itu, AS tidak dapat dituding sebagai alasan dari meningkatnya 
ketegangan di kawasan tersebut. Namun yang jelas China telah melakukan 
percepatan pembangunan di Laut China Selatan yang juga merupakan klaim 
beberapa negara di Asia Tenggara. China juga meningkatkan persedian kapal- 
kapal penjaga untuk menolak nelayan “non-China” untuk melakukan aktivitas 
penangkapan ikan di kawasan tersebut.  
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Keterlibatan AS dalam konflik di Laut China Selatan akan memberikan 
pandangan tertentu pada kedua aktor kuat di dunia (AS dan China). Sebagai 
masyarakat internasional, keadaan ini dapat menjadi sebuah analisis terhadap 
hubungan diantara negara dalam sengketa di Laut China Selatan seperti mengukur 
komitmen AS dalam membela pengaruhnya di Asia Tenggara dan sekitarnya 
terhadap kekuatan hegemon China. AS penting untuk memberikan respon cepat 
terhadap kebijakan China di Laut China Selatan, dengan konsekuensi hubungan 
diantara mereka mungkin akan memburuk. Kedua, kita dapat menyaksikan 
kekuatan China dalam upaya menggeser geopolitik di kawasan tersebut. ASEAN 
dikhawatirkan tidak akan mampu menjamin forum bersama dengan China sebagai 
upaya penyelesian sengketa di Laut China Selatan. Ketiga, kemampuan AS dalam 
menggerakkan sekutunya untuk memperjuangkan hal serupa dengannya. Dalam 
perkembangannya tak satupun dari America‟s Asian treaty allie yang turut 
langsung dalam operasi bersama AS.  
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BAB IV 
KEBIJAKAN FON AMERIKA SERIKAT DI LAUT CHINA SELATAN 
A. Kebijakan FON AS di Laut China Selatan 
Keterlibatan AS di kawasan tersebut tentunya akan diikuti dengan kebijakan 
luar negeri sebagai wujud untuk memperjuangkan tujuannya. Dengan menjalin 
komunikasi aktif dengan ASEAN berarti AS akan mengupayakan tindakan untuk 
menghentikan pembangunan (moratorium) di kawasan tersebut oleh China. 
Membantu melindungi keamanan nasional negara-negara di Asia Tenggara untuk 
membendung perluasan pengaruh China atau bahkan mengancam hak kedaulatan 
wilayah mereka. Kekhawatiran yang dikarenakan kekuatan militer yang sangat 
rendah karenanya AS perlu mendorong peningkatan teknologi atau angkatan 
militer untuk menandingi kekuatan China kepada negara-negara di Asia Tenggara.  
Politik luar negeri AS di Laut China Selatan telah mengupayakan berbagai 
bentuk kebijakan untuk mendukung tujuannya tersebut. Diantaranya membantu 
negara-negara sekutunya di Asia Tenggara melalui peningkatan pertahanan 
dengan pengiriman bantuan dana, senjata, pesawat atau bahkan kapal perang. Di 
sisi lain, AS juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan kebebasan 
navigasi di kawasan tersebut melalui upaya “military operation” sebagai wujud 
bentuk  pengakuan hak tersebut. Oleh karena itu, bentuk kebijakan AS dalam 
mengupayakan freedom of navigation di Laut China Selatan adalah dengan 
military operation. Military operation (operasi militer) merupakan tindakan AS 
dengan mengirimkan kapal perang maupun kapal lainnya dengan melakukan 
pelayaran di kawasan Laut China Selatan bahkan didekat aktivitas reklamasi 
China. 
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Kebijakan ini juga untuk mewujudkan keinginan negara-negara di Asia 
Tenggara dalam upaya penyelesaian sengketa di kawasan tersebut melalui cara 
damai. Dalam hukum internasional (Piagam PBB) tidak menyatakan kewajiban 
negara-negara berdasarkan pasal 2 ayat (3) untuk menahan diri dari penggunaan 
kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 2 ayat 
(4). Akan tetapi piagam menetapkan kewajiban bagi anggotanya untuk 
menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu yang berdiri sendiri dan 
sebagai aturan dasar (fundamental) PBB
49
. Penjelasan inilah yang menjadi latar 
belakang kesepatan ASEAN-AS dalam mengambil tindakan di Laut China 
Selatan.  
Kebijakan yang diimplementasikan melalui operasi militer tersebut 
memasuki wilayah laut teritorial yang berjarak 12 mil dari karang yang awalnya 
terendam air namun telah muncul kembali sebagai sebuah daratan dari 
pembangunan oleh China seperti di kawasan Subi Reef. Dalam hukum 
internasional, hal ini merupakan bentuk pelanggaran kedaulatan dengan memasuki 
laut teritorial suatu negara yang memiliki hak penuh atas perairan tersebut. 
Namun hal ini tentu tidak berlaku di kawasan Laut China Selatan sekalipun telah 
melalui pembangunan oleh China dan telah dianggapnya sebagai bagian dari 
kedaulatannya. Oleh karena itu, military operation tersebut merupakan hal yang 
legal bagi setiap negara yang melakukan aktivitas navigasi sebagaimana konvensi 
internasional tentang laut dalam „bab‟ laut lepas (high sea).  
Operasi FON tersebut juga berlayar ke wilayah 12 mil yang juga diklaim 
Filipina dan Vietnam atau negara lainnya di Laut China Selatan. Melalui program 
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FON AS menantang klaim maritim yang berlebihan di kawasan tersebut untuk 
tunduk terhadap hukum internasional. Reklamasi yang terjadi di Laut China 
Selatan tidak menandai adanya kepemilikan pulau setelah itu. Awalnya mereka 
hanya sebuah daratan yang terendam air dan kemudian menjadi landasan pacu dll. 
Karenanya AS menegaskan bahwa “turning an underwater rock into an airfield 
simply does not afford the rights of sovereignty or permit restrictions on 
international air or maritime transit”50. 
Bentuk kebijakan AS tersebut telah dilaksanakan tiga kali dengan 
meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut dalam waktu dekat ini. Seperti 
pada 27 oktober 2015 tahun lalu dimana Washington melakukan pelayaran 12 mil 
didekat Subi Reef dengan menggunakan kapal perang USS Lassen miliknya. 
Operasi tersebut makin terlihat jelas dengan aksi selanjutnya di 12 mil dari Pulau 
Triton di Laut China Selatan pada 30 januari 2016 yang dikomandoi oleh kapal 
perang USS Curtis Wilbur
51
. AS berjanji akan terus meningkatkan intensitas 
pelayaran di Laut China Selatan sebagai bentuk keteguhan menolak klaim China 
yang tidak berdasar tersebut.  
Pada 4 februari, AS kembali melakukan kebijakan FON dengan pengiriman 
kapal Induk USS John C. Stennis. Namun kapal induk itu tidak sendirian, 
melainkan didampingi oleh beberapa kapal lainnya. Diantaranya the cruiser USS 
Mobile Bay, the destroyers USS Stockdale dan USS Chung-Hoon. Selanjutnya 
kapal-kapal tersebut melakukan penyebaran di pantai barat AS dengan tujuan Laut 
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China Selatan. Bahkan USS Antietam asal Jepang juga turut terlibat dalam operasi 
tersebut. Kompleksitas operasi dapat memberikan beberapa keutungan bagi AS. 
Meliputi penunjukkan kekuatan militer dan perkembangan teknologi AS terhadap 
China dan memperkuat aliansi dalam menyeimbangi kekuatan China. Selanjutnya 
keadaan ini akan mampu mengurangi tendensi AS di wilayah yang disengketakan 
tersebut.  
AS telah memahami berbagai perangkat militer yang telah dipasang di 
kawasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi AS untuk menetapkan kebijakan 
yang memiliki konsekuensi paling minim bahkan nol untuk pelaksanaan 
operasinya. Pemasangan rudal oleh China di Laut China Selatan memberikan 
kekhawatiran tersendiri bagi AS. Akan tetapi AS telah mengantisipasi penggunan 
sistem rudal (surface to air) atau peralatan lainnya  dengan mempersiapkan 
operasi kapal selam. Angkatan laut “Silent Service” akan mendorong operasi ini 
keseluruh wilayah pasifik secara umum dan Laut China Selatan secara khusus
52
. 
Operasi yang juga melibatkan militer angkatan laut jepang dengan Kapal Selam 
Oyashio. Laksamana Scott Swift mengungkapkan bahwa kapal selam merupakan 
„critically valuable asset”. Operasi ini akan membantu membuka akses yang lebih 
luas menuju daerah-daerah yang dipersengketakan. Hal ini dikarenakan kapal 
selam mampu menghindari pergerakan lawan karena berada dibawah permukaan 
lawan. 
Bahkan dalam perkembangannya AS akan melakukan investasi lebih dari $ 
8 miliar untuk membuktikan dirinya sebagai angkatan militer paling kuat dan 
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maju di dunia. Rencananya AS akan mengembangkan persenjataannya di wilayah 
laut untuk memperluas jangkauannya di Laut China Selatan dengan 
meminimalkan resiko dan memaksimalkan kepentingannya. Kapal Selam tanpa 
awak merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mewujudkan impian 
tersebut. Dengan menghindari kemungkinan penggunaan senjata yang dapat 
mengganggu stabilitas dan psikologi di kawasan.  
Untuk melihat respon China atas kebijakannya tersebut, menurut laporan 
militer AS yang melakukan operasi di Laut China Selatan menyebutkan bahwa 
saat kegiatan tersebut dilakukan terdapat beberapa kapal nelayan dan kapal 
pedagang asal China yang sedang melakukan penangkapan ikan. Namun analisis 
AS menyebutkan bahwa itu kemungkinan China‟s maritime militia. Selanjutnya 
mereka memungkinkan untuk melaporkan segala aktivitas AS di kawasan tersebut 
kepemerintah China atau organisasi terkait. Mereka berlayar di dekat Subi Reef 
dan melintas di jarak aman dari operasi AS. Karenanya mereka tidak melakukan 
kontak langsung terhadap kapal nelayan atau kapal dagang China tersebut. 
Jelasnya China telah memanfaatkan sumber daya perikanan di kawasan tersebut.  
Military operation AS bertujuan untuk mengumandangkan status Laut 
China Selatan sebagai laut lepas yang dapat diakses secara bebas. Sebagaimana 
disebutkan dalam hukum internasional mengenai laut lepas atau laut internasional 
maka semua negara berhak untuk melakukan pelayaran dan penerbangan di 
kawasan tersebut. Aktivitas berupa perdagangan bebas, distribusi pangan, 
mobilisasi minyak, gas dan sumber daya mineral lainnya merupakan hal yang 
bebas bagi setiap negara. Jadi tindakan apapun di kawasan ini sebagaimana 
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hukum internasional merupakan hal legal. Oleh karena itu, tidak boleh ada negara 
yang melarang berbagai aktivitas di kawasan tersebut. 
Sebenarnya AS telah melaksanakan kebijakan FON di seluruh penjuru dunia 
secara teratur sejak tahun 1979. Awalnya AS belum pernah melakukan operasi 
FON dalam jarak 12 mil di Laut China Selatan sejak tahun 2012
53
. Seiring 
intensitas pembangunan China di kawasan tersebut operasi ini secara khusus 
dilakukan untuk menegaskan kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang telah 
diduduki oleh China melalui klaim secara berlebihan. Kebijakan FON awalnya 
merupakan latihan militer yang bertujuan sebagai interpretasi masyarakat 
internasional dalam penegakkan hukum internasional. Hal ini dapat menjamin 
pengguna jalur FON dengan adanya keselamatan navigasi dan bantuan saat terjadi 
gangguan navigasi. AS melakukan kebijakan ini untuk menunjukkan kemampuan 
angkatan lautnya untuk bertanggungjawab atas keselamatan navigasi di seluruh 
perairan internasional. 
Kebijakan FON AS dengan military operation di Laut China Selatan 
mendapat bantuan dukungan dari Filipina. Dalam perkembangannya AS-Filipina 
telah melakukan latihan militer bersama dengan menggunakan kapal induk The 
USS John C. Stennis milik AS. Operasi dengan kapal induk akan membantu 
dalam menopang kapal-kapal yang akan bernavigasi di wilayah yang 
disengketakan tersebut. Latihan militer tersebut dilakukan melalui kunjungan ke 
wilayah perairan Filipina. Selanjutnya berlayar mengelilingi perairan Filipina 
hingga wilayah yang diklaim Filipina. Wujud dari permintaan Filipina tersebut 
akan dilakukan terus menerus untuk menanggapi peningkatan militerisasi di 
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kawasan yang juga diklaim China tersebut. Peningkatan militerisasi oleh China di 
kawasan tersebut telah membawa kekhawatiran serius bagi negara-negara yang 
berada di sekitarnya, tidak terkecuali bagi Filipina.  
Walau tidak melakukan military operation dengan AS di Laut China Selatan 
seperti Filipina akan tetapi, ternyata kebijakan AS tersebut mendapat banyak 
dukungan dari negara-negara di Asia. Misalnya Malaysia dan Singapura, 
mendukung operasi AS di Laut China Selatan untuk menanggapi pembangunan 
dan reklamasi di kawasan tersebut dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan. 
Bahkan Indonesia yang sempat terlibat perseturuan dengan China akibat “nine 
line dash” yang memasukkan Pulau Natuna didalamnya juga mendukung kegiatan 
AS di kawasan tersebut. Hal ini bernilai positif dengan mendukung tindakan AS 
dengan melakukan upaya terbaik untuk mengamankan rute pelayaran 
internasional. 
Menteri pertahanan AS Ash Carter mengungkapkan bahwa AS akan terus 
melibatkan dirinya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Hal ini 
telah dibuktikan dengan peningkatan intensitas operasi militer di kawasan 
tersebut. Bahkan AS akan mengerahkan 300 tentara dengan dilengkapi pesawat 
tempur dan helikopter untuk menjamin tujuannya di wilayah tersebut. Sebagai 
awal dari keterlibatannya di kawasan yang di sengketakan tersebut, AS akan 
berupaya mengimbangi kekuatan China yang melakukan klaim berlebihan. Hal ini 
telah menjadi komitmen AS untuk menjawab permintaan negara-negara di Asia 
Tenggara yang bersengketa dengan China. 
Oleh karena itu, AS akan menuntun mitranya yakni Australia, Jepang dan 
mitra lainnya untuk melakukan operasi serupa dengan menuntut kebebasan 
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navigasi di Laut China Selatan dan udara diatasnya. Seyogyanya baik Jepang 
maupun Australia telah berpartisipasi dalam aksi serupa tersebut. Bahkan Jepang 
berjanji akan mengerahkan segala angkatan militernya dalam keadaan krisis jika 
menimpa AS. Disisi lain, Australia juga telah melakukan penerbangan di atas 
udara Laut China Selatan atas dasar kebebasan navigasi. Operasi ini makin 
meningkat dengan kehadiran Filipina yang seyogyanya juga terlibat langsung 
dalam sengketa di kawasan tersebut. Filipina telah menjalin operasi gabungan 
bersama militer AS baik di wilayah laut maupun udara untuk menegaskan 
kebebasan navigasi dan menentang segala aktivitas pembangunan di kawasan 
tersebut
54
. 
Kebijakan FON AS melalui military operation di Laut China Selatan tidak 
hanya diperjuangkan melalui operasi kapal induk beserta kapal perang dengan 
senjata teknologi tinggi. Akan tetapi, kebebasan navigasi yang diinginkan oleh AS 
juga meliputi wilayah penerbangan (overflight rights). Hal ini tentu didukung oleh 
perjanjian internasional terkait aktivitas di udara (hukum udara internasional dan 
antariksa) sebagai bagian dari wilayah navigasi internasional. Hal ini seyogyanya 
merupakan satu kesatuan atas hak kebebasan navigasi di wilayah laut. Dimana 
wilayah yang bukan merupakan kedaulatan sebuah negara maka dapat dilalui 
secara bebas oleh setiap negara baik di darat, laut maupun udara. Hal ini tentu 
dijamin dalam hukum internasional selama tidak mengganggu atau mengancam 
perdamaian dan merugikan kepentingan secara umum. 
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melalui http://www.nytimes.com/2016/04/15/world/asia/south-china-sea-philippines-us-naval-
patrols.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSouth%20China%20Sea&_r=0 pada tanggal 2 Mei 
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AS menunjukkan tuntutan tersebut dengan pengiriman pesawat P-8 A 
Poseidon dan P-3 Orin. Penerbangan tersebut seyogyanya tidak hanya sebagai 
pertunjukkan untuk menunjukkan adanya kebebasan overflight di atas Laut China 
Selatan melainkan sekaligus untuk melakukan pengintaian terhadap aktivitas di 
kawasan tersebut. Hal ini terlihat seperti mendapatkan keuntungan tambahan yang 
didapatkan  dengan melakukan satu aktivitas saja. Bahkan keuntungan tersebut 
sesungguhnya memiliki urgensitas yang sangat penting dalam pelaksanaan 
kebijakan di masa depan. Operasi AS ini juga telah dilakukan oleh Australia 
dengan dasar dan tuntutan yang sama dengan menggunakan Pesawat Orion P-3.  
Dalam melaksanakan kebijakan FON AS di masa depan, AS belum 
menentukan objek operasi selanjutnya. Hal ini akan bergantung pada perubahan 
situasi dan keadaan di Laut China Selatan serta perkembangan aktivitas China di 
kawasan tersebut. Jelasnya AS akan tetap mengupayakan langkah-langkah 
diplomatik dan militer untuk mewujudkan kepentingan bersama atas kawasan 
tersebut serta tidak akan bertindak “Cooling off” untuk mereda ketegangan yang 
terjadi di kawasan tersebut tanpa pemenuhan tujuan tersebut.  
Lebih detailnya, kebijakan FON ini akan dilakukan secara rutin untuk 
memastikan pengawasan terhadap pembangunan dan reklamasi di Laut China 
Selatan. China mungkin saja dapat melakukan peningkatan kecepatan dan skala 
reklamasi serta konstruksi perangkat militer di kawasan tersebut untuk 
mengupayakan pertahanan yang lebih besar. Namun AS memiliki posisi penting 
untuk mengawasi dan membayangi baik melalui darat, laut maupun udara serta 
mengecam pembentukan pertahanan udara oleh China dengan Air Defense 
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Identification Zone. Hal ini adalah upaya China untuk melakukan penguasaan 
secara permanen di kawasan tersebut. 
Tujuan AS untuk mempertahankan jalur FON di Laut China Selatan tidak 
hanya dengan dilakukan dengan military operation baik di laut maupun udara. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa AS juga menetapkan kebijakan 
untuk memberikan bantuan kepada sekutunya di Asia Tenggara yang bersengketa 
dengan China. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Carter bahwa AS telah 
menyediakan sekitar US $ 40 juta sebagai bantuan militer ke Filipina untuk 
meningkatkan kapal patroli negara di Laut Filipina Barat (nama yang diberikan 
atas klaim di Laut China Selatan)
55
. Tidak hanya itu, Filipina juga akan di 
lengkapi dengan balon udara tanpa awak untuk melakukan pengintaian dan 
pengawasan di wilayah perairan tersebut. Hal ini patut dilakukan untuk 
mengurangi kemungkinan kecelakaan di kawasan tersebut. Mengimbangi 
kekuatan China untuk membatasi geraknya di kawasan tersebut dengan tidak 
mengubah statusquo.   
B. Kepentingan AS Dalam Kebijakan FON di Laut China Selatan 
Tindakan merupakan langkah untuk mewujudkan keinginan individu, 
kelompok atau bahkan negara. Asumsi dasar ini berlaku bagi seluruh tindakan 
yang dilakukan baik dilevel individu maupun negara. Tindakan setiap negara 
merupakan cerminan dari keinginanya. Hal ini yang dikemukakan dalam konsep 
politik luar negeri di BAB II bahwa negara melakukan hubungan lintas negara 
hanya dikarenakan kepentingan nasionalnya. Setiap negara akan menutut 
pencapaian kepentingan nasional secara maksimal baik China maupun negara 
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lawan klaimnya bahkan sekalipun AS. Oleh karena itu, beberapa kepentingan AS 
dalam kebijakan FON di Laut China Selatan adalah menegakkan hukum 
internasional tentang laut (UNCLOS) di Laut China Selatan, menjaga keamanan 
dan stabilitas regional di kawasan serta mempertahankan perdagangan 
internasional di jalur tersebut.  
Tiga kepentingan diatas merupakan alasan yang diungkapkan oleh para 
representatif AS dalam beberapa forum internasional didepan media. Hal ini dapat 
jelas terlihat dan realistis dengan kebijakan serta tindakan AS saat ini. Namun 
berdasarkan analisa penulis maka ada beberapa kepentingan AS yang 
sesungguhnya juga menjadi tujuan dari segala keputusan AS atau kebijakannya di 
Laut China Selatan. Kepentingan tersebut dapat dilihat posisi kedua aktor (China 
dan AS) yang mendominasi dalam perseturuan di kawasan tersebut. Kepentingan 
AS lainnya tersebut yaitu mempertahankan hegemoni AS di Asia Pasifik secara 
khusus dan dunia secara umum melalui citranya. Kedua, membendung 
peningkatan kekuatan China dengan memanfaatkan segala potensi dari laut China 
Selatan.  
Pertama, Menegakkan hukum internasional tentang laut (UNCLOS) sebagai 
kesepakatan bersama dalam menjalin aktivitas lintas negara terutama di wilayah 
parairan. Hal ini berawal dari klaim China yang mencakup hampir seluruh 
wilayah perairan di Laut China Selatan sebagai suatu tindakan illegal karena tidak 
sesuai dengan hukum internasional. Bahkan lembaga peradilan internasional jelas 
telah menolak klaim China tersebut melalui tuntutan Filipina. Hal ini memang 
diakui bahwa klaim China tersebut seyogyanya tidak sesuai dengan hukum 
internasional yang hanya memperbolehkan perluasan wilayah teritori tidak lebih 
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dari 12 Mil atau Zona Ekonomi Ekslusif tidak lebih dari 200 mil yang diukur dari 
garis pangkal pantai.  
Walau China telah melakukan pembangunan atau reklamasi di kawasan 
tersebut. Akan tetapi berdasarkan konvensi hukum laut (UNCLOS) ketinggian air 
pasang-surut seperti yang terjadi di Subi Reef dimana awalnya daratan yang 
tertutup air dan kini telah menjadi daratan tanpa air tidak menjadi indikator dalam 
menentukan wilayah yang termasuk dalam kawasan laut teritorial. Bahkan 
mengubah bentuk (evolusi) sebuah pantai tidak berarti kepemilikan bagi negara 
yang melakukan. Mereka menjadi wilayah kedaulatan suatu negara jika termasuk 
kedalam 12 mil dari garis pangkal. Oleh karena itu, tindakan yang legal dan diakui 
bagi setiap negara adalah dengan berdasarkan pada hukum internasional. Hukum 
yang diyakini akan menuntut kita pada keadilan, perdamaian dan kesejahteran 
bagi setiap pelakunya tanpa adanya kesewang-wenangan.  
Arbitral tribunal at the Permanent Court of Arbitration in Deen Hag telah 
menyatakan anggapannya terhadap kasus yang diprakarsai oleh Filipina terkait 
Laut China Selatan pada tahun 2013. Mereka memiliki yurisdiksi atas kasus yang 
disengketakan di kawasan tersebut. Selanjutnya mereka akan melakukan 
peninjauan lebih jauh terhadap beberapa pertanyaan yang ingin diketahuinya 
seperti bagaimana ketinggian air pasang-surut terhadap fitur yang ada di kawaan 
tersebut, keberadaan batuan di wilayah serta apakah China secara illegal melarang 
penangkapan ikan oleh Filipina. Selanjutnya dari proses arbitrase, pengadilan 
akan melakukan sidang terhadap manfaat Filipina atas klaim tersebut. 
Namun hal ini tidak akan terlihat mudah bagi upaya penyelesaian sengketa 
di Laut China Selatan. Selain karena kedua negara (China dan AS) merupakan 
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anggota dewan keamanan PBB juga karena hukum internasional memberikan 
kebebasan penyelesaian sengketa kepada pihak terkait. Penyelesaian sengketa 
melalui lembaga peradilan internasional seyogyanya hanya bisa terwujud dengan 
adanya kesepakatan pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam hal ini China tidak 
memberikan kesepakatannya untuk melalui cara tersebut dalam penyelesaian 
masalah ini. Oleh karena itu, bahkan sekalipun forum tersebut berlangsung dan 
menghasilkan suatu keputusan akan tetapi tidak ada jaminan bagi pihak terkait 
untuk mematuhi hasilnya terutama China.  
Wujud penegakkan hukum internasional di Laut China Selatan tentu akan 
berdampak pada status kawasan tersebut. Dalam konvensi internasional UNCLOS 
maka dapat prediksi bahwa kawasan tersebut merupakan perairan internasional 
yang berarti kebebasan bagi semua pihak untuk mengaksesnya. Hal ini yang 
menjadi tujuan utama AS dalam menetapkan kebijakan FON di Laut China 
Selatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Barack Obama bahwa AS akan 
terus terbang, berlayar dan beroperasi dimanapun hukum internasional 
memungkinkan hal itu serta mendukung hak yang sama bagi setiap negara. Hal ini 
menjadi begitu penting bagi AS untuk memperluas geraknya terutama di kawasan 
yang strategis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Frederich Ratzel bahwa 
negara itu seperti organisme yang membutuhkan ruang agar dapat terus tumbuh 
dan berkembang, tanpa terkecuali untuk kawasan tersebut walau dimana hak 
setiap negara sama. 
Kedua, mengupayakan keamanan dan stabilitas regional di kawasan. 
Kawasan tersebut telah diakui sebagai wilayah yang sangat strategis dalam 
pelayaran internasional yang menopang mobilisasi perdagangan internasional. 
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Karenanya kawasan tersebut sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap 
pembangunan, perkembangan ekonomi, perdagangan serta investasi asing. Oleh 
karena itu, kehadiran kawasan tersebut tentu mampu mendorong kemakmuran 
Asia dan Amerika atau negara lain yang ditopang oleh perdagangan bebas.  
Mencegah instabilitas di kawasan tersebut menjadi sangat penting untuk tetap 
menjalankan perekonomi global serta arus mobilisasi barang dan jasa.  
Ada tiga pokok inti dari sengketa di Laut China Selatan yang menjadi dasar 
sengketa dan berdampak pada stabilitas di kawasan diantaranya kepemilikan dan 
kedaulatan di Laut China Selatan, kontrol atas komunikasi laut dan akses sumber 
daya alam. Hal inilah yang kemudian menjadikan Laut China Selatan sebagai 
obyek perdebatan terkait isu keamanan. Hal ini tidak terlepas dengan perseturuan 
yang sama di Laut China timur. AS juga mendukung segala upaya Jepang dalam 
menduduki kawasan tersebut dimana China juga mengklaim kawasan tersebut.  
Ketegangan yang terus meningkat di kawasan tersebut tidak dapat 
menyalahkan pada satu pihak saja. Hal ini dikarenakan kepentingan nasional 
setiap negara berbeda. AS yang telah mendominasi aktivitas sengketa tersebut 
tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan di kawasan tersebut. Hal ini berbeda 
dengan keinginan China yang bertindak agresif untuk segera melakukan 
penguasaan dari negara lain di kawasan yang disengketakan tersebut. Tindakan 
AS maupun China akan menetukan hegemoni di Asia Tenggara. Hal ini tak bisa 
terelakkan bahwa dalam sistem politik internasional, negara terkuat penting 
menjadi sekutu dalam memperjuang politik luar negeri setiap negara.  
Keempat, mempertahankan jalur perdagangan internasional dengan 
menjamin perkembangan ekonomi dunia dengan akses bebas di Laut China 
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Selatan. AS memiliki kepentingan ekonomi di Laut China Selatan melalui 
perdagangan internasional. Setiap tahunnya, perdagangan bebas yang melewati 
kawasan tersebut mencapai angka $ 5,3 trilliun. Dimana angka tersebut diperoleh 
oleh AS sebesar $ 1,2 trilliun
56
. Hal ini berarti bahwa AS mengambil keuntungan 
lebih dari 20% dari akses di kawasan tersebut. Keadaan tentu tidak akan sama 
ketika Laut China Selatan telah menjadi wilayah kedaulatan negara lain. Selain 
izin untuk mengakses kawasan tersebut, negara berdaulat juga mungkin akan 
memberikan tariff/non-tarif tertentu bagi setiap negara yang mengakses kawasan 
tersebut.  
Lebih detailnya taruhan dalam sengketa di Laut China Selatan berupa 
aktivitas arus distribusi barang dan jasa, aset energi yang potensial, jaringan 
global dengan adanya kontak di wilayah tersebut. Posisi kawasan tersebut 
memiliki peran signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional 
melalui pengembangan dan pengoperasian indutri-industri manufaktur melalui 
energi potensial atau hak kedaulatan setiap negara menurut anggapan atas 
klaimnya di kawasan tersebut. Oleh karena itu, meningkatnya ketegangan di 
kawasan tersebut menimbulkan berbagai respon negara yang memiliki 
kepentingan tidak terkecuali AS. Sebagai sebuah negara yang memiliki 
kepentingan politik luar negeri yang lebih luas dan kompleks. 
Laut China Selatan dapat direfleksikan sebagai jantung Asia Tenggara. 
Semua negara yang berada dipinggiran pasifik barat baik negara maju maupun 
berkembang mempunyai kepentingan yang cukup besar bagi pertumbuhan 
ekonomi nasionalnya. Hal ini sangat terlihat bagi negara-negara kepulauan seperti 
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Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina bahkan Jepang. Wilayah laut merupakan 
akses yang begitu signifikan dalam menjalin hubungan lintas negara. Tidak 
terkecuali bagi distribusi minyak bumi untuk pengoperasian teknologi-teknologi 
produksi barang manufaktur. Bahkan distribusi pangan baik dalam mekanisme 
impor atau ekspor sebagai penunjang dalam pertumbuhan dan perkembangan 
ekonomi negara. 
Menurut Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H.,M.H. bahwa, 
Tujuan dari keterlibatan AS di kawasan tersebut diantaranya agar China 
bisa mengendalikan diri atas Laut China Selatan, lebih lanjut memastikan 
China tidak menguasai kawasan tersebut dengan memberlakukan Zona 
Ekonomi Eksklusif yang merupakan tindakan berlebihan dan bertentangan 
dengan UNCLOS serta prinsip-prinsip kebebasan navigasi
57
.  
 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepentingan lain AS 
dalam kebijakan FON di Laut China Selatan adalah mempertahankan hegemoni 
AS di Asia Pasifik dan dunia secara umum serta membendung peningkatan 
kekuatan China melalui pemanfaatan potensi Laut China Selatan. kepentingan AS 
ini termasuk kedalam point keempat dan lima mengenai kepentingan AS di Laut 
China Selatan. Hal ini merupakan tambahan kepentingan AS menurut penulis dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Keempat, mempertahankan hegemoni AS di Asia Pasifik secara khusus dan 
dunia secara umum. Tindakan AS dalam perseteruan di Laut China Selatan juga 
beberapa kali menggambarkan kekhawatirannya terhadap penyebaran pengaruh 
dari China. Hal ini terlihat dari respon cepat AS dalam menopang pertahanan 
negara-negara di Asia Tenggara untuk menandingi kekuatan China. Bahkan untuk 
memastikan hal itu tidak terjadi maka AS melakukan perjanjian pertahanan 
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dengan Filipina. Memberikan bantuan dana, mengirim kapal laut dan pesawat 
bahkan angkatan militernya untuk menjamin tujuannya di kawasan tersebut.  
AS mampu merangkul negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki 
kepentingan di Laut China Selatan dalam rangka mencari dan mempertahankan 
kawan dan memastikan mereka tidak berkhianat didalam kebijakan dan pengaruh 
China di Laut China Selatan. Negara-negara yang bersengketa dengan China di 
Asia Tenggara atau ASEAN secara umum juga memiliki kepentingan yang sama 
sebagaimana yang diungkapkan oleh AS. Hal ini juga menjadi momen yang 
sangat tepat bagi kehadiran China dalam konflik di kawasan tersebut dan 
sekaligus memperjuangkan kepentingan lainnya untuk mempertahankan 
hegemoninya.  
Kelima, membendung peningkatan kekuatan China dengan memanfaatkan 
potensi di Laut China Selatan. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai potensi 
yang dimiliki Laut China Selatan yang mampu meningkatkan power suatu negara. 
Tidak hanya menjadi rute tersibuk di dunia namun juga memiliki posisi penting 
dalam membangun jaringan global. Bahkan geostrategis Laut China Selatan dapat 
dimanfaatkan untuk menjadi basis pertahanan yang kuat dalam menjangkau segala 
sasarannya. Hal ini makin kompleks dengan potensi sumber daya alamnya mulai 
dari kekayaan minyak bumi, gas alam hingga kekayaan perikanannya.  
AS telah memahami eksistensi China yang akan menjadi rival dalam 
hegemoni dunia. Oleh karena itu, kebangkitan China merupakan tandingan baru 
bagi AS setelah perang dingin lalu melawan uni soviet (sekutu China). China juga 
akan menjadi hambatan besar bagi AS dalam memperluas atau bahkan 
mempertahankan pengaruhnya. Keikutsertaan AS dalam konflik tersebut bukan 
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semata-mata membantu sekutunya yang bersengketa di kawasan tersebut. AS 
akan mengupayakan segala cara untuk membendung kekuatan China yang lebih 
besar.  Kepentingan AS tentu disadari oleh beberapa pihak melihat keseriusannya 
dalam memperjuangkan kawasan tersebut dengan menolak segala tuntutan China. 
C. Implikasi Kebijakan FON AS di Laut China Selatan 
Setiap dari pilihan pasti ada resikonya karenanya pilihan AS untuk 
menetapkan kebijakan FON di Laut China Selatan tentu akan memiliki dampak 
terhadap dirinya bahkan negara lainnya tidak terkecuali sekutunya. Kebijakan 
FON AS yang ditandai sebagai bentuk kesepahaman pandangan terhadap klaim 
China di Laut China Selatan. Bahkan negara yang merupakan sekutu China juga 
ikut ambil posisi dalam konflik di kawasan tersebut. Implikasi yang paling jelas 
akan terlihat pada hubungan dengan China sebagai negara rivalnya. Oleh karena 
itu, tindakan AS yang terlibat dalam sengketa di kawasan tersebut selain 
mengalami peningkatan hubungan kerjasama diantara negara-negara di Asia 
Tenggara namun juga akan berdampak hubungan buruk dengan negara China 
bahkan sekutunya. 
Implikasi kebijakan FON AS di Laut China Selatan dalam bentuk military 
operation akan berdampak pada tolak ukur pencapaian kepentingan setiap aktor 
yang terlibat. Bahkan mampu menentukan kekuatan hegemon paling kuat 
berdasarkan pada kebijakannya yang terus diimplementasikan. Oleh karena itu, 
beberapa implikasi terhadap kebijakan FON AS di Laut China Selatan diantaranya 
mendorong upaya penyelesaian sengketa secara hukum (UNCLOS), management 
konflik di Laut China Selatan, mempertahankan stabilitas dan keamanan kawasan, 
mengutamakan pengembangan atau kerjasama bilateral/multilateral dalam 
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pemanfaatannya serta peningkatan hubungan kerjasama dan kepercayaan negara 
Asia Tenggara terhadap AS dan perenggangan hubungan China dan AS bahkan 
China dengan negara-negara di Asia Tenggara.  
Pertama, mendorong upaya penyelesaian sengketa secara hukum. Menurut 
menhan sebagaimana dijelaskan pada BAB II bahwa keputusan masyarakat 
internasional untuk menetapkan norma-norma dan peraturan yang ditegakkan oleh 
suatu lembaga peradilan internasional merupakan hal yang tepat. AS mendorong 
penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional setelah tidak adanya 
kesepahaman diantara aktor yang bersengketa dan hanya membawa masalah 
tersebut pada keadaan yang statis. Selain itu, sengketa tersebut telah dianggap 
perlu untuk melibatkan lembaga peradilan internasional sebagaimana fungsinya 
demi menjaga perdamaian dan keamanan di regional kawasan.  
Keadaan ini juga secara tidak sadar telah mempromosikan langkah-langkah 
penyelesaian konflik tanpa penggunaan militer. Menghindari berbagai bentuk 
ancaman kemanusian atas konflik senjata dengan menggunakan kekuatan militer 
dengan melibatkan keselamatan masyarakat sipil. ASEAN dan China 
sesungguhnya juga telah menyepakati penyelesaian sengketa secara damai yang 
diprakarsai oleh ASEAN melalui code of conduct. Lain lagi halnya dengan 
pendirian WPNS (western pacific naval symposium) yang merupakan organisasi 
yang dibentuk untuk mendukung keamanan maritim sejak tahun 1988 dimana 
sesungguhnya anggotanya melibatkan seluruh aktor yang terlibat dalam sengketa 
tersebut tidak terkecuali AS. 
Kedua, memanagement konflik di Laut China Selatan. Management konflik 
dalam hal ini ditandai dengan pengendalian konflik melalui penurunan ketegangan 
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di Laut China Selatan. Krisis mungkin akan tercipta di kawasan tersebut sebagai 
konsekuensi dari konfrontasi yang bisa terjadi kapan saja. Karenanya negara-
negara yang bersengketa termasuk AS telah menyusun berbagai strategi untuk 
mengantisipasi keadaan yang terjadi dimasa depan. Dengan tetap menjaga 
perdamaian diantara negara dalam mempertahankan hubungan kerjasama 
internasional yang saling menopang dan meningkatkan kesejahteraan diantara 
negara. Fokus setiap negara yang bersengketa tentu dengan meningkatkan 
pertahanan mereka sebagai upaya untuk membendung segala pengaruh dan 
ekspansi negara lainnya. Oleh karena itu, jika negara tetap memfokuskan pada 
rivalitas di kawasan tersebut maka pertumbuhan negara akan mengalami 
penyusutan dengan pengurangan anggaran. 
Pada pertemuan bilateral antara dua kepala negara AS dan China di sela-sela 
konferensi tingkat tinggi tentang nuklir di Washington pada Maret 2016. Kedua 
kepala negara bersepakat untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di Laut 
China Selatan. Militerisasi yang dilakukan oleh kedua negara di kawasan tersebut 
tentu menjadi dasar dari ketegangan di kawasan tersebut. Karenanya baik AS dan 
China perlu melakukan standarisasi non-militerisasi di kawasan tersebut sebagai 
kesepakat untuk menurunkan ketegangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
tindakan bersama untuk melakukan penarikan militer secara serempak di kawasan 
tersebut. Namun dalam perkembangannya hal ini hanya menjadi penurunan 
tendensi sementara saja. 
Menurut Douglas H. Paal seorang analisis Amerika dari Carnegie 
Endowment for International Peace menyatakan penurunan ketegangan di Laut 
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China Selatan dapat dilakukan jika kedua belah pihak mampu menahan diri
58
. 
China dapat melakukan pembatasan terhadap klaim yang berlebihan di Laut China 
Selatan. Sebagai imbalannya AS dapat menghentikan pengiriman kapal dan 
pesawat dalam upaya mempertahankan “freedom of navigation” di kawasan 
tersebut. Menahan pembangunan yang signifikan di kawasan tersebut oleh China 
dapat menyebabkan AS untuk menurunkan intensitas operasi militernya di 
kawasan yang disengketakan bahkan secara permanen. 
Ketiga, mempertahankan stabilitas dan keamanan di kawasan untuk 
melaksanakan fungsi kawasan seperti sebelumnya. Menjamin keamanan navigasi 
di kawasan tersebut untuk tetap melanjutkan aktivitas mobilisasi dalam 
perdagangan dan pelayaran global. Maka kebutuhan tiap negara yang 
memanfaatkan akses tersebut tidak akan mengalami gangguan atau kerugian. 
China memang mengakui dan menjamin kebebasan navigasi di Laut China 
Selatan namun tetap harus meminta izin China jika ingin bernavigasi 200 mil dari 
pulau China. Hal ini tentu bukan merupakan bentuk kebebasan navigasi 
sebagaimana diinginkan oleh AS. Oleh karena itu, AS tidak akan mendukung 
penyelesaian sengketa dengan kepemilikan kawasan oleh China. 
Selain itu, Laut China Selatan yang dikelilingi oleh negara-negara yang 
berbatasan dengannya memiliki pengaruh penting dalam menopang interaksi 
mereka dengan negara lain. Oleh karena itu, keamanan dan kestabilan di kawasan 
tentu akan membawa pengaruh pada interaksi mereka dengan dunia luar. Hal ini 
tentu dikarenakan jalur tersebut merupakan jalur paling efektif dalam melakukan 
                                                             
58 Jane Perlez, Obama face a Though balancing Act Over South China Sea. Diakses melalui 
http://www.nytimes.com/2016/03/30/world/asia/obama-xi-jinping-meeting-washington.html 
pada tanggal 1 Mei 2016 
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mobilisasi. Keadaan ini sangat tercermin dengan keberadaan negara Filipina dan 
Jepang. Walaupun kedua negara tersebut memiliki alternatif dengan melalui 
samudera pasifik untuk melakukan hubungan lintas negara akan tetapi hal ini 
tentu membutuhkan waktu dan tenaga lebih dibandingkan dengan melalui 
kawasan yang berada di bagian timurnya. 
Keempat, mengutamakan pengembangan dan kerjasama multilateral dalam 
upaya pemanfaatan potensi Laut China Selatan. Selain mendukung upaya 
penyelesaian sengketa melalui hukum internasional, tindakan AS dan ASEAN 
juga lebih memilih upaya eksploitasi dan eksplorasi bersama dengan 
mempertahankan statusquo. Hal akan mengurangi ketegangan di kawasan tersebut 
sebagaimana keadaan sebelumnya dengan menguntungkan segala pihak. Keadaan 
ini akan memberikan keuntungan diantara negara yang bersengketa dan 
menghindari segela bentuk kerugian atas kemungkinan konfrontasi melalui 
eksploitasi bagi negara paling kuat. Dengan ini setiap negara akan mendapat 
keuntungan dari negara yang juga memiliki klaim yang sama di kawasan tersebut. 
Semua pihak merasa memiliki hak atas potensi di kawasan dan hal ini selaras 
dengan adanya upaya bersama. 
Donald Trump juga mengungkapkan “We have rebuilt China, and yet they 
will go in the South China Sea and build a military fortress the likes of which 
perhaps the world has not seen,"
59
. Seolah ingin menutup mata setiap negara atas 
rencana China untuk melakukan kekuasan penuh di Laut China Selatan dimana 
semua negara membutuhkan kawasan tersebut sebagai jalur perdagangan 
                                                             
59 Linda Qiu, Donald Trump weighs in on China's island-building in the South China Sea. Diakses 
melalui http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/apr/04/donald-
trump/donald-trump-weighs-chinas-island-building-south-c/ pada tanggal 3 Mei 2016 
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internasional.  Anggota dari Partai Republik tersebut menyatakan bahwa China 
akan membangun benteng di kawasan tersebut dengan terhubung ke negara tirai 
bambu tersebut. Oleh karena itu, AS akan menyadarkan posisi China yang tidak 
sendirian dalam mengupayakan potensi di Laut China Selatan. Mengembalikan 
status kawasan pada kepemilikan bersama dan tetap mempertahakan  kebebasan 
pelayaran internasional. 
AS mampu menjatuhkan kedudukan China saat ini dengan menggalang 
dukung dari berbagai persekutuannya. China memang telah memperluas 
pengaruhnya keseluruh penjuru dunia melalui perdagangan dunia lewat barang 
produksinya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa AS telah menjalin koalisi dan 
hubungan kerjasama multilateral yang terikat di beberapa kawasan. Akhirnya AS 
mampu memojokkan posisi China terkait laut China Selatan sekaligus mendapat 
dukungan dari mereka. G7 misalnya, mendapat protes dari China karena telah 
menyimpang dari misinya yaitu untuk menjaga ekonomi global. Seperti yang 
diungkapkan Jepang (salah satu anggota G7) yang mengencam tindakan China.  
“intimidating, coercive or provocative unilateral actions that could alter the 
status quo and increase tensions.
60” Ungkap Jepang. Hal ini telah menandai 
oposisi yang kuat terhadap tindakan China di Laut China Selatan. Anggota G7 
terdiri dari negara yang maju dalam bidang ekonomi seperti Perancis, Jerman, 
Italia, kanada, Britania Raya, Jepang serta Amerika Serikat sendiri. Dalam 
perkembangannya AS akan mudah melakukan akselerasi di kawasan tersebut 
sebagai upaya penolakan terhadap segala tindakan China dengan dukungan dari 
berbagi negara. Bahkan AS dapat memanfaatkan pengaruhnya sebagai upaya 
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 https://www.washingtonpost.com/national/energy-environment/south-china-sea-watch-us-
china-build-up-presence-rhetoric/2016/04/18/c7aafe08-053a-11e6-bfed-
ef65dff5970d_story.html diakses pada tanggal 1 Mei 2016 
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melindungi kedaulatan negara-negara di Asia Tenggara yang bersengketa dengan 
China. 
Kelima, meningkatkan hubungan AS terhadap ASEAN dan sebaliknya bagi 
China. Hal ini menjadi pasti sebagai konsekuensi dari kebijakan AS dalam 
mendukung dan memenuhi kepentingan bersama antar anggota ASEAN. Vietnam 
dan Filipina yang meminta AS untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa di Laut 
China Selatan telah berhasil meningkatkan hubungan diantara negara. Selain itu, 
kepercayaan terhadap AS sebagai negara yang berpengaruh dalam percaturan 
global. Ketidakmampuan Vietnam dan Filipina untuk menyeimbangi kekuatan 
China telah mendapat supply senjata dan kapal laut untuk meningkatan pertahanan 
mereka. 
Filipina seyogyanya merupakan sekutu AS sejak dulu dan meningkatnya 
ketegangan di Laut China Selatan memiliki dampak selaras terhadap hubungannya 
dengan AS. Saat Filipina menemukan jejak militer China yang melakukan 
manuver di daerah Scarborough Shoal, ia mulai khawatir akan pembangunan di 
wilayah yang memiliki jarak 145 mil (230 KM) ke wilayah timur Filipina. 
Padahal jarak wilayah tersebut dari China lebih jauh sekitar 620 mil (1000 KM)
61
. 
Kekhawatiran Filipina direalisasikan dengan permintaan keterlibatan AS untuk 
meyakinkan China agar tidak melakukan pembangunan di kawasan tersebut. Hal 
ini tentu menjadi kekhawatiran Filipina terhadap keamanan wilayah 
kedaulatannya.  
Lebih lanjut untuk mencegah tindakan China di Laut China Selatan, Filipina 
dan AS telah menandatangani perjanjian yang disebut  Enhanced Defense 
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 https://www.washingtonpost.com/national/energy-environment/south-china-sea-watch-us-
china-build-up-presence-rhetoric/2016/04/18/c7aafe08-053a-11e6-bfed-
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Cooperation Agreement. Isi dari perjanjian ini adalah memberikan kesempatan 
kepada AS untuk meningkatkan kegiatan militernya di wilayah pangkalan militer 
Filipina setidaknya 10 tahun kedepan. Tidak tanggung-tanggung, AS akan 
meningkatkan kegiatan militernya di lima pangkalan militer miliki Filipina. 
Diantaranya Antonio Bautista Air Base, Basa Air Base, Fort Magsaysay, Lumbia 
Air Base, dan Mactan-Benito Ebuen Air Base
62
. Hal ini memungkinkan menjadi 
pengiriman pasukan konvensional pertama bagi AS ke wilayah Filipina dalam 
beberapa dekade terakhir. AS mengungkapkan bahwa tindakan ini bukan 
merupakan upaya provokasi yang mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan 
tersebut. Akan tetapi, kegiatan ini merupakan komitmen dalam menjamin 
keamanan aliansi. 
Sebagai tambahan dari operasi ini, AS akan menempatkan 200 pilot dan 
awak serta 6 pesawat tempur dan 3 helikopter di bekas basis Clark Air, bagian 
utara manila. Penempatan ini ditujukan untuk pengadaan kegiatan latihan militer 
bersama Filipina dan AS. Kendaraan perang tersebut memiliki spesifikasi sendiri 
dimana lima pesawat untuk melakukan serang darat sedangkan tiga helikopter 
berfungsi untuk pencarian dan penyelematan sekaligus pengangkutan pasukan 
khusus. Selanjutnya AS akan meletakkan pusat komando dan kontrol di Filipina 
untuk mengkoordinasikan operasi mereka bersama. Kekuatan China mampu 
mengusik keamanan nasional bahkan wilayah kedaulatannya hingga 
mengakibatkan peningkatan kerjasama dalam bidang keamanan dengan AS. 
                                                             
62 Dam lamothe, These are the bases the US will use near the South China Sea. China isn't 
impressed. Diakses melalui 
https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/03/21/these-are-the-new-u-s-military-
bases-near-the-south-china-sea-china-isnt-impressed/ pada tanggal 1 Mei 2016 
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Pangkalan militer tersebut akan berguna sesuai dengan geografinya. Antonio 
Bautista Air Base misalnya, akan digunakan Filipina untuk menjaga dan 
mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif mereka di kawasan tersebut. Sedangkan AS 
akan melanjutkan kepentingan mereka lebih jauh. AS memiliki kepentingan 
diwilayah perairan tersebut dengan menuntut jalur FON karenanya ia akan 
melakukan pelayaran dengan memulai aktivitasnya dari pangkalan tersebut. Hal 
ini memang terlihat saling menguntungkan (mutual simbiosis) diantara kedua 
aktor yang menjalin hubungan tersebut. Akan tetapi empat pangkalan lainnya 
berada jauh dari wilayah laut China Selatan dan bukan merupakan pangkalan 
untuk kapal laut.  
Carter juga terlihat dalam uji coba penggunaan rudal jarak jauh di Filipina. 
Rudal tersebut telah mampu menjangkau seluruh wilayah Filipina bahkan 
termasuk yang diklaimnya. Pemanfaatan senjata ini dimungkinkan jika diperlukan 
dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, tindakan ini tidak diperlukan jika China 
tidak melakukan kegiatan provokatif di kawasan tersebut. Hal ini tentu menjadi 
kecemasan tersendiri bagi China melihat peningkatan koalisi di wilayah bagian 
timur Laut China Selatan tersebut. Pada dasarnya tindakan AS tersebut merupakan 
bagian dari upaya untuk mempertahankan jalur FON di kawasan tersebut.  
Amerika juga memastikan bahwa tindakan peningkatan militer di lima 
pangkalan militer Filipina tersebut tidak akan mengganggu keamanan nasional 
negara lain. Keadaan ini didukung dengan kenyataan bahwa AS pernah 
menghadirkan militer konvensionalnya di Filipina hampir satu abad sejak PD II 
hingga tahun 1991 di Subic Bay dan Clark Air Base bahkan telah menjadi mitra 
tertua di Asia. Bahkan dalam perkembangan AS dan Filipina masih menjalin 
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hubungan militer terkait kelompok militan di negara tersebut. Kini sebagai wujud 
tindak lanjut atas kecemasan Filipina terhadap militerisasi China di perairan yang 
juga diklaimnya maka mereka menjalin perjanjian untuk penggunaan pangkalan 
militer itu kembali.  
Dalam beberapa forum multilateral atau bilateral seperti East Asia Summit,  
India ternyata juga tidak mendukung klaim China di Laut China Selatan. Negara 
yang memang miliki masa lalu buruk terkait perbatasan dengan China tersebut 
juga tidak mengungkapkan dukungannya terhadap aktivitas FON AS. Beberapa 
tahun terakhir, Laut China Selatan cukup ramai di perbincangkan jika 
dibandingkan sengketa China Lainnya seperti di Laut China Timur. Untuk 
memberikan keamanan dan tanggungjawab terhadap keselamatan navigasi di 
kawasan tersebut, India lebih memilih Vietnam atau Filipina. Walau India tidak 
menyatakan dukungannya secara langsung atas kebijakan FON AS di Laut China 
Selatan akan tetapi pernyataan India dengan mengkritik aktivitas China di 
kawasan tersebut merupakan hal positif bagi keberlanjutan operasi AS. 
Bukti-bukti diatas menjelaskan tentang implikasi kebijakan FON AS di Laut 
China Selatan dengan adanya peningkatan hubungan antara AS dan negara di Asia 
Tenggara. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan FON akan 
berdampak baik pada aktor yang memiliki kepentingan yang sama dengannya 
akan tetapi disisi lain memiliki dampak buruk terhadap negara yang menjadi 
lawan rivalnya. Kebijakan FON AS di Laut China Selatan ditujukan terhadap 
China dengan menolak segala aktivitas China di kawasan tersebut sebagai sebuah 
tindakan provokatif dan mengancaman keamanan dan kestabilan di regional 
tersebut. Oleh karena itu, implikasi kebijakan FON AS di Laut China Selatan 
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tentu membawa dampak buruk pada hubungannya dengan China. Keterlibatan AS 
dalam konflik di kawasan tersebut memperburuk (merenggangkan) komunikas AS 
dan China dalam menjalin hubungan kerjasama.  
Hal ini dibuktikan dengan pernyataan China yang menuding AS melakukan 
militerisasi di Laut China Selatan. Operasi militer yang dilakukan oleh AS melalui 
udara dan laut telah membalikkan perkataannya sendiri. Jubir Kementrian luar 
Negeri China Hong Lei mengungkapkan “that's the real militarisation of the 
South China Sea"
63
. Awalnya AS menuduh China telah mengupayakan tindakan 
militerisasi di kawasan tersebut dengan pengadaan berbagai sarana militer hingga 
senjata perang. Namun kemudian AS melakukan hal yang sama di kawasan 
tersebut. Jika China telah dianggap melakukan tindakan illegal dengan melakukan 
militerisasi di kawasan tersebut maka hal ini merupakan kegiatan serupa dengan 
aktivitas AS saat ini. Bahkan Menurutnya, tindakan AS di kawasan tersebut 
merupakan militerisasi yang sesungguhnya. 
Xi Jinping telah mengungkapkan keseriusannya di kawasan tersebut dengan 
tidak menerima pelanggaran kedaulatan atas nama kebebesan navigasi. 
Selanjutnya Presiden Republik Rakyat China tersebut berpesan agar Washington 
tidak mengambil posisi pada isu-isu kedaulatan dan memainkan peran konstruktif 
demi mempertahankan perdamaian dan stabilitas. Laut China Selatan memang 
saat ini masih memiliki status sengketa. Hal ini berarti bahwa tidak ada hak 
kedaulatan bagi negara manapun. Namun dalam perkembangannya kawasan 
tersebut  telah menjadi bagian dari China dengan pembangunan dan reklamasi di 
kawasan tersebut. 
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Hubungan yang buruk tersebut makin terlihat dengan operasi FON AS 
dengan menggunakan kapal USS Larsen di dekat Subi Reef  kemarin yang 
mendapat respon dari China. China mengetahui keberadaan kapal miliki AS yang 
berlayar 12 mil dari wilayah yang diklaim China. China memang tidak melakukan 
konflik atau pelucuran senjata terhadap kapal tersebut. Namun China mencegat 
pergerakan kapal tersebut untuk memasuki kawasan yang jauh lebih dekat dengan 
pulau yang telah dibangunanya. China telah mengirim pesan untuk tidak 
melakukan konflik senjata dengan AS atas operasi tersebut. Hal ini merupakan 
kabar baik demi menjaga stabilitas di kawasan tersebut akan tetapi, jelasnya tidak 
ada jaminan bahwa China tidak akan melakukan konflik senjata di atas laut 
dengan AS selama pelaksanaan kebijakan FON tetap berlangsung. Mungkin saja 
itu merupakan keputusan sementara Beijing dengan melihat kemampuan 
militernya yang belum memadai untuk berkonfrontasi dengan AS. 
Keseriusan China untuk menentang segala operasi yang terjadi di kawasan 
yang telah diklaimnya tersebut makin dibuktikan dengan pengembangan China 
terhadap konsep anti-acces area denial (A2AD). Konsep A2AD merupakan 
kawasan yang bertujuan untuk menghambat siapapun yang menginginkan akses di 
jalur tersebut dengan siaga persenjataan. Bahkan dalam perkembangannya 
China‟s People‟s Liberation Army Navy (PLAN)64 akan menambahkan peralatan 
militer di kawasan tersebut untuk meningkatkan kemampuan A2AD China. China 
juga menyediakan dua kapal yakni Lanzhou (tipe 052C dengan rudal penghancur) 
and Taizhou (tipe 053 sebagai kapal perang). Kapal tersebut dapat menandingi 
kapal lassen milik AS yang melakukan operasi FON.  
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Implikasi lainnya dari hubungan China-AS juga dapat berpengaruh pada 
transaksi perdagangan kedua negara. Tak dapat dipungkiri bahwa pertumbungan 
ekonomi China yang begitu signifikan mendorong perluasan pengaruhnya dalam 
perdagangan bebas. China begitu menjanjikan dalam kerjasama internasional, 
tidak terkecuali oleh berbagai perusahaan asing baik swasta maupun negeri di 
negara lain. Hal ini tidak ditepis oleh para pengusaha asal AS. Untuk tetap 
bertahan dalam persaingan global dan tuntutan hidup maka China merupakan 
mitra yang besar dalam pertukaran barang dan jasa. Produk China sangat terkenal 
dengan harga yang murah namun tetap memenuhi standar kebutuhan hidup 
manusia. Oleh karena itu, kebutuhan hidup masyarakat AS juga cukup 
berpengaruh pada kehadiran China. Namun dalam eskalasi yang terjadi di Laut 
China Selatan dapat mengancam hubungan perdagangan tersebut. 
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Diagram 1. Perbandingan Ekspor AS dan Ekspor China Terhadap Masing-
Masing Negara 
 
Sumber : http://finance.townhall.com/ 
Keadaan diatas merupakan konsekuensi yang terlihat dari adanya 
peningkatan ketegangan di Laut China Selatan dan kehadiran AS sebagai 
pembendung tindakan agresif China untuk menguasai kawasan tersebut. Namun 
Di sisi lain, para analisi juga berpendapat bahwa keterlibatan AS dalam konflik di 
Laut China Selatan justru memperluas kepentingan di kawasan. China yang 
sedang berfokus dalam penyelesain konflik di kawasan tersebut kini memperluas 
fokusnya untuk membendung kekuatan AS yang hadir dalam sengketa tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pembangunan perangkat militer dan reklamasi secara signifikasi di tujuh 
lahan kawasan Laut China Selatan telah menarik AS dalam masalah 
sengketa tersebut. Keterlibatan AS untuk menegakkan hukum 
internasional diatas laut (UNCLOS 1982). Berdasarkan hukum 
internasional tentang laut menyatakan bahwa negara pantai hanya dapat 
memperluas wilayah lautnya tidak lebih 200 mil (Zona Ekonomi 
Eksklusif). Sedangkan Laut China Selatan utamanya wilayah perairan di 
sekitar Pulau Spartly mamiliki jarak ±500 mil dari pulau terluar China. 
Oleh karena itu, untuk menentang klaim berlebihan China maka AS 
melakukan kebijakan FON (freedom of navigation) dalam bentuk military 
operation (operasi militer). Pengiriman kapal perang dengan berbagai tipe 
beserta kapal induk milik AS merepresentasikan impian negara lain yang 
menghendaki hal yang serupa. Dalam hukum internasional, baik darat atau 
laut yang bukan merupakan kedaulatan suatu negara berarti merupakan 
kawasan bebas navigasi tidak terkecuali di udara.  
2. Sejak tahun 1978, China telah menetapkan dirinya sebagai negara 
maritime. Oleh karena itu, China telah fokus dalam pengembangan 
angkatan lautnya menuju angkatan laut lintas samudera (Blue water navy). 
Namun pengembangan angkatan laut China menjadi kekhawatiran 
tersendiri bagi negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan 
angkatan lautnya seperti AS. Sehubungan dengan itu, Laut China Selatan 
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yang kini menjadi perseteruan kedua negara kuat tersebut telah 
memberikan kecemasan kepada negara atas ancaman perang. Kedua 
negara memiliki kepentingan masing-masing sebagaimana diungkapkan 
dalam forum-forum global. China menyatakan keinginannya untuk 
bertanggung jawab atas kawasan tersebut dalam menjamin jalur navigasi 
serta menegakkan hukum diatas laut atas segala tindakan kriminal. 
Sedangkan melalui pernyataan resmi oleh aparat pemerintah yang terkait 
akan sengketa Laut China Selatan telah mengungkapkan kepentingan AS 
dalam kebijakan FON di Laut China Selatan. Diantaranya menjunjung 
tinggi hukum internasional, mendukung kebebasan navigasi di Laut China 
Selatan, Mengupayakan keamanan dan stabilitas regional di kawasan serta 
mengamankan jalur perdagangan dan perkembangan ekonomi. Penulis 
juga menambahkan kepentingan lain AS berdasarkan penelitiannya yaitu 
mempertahankan hegemoni AS di Asia Pasifik secara khusus dan dunia 
secara umum serta membendung peningkatan kekuatan China dengan 
memafaatkan segala potensi dari Laut China Selatan. 
3. Douglas H. Paal menyatakan bahwa penurunan ketegangan di Laut China 
Selatan dapat dilakukan jika kedua belah pihak mampu menahan diri. 
China dapat melakukan pembatasan terhadap aktivitasnya di Laut China 
Selatan dan sebagai imbalannya AS dapat mengehentikan pengiriman 
kapal dan pesawat dalam menutun freedom of navigation. Hal ini mungkin 
akan mengembalikan pada statusquo. AS telah melaksanakan operasi 
militer dalam menuntut freedom of navigation di Laut China Selatan 
beberapa waktu ini merupakan yang paling sering. Adapun beberapa 
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implikasi dari kebijakan FON di Laut China Selatan yaitu mendorong 
upaya penyelesian sengketa secara hukum, management konflik di Laut 
China Selatan, mempertahankan stabilitas dan keamanan di kawasan, 
penganjuran pengembangan melalui kerjasama multilateral serta 
meningkatkan hubungan kerjasama AS dan ASEAN namun memperburuk 
hubungan AS dan China. 
B. Saran-Saran 
Walau secara eksplisit AS tidak memiliki sengketa di kawasan tersebut, 
akan tetapi keterlibatan AS adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama 
dan menegakkan hukum internasional. Oleh karena itu, keterlibatan AS mendapat 
dukungan yang cukup kuat dalam mempertahankan status di kawasan tersebut. 
Hal ini sangat terkait dengan kebutuhan dasar negara yakni perdagangan 
internasional. Distribusi pangan sangat bergantung pada kawasan tersebut dan 
tentu juga nilainya. Tidak hanya itu, kebutuhan industri terhadap minyak juga 
menjadi salah satu alasan utama mempertahankan kawasan tersebut. Oleh karena 
itu, beberapa saran penulis terhadap penyelesaian atau perunanan ketegangan di 
kawasan tersebut: 
1. AS perlu meratifikasi UNCLOS. Walaupun AS seyogyanya telah 
mematuhi prinsip-prinsip dalam konvensi internasional tersebut akan 
tetapi negara adidaya tersebut belum melakukan ratifikasi. Hal ini juga 
untuk menghindari persepsi bahwa AS hanya akan mematuhi konvensi 
internasional ketika selaras dengan kepentingan nasional yang ingin 
dicapainya. Selain itu, dengan meratifikasi UNCLOS AS juga tentu 
mendapat hak untuk duduk bersama dalam membahas berbagai isu 
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terkait seperti aturan ZEE bahkan hal ini bisa memajukan kepentingan 
ekonominya serta strategi AS. 
2. AS perlu membuat kejelasan terhadap upaya tujuan keterlibatannya 
dalam konflik Laut China Selatan. Mendukung upaya pengadaan code of 
conduct yang mengikat seluruh negara yang bersengketa sehingga dapat 
menjamin kestabilan kawasan di masa depan. Dukungan AS dalam 
pengadaan COC memiliki signifikansi yang cukup penting untuk 
mendorong upaya bersama dalam memanfaatkan kawasan tersebut. Hal 
ini juga dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian sengeketa di 
kawasan tersebut melalui eksploitasi maupun eksplorasi bersama.  
3. Negara-negara yang memiliki angkatan laut aktif dalam perairan 
internasional seperti China, Vietnam, Taiwan maupun AS dianggap 
perlu mengadakan langkah-langkah isyarat terhadap keselamatan 
navigasi di kawasan tersebut. Keadaan ini dapat bertujuan sebagai 
perlindungan laut dari upaya terorisme, perdagangan illegal, 
penyelundupan, pembajakan atau bahkan pencemaran. Bahkan 
keterlibatan seluruh pihak akan menjadi satu langkah menuju 
penyelesaian sengketa melalui kerjasama multateral.  
4. Penciptaan forum dialog seperti south china sea coast guard forum. Hal 
ini dapat menjadi pusat informasi dalam menanggapi berbagai 
kesempatan eksploitasi atau pemanfaatan wilayah maritime tersebut. Hal 
ini juga mendorong koordinasi yang lebih baik dan menghilangkan 
segala kecurigaan diantara negara di kawasan tersebut. 
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Pertanyaan Wawancara 
1. Bagaimana status Laut China Selatan saat ini? 
2. Apakah tindakan negara-negara yang mengklaim Laut China Selatan adalah 
legal atau illegal? 
3. Bagaimana hukum internasional memandang sengketa di Laut China Selatan? 
4. Bagaimana menurut anda tentang aktivitas pembangunan, reklamasi hingga 
pemasangan radar bahkan rudal oleh China di Laut China Selatan? 
5. Apa tujuan sebenarnya dari China dengan pembangunan perangkat militer di 
kawasan tersebut? 
6. Bagaimana tanggapan anda tentang kebijakan AS untuk terlibat dalam 
sengketa di Laut China Selatan? 
7. Apa sebenarnya kepentingan AS di Laut China Selatan? 
8. Apakah tindakan tersebut dapat menurunkan ketegangan atau justru 
meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut? 
9. Menurut anda, apakah solusi yang tepat bagi penyelesaian sengketa di Laut 
China Selatan? 
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               NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE  
  
   Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966  
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—  
  
“. . .the Treaties and Other International Acts Series issued 
under the authority of the Secretary of State shall be 
competent  evidence . . . of the treaties, international 
agreements other than treaties, and proclamations by the 
President of such treaties and international agreements other 
than treaties, as the case may be,  therein contained, in all the 
courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in 
all the tribunals and public offices of the United States, and 
of the several States, without any further proof or 
authentication thereof.”  
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3 .  Any  annex  appended  to  this  Agreement  shall  form  an  integral  part  of  this  
Agreement.  
4 .  This  Agreement  shall  have  an  initial  term  often  years,  and  thereafter,  it  shall  
continue  in  force  automatically  unless  terminated  by  either  Party  by  giving  one  
year's  written  notice  through  diplomatic  channels  of  its  intention  to  terminate  this  
Agreement.  
IN  WITNESS  THEREOF,  the  undersigned,  being  duly  authorized  by  their  
respective  Governments,  have  signed  this  Agreement.  
f'  
DONE  at  ~  ~  ,  in  duplicate  in  English,  this  J.  gil.  day  of  
~  ,2  4 .  
FOR  THE  GOVERNMENT  OF  THE  
UNITED  STATES  OF  AMERICA:  
  10 
FOR  THE  GOVERNMENT  OF  THE  
REPUB  IC  OF  THE  IPPINES:  
  
